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KATA PENGANTAR 


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN 
(Menteri Agama RI Tahun 2014-2019) 


i penghujung akhir masa periode saya sebagai 
D Menteri Agama RI, tepatnya di tanggal 8 Oktober 

2019, Kementerian Agama meluncurkan sebuah 
buku berjudul “Moderasi Beragama. Hadir dalam acara 
tersebut sejumlah intelektual, akademisi, agamawan, 
budayawan, pejabat, aktivis dan komunitas masyarakat 
lainnya yang turut serta menyaksikan kegiatan yang 
menuntaskan masa akhir periode Kabinet Kerja. Tentu saya 
amat bersyukur dan berterima kasih, serta memberikan 
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang 
telah berkontribusi melahirkan buku tersebut. 

Isi dari buku itu hanyalah tentang Moderasi Beragama. 
Bukan tentang hal lain. Mengapa? Karena moderasi beragama 
merupakan terapi yang sangat tepat atas persoalan yang 
dihadapi bangsa yang kita cintai ini. Sekurang-kurangnya 
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terdapat 3 (tiga) alasan utama mengapa kita sebagai bangsa 
yang agamis ini memerlukan moderasi beragama. 


Pertama, berkembangnya cara pandang, sikap, dan 
praktek beragama dalam kehidupan bersama yang 
melampaui batas, berlebihan, atau ekstrim, yang tidak lagi 
memanusiakan manusia dan menjadikan kemaslahatan 
bersama sebagai tujuan beragama. Cara pandang, sikap, 
dan praktek beragama ini tak lagi melindungi martabat 
kemanusiaan, tapi justru mengingkarinya. Agama yang 
sejatinya mulia dan hadir untuk meningkatkan kualitas 
peradaban manusia, justru difahami dan diamalkan 
sebaliknya oleh sebagian kalangan. Ajaran agama direduksi 
dan disimpangkan, dijadikan landasan pembenar untuk 
menghilangkan hak-hak dasar kemanusiaan. Agama 
menjadi tak hanya telah kehilangan fungsinya sebagai 
perekat sosial dan pengikat relasi antar sesama manusia, 
tapi justru menjadi faktor perusaknya. 


Kedua, berkembangnya klaim kebenaran secara 
subyektif dan pemaksaan kehendak atas suatu tafsir 
agama yang demikian kuat. Adanya keragaman dan 
perbedaan tafsir agama itu sebenarnya lumrah dan wajar 
saja. Namun ketika tafsir itu diklaim sebagai satu-satunya 
kebenaran yang bersifat tunggal, lalu menyalahkan tafsir 
lain dan memaksakan kehendak dengan cara kekerasan 
agar yang berbeda tafsir itu mengikuti tafsirnya, ini tentu 
menimbulkan konflik sosial. Apalagi bila tafsir agama 
yang memutlakkan kebenaran itu, yang tak didasari oleh 
landasan kaidah keilmuan, dijadikan “komoditas” untuk 
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meraih pengaruh kepentingan ekonomi dan politik praktis, 
menyebabkan timbulnya konflik di masyarakat. Faktanya 
nyata, perpecahan dan keterbelahan sosial sudah kita 
rasakan. 


Ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak 
selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semangat beragama 
diperhadapkan dan dibenturkan dengan komitmen menjaga 
keindonesiaan. Beragama justru mengoyak persatuan, 
merusak ikatan kebangsaan, dan mengingkari realitas 
keragaman keyakinan dan budaya. Beragama menjadi justru 
merongrong sendi-sendi fondasi berbangsa dan bernegara. 
Ketaatan kepada ajaran agama dan ketaatan kepada negara 
yang mestinya tak terpisahkan karena merupakan satu 
kesatuan, lalu secara diametral saling dipertentangkan dan 
dibenturkan. 


Tanpa bermaksud mengabaikan alasan lain, ketiga 
alasan utama itulah yang perlu dicarikan solusinya, sehingga 
muncullah gagasan moderasi beragama. Dalam kaitan ini, 
yang dimoderasi itu bukanlah agama atau ajaran agamanya. 
Sebab ajaran agama itu datangnya dari Tuhan Yang Maha 
Sempurna, pastilah telah moderat. Tidak ada agama 
yang mengajarkan umatnya untuk bersikap ekstrim atau 
berlebih-lebihan melampaui batas. Maka yang dimoderasi 
itu adalah cara pandang, sikap dan praktik umat beragama 
terkait ajaran agama. Pemahaman dan pengamalan atas 
ajaran agama inilah yang berpotensi melampaui batas dan 
menjadi ekstrim, sehingga perlu senantiasa dimoderasi. 
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Gagasan moderasi beragama dalam perkembangannya 
kemudian mendapatkan legitimasi yuridis yang kuat, 
yakni dengan dijadikan salah satu modal sosial dalam 
pembangunan bangsa sebagaimana ditegaskan dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) Tahun 2020-2024 yang dikukuhkan melalui 
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Tentu ini 
capaian yang patut disyukuri. Dengannya tak hanya 
Kementerian Agama yang memiliki tanggung jawab untuk 
memasyarakatkannya, tetapi juga seluruh kementerian dan 
lembaga serta segenap pemerintahan daerah berkewajiban 
mensosialisasikannya. 


Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah wujud 
ikhtiar menyebarluaskan gagasan moderasi beragama. 
Buku ini merekam sejumlah peristiwa dan narasi pemikiran 
penulis yang menurut hemat saya dapat menjadi bagian 
dari penggalan latar sosial-historis mengapa kemudian kita 
membutuhkan moderasi beragama, terutama di saat saya 
menjadi Menteri Agama. Penulisnya, Suwendi adalah salah 
satu anggota Kelompok Kerja Penguatan Moderasi Beragama 
Kementerian Agama RI. la juga terlibat aktif dalam proses 
penyusunan Buku Moderasi Beragama terbitan Kementerian 
Agama yang saya sebutkan di atas. Mas Wendi, begitu saya 
suka menyapanya, juga merupakan salah satu “pelaku 
sejarah” dalam melahirkan Peraturan Presiden Nomor 87 
Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter sebagai 
antitesa dari kebijakan Lima Hari Sekolah, sebagaimana 
tertera dalam tulisan-tulisannya dalam buku ini. 
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Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada 
Kementerian Agama RI yang tetap dan terus menjadikan 
moderasi beragama sebagai program unggulan pada semua 
unit dan satuan kerjanya. Rasa syukur, apresiasi dan terima 
kasih juga saya sampaikan kepada Mas Wendi yang telah 
menghadirkan buku yang sedang Anda baca ini. 

Semoga kita memperoleh manfaat dan memetik hikmah 
darinya. 


Amin. 


Jakarta, 17 Agustus 2021 


Lukman Hakim Saifuddin 
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PENGANTAR PENULIS 


uji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT. 
P Shalawat dan salam disanjungkan ke haribaan Nabi 
Besar Muhammad Saw. 

Pada tanggal 8 Oktober 2019, Pak Lukman Hakim 
Saifuddin (LHS) selaku Menteri Agama merilis buku 
“Moderasi Beragama” Buku yang sementara ini menjadi 
kiblat dalam merumuskan apa, mengapa, dan bagaimana 
moderasi beragama itu dilaksanakan telah mendapatkan 
apresiasi yang demikian besar, yang sekaligus oleh berbagai 
kalangan mendaulatkan pak LHS sebagai pencetus gagasan 
besar Moderasi Beragama itu. 

Moderasi beragama bagaikan “oksigen” untuk nafas 
kita, dalam menjalani kehidupan beragama dan berbangsa. 
Agama dan kebangsaan dieratkan sehingga saling bersinergi, 
bukan diperhadapkan apalagi saling dilemahkan. Identitas 
dirinya sebagai umat beragama, di satu sisi, dan identitas 
sebagai warga negara Indonesia, di sisi yang lain, direkatkan 
dalam sebuah tarikan nafas, sehingga mengamalkan 
keagamaan pada prinsipnya menjalankan keindonesiaan dan 
meneguhkan keindonesiaan pada hakikatnya menjalankan 
agama yang dianutnya sehingga mewujudkan kehidupan 
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yang penuh kedamaian, keakraban, dan kesahajaan. Oleh 
karenanya, moderasi beragama telah ditempatkan sebagai 
modal sosial yang menjadi prasyarat dalam membangun 
bangsa. Tanpa moderasi beragama, pembangunan bangsa 
dipastikan tidak akan dapat berjalan dengan baik. 


Sebagai sebuah gagasan besar, moderasi beragama 
dilatarbelakangi oleh konstruksi sosial keagamaan dan 
kebangsaan serta upaya-upaya kebijakan yang mendahu- 
luinya. Fenomena politik identitas, kekerasan yang meng- 
atasnamakan agama, serta beberapa upaya yang menghilang- 
kan peran-peran agama dirasakan oleh masyarakat secara 
luas. Konstruksi inilah yang hendaknya perlu dicermati, agar 
kita mampu menangkap pemahaman moderasi beragama 
dan upaya-upaya layanan keagamaan yang diperlukan. 

Buku yang sedang Anda baca ini adalah percikan 
pemikiran dan gagasan penulis serta respon atas beberapa 
upaya kebijakan yang memperkuat kelahiran gagasan 
besar moderasi beragama dan upaya layanan keagamaan— 
terutama pada saat pak LHS memimpin Kementerian Agama. Di 
dalamnya, terekam sejumlah gagasan dan fakta-fakta yang 
menegaskan betapa moderasi beragama itu penting untuk 
dihadirkan sebagai solusi keagamaan dan kebangsaan. 

Penulis sangat bersyukur, ketika pak LHS sebagai 
Menteri Agama, diamanahi sebagai bagian dari tim penulis 
pidato Menteri Agama, sehingga mendapat kesempatan dan 
akses dengan sang pencetus gagasan. Hal ini, bagi penulis, 
memperkaya dalam memahami moderasi beragama dan 
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upaya penguatan layanan keagamaan, termasuk pendidikan 
agama dan keagamaan, yang patut direspon. 

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya kepada pak LHS, Menteri Agama RI tahun 
2014-2019, yang membimbing dan mengarahkan penulis serta 
telah bersedia memberikan kata pengantar untuk buku ini. 
Terima kasih penulis juga sampaikan kepada sahabat saya, Dr. 
Ngainun Na'im, MA, yang telah memberikan koreksi naskah 
serta pihak penerbit yang telah mempublikasikan buku ini 
dengan baik. Kepada isteri tercinta, Dr. Hj. Mesraini, SH, M.Ag, 
dosen UIN Jakarta, yang berkenan menjadi editor buku ini, 
dan kedua anak kami, Farah Layli Azka, mahasiswa Fakultas 
Kedokteran UIN Jakarta, dan Muhammad Fawwaz Farhan 
Farabi, siswa MAN Insan Cendekia Serpong, yang selalu 
menginspirasi dan memperkokoh semangat dalam bekerja 
dan berkarya, disampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT 
membalas semua kebaikan itu dengan keberkahan. Selamat 
membaca. 


Kampung Utan, 6 Agustus 2021 


Suwendi 
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BAGIAN SATU 


MODERASI BERAGAMA 
MELALUI PENDIDIKAN ISLAM 
DAN MIMBAR AGAMA 


FITRAH MANUSIA: KESEIMBANGAN 
ANTARA KEHAMBAAN 
DAN KEKHALIFAHAN 


Di dalam Al-Ouran, Allah Swt. berfirman: 
ana - aa Kn Bei NE » Pan 1 
Gl MN 5 ag Os Ka yaa Op 6 
Pe Be Pp sb Pl At go ang 
PN TI jg KA Gaal WS Ml 3 Pa Y 
y 2 2, 
053 
Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada 
agama Allah, (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan 
manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah 


Allah. (Itulah) agama yang lurus: tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengetahui” (OS. Al-Rum (30): 30). 


Ketika menafsirkan ayat di atas, Syekh Ahmad Musthafa 
al-Maraghi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 
“fitrah” adalah al-tahayyu' li gubul al-hagg wa din al-tawhid 
(kesiapan mental untuk menerima kebaikan dan agama yang 
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esa).! Menurut penafsiran ini, sesungguhnya manusia ketika 
lahir diliputi oleh potensi kebaikan-kebaikan. Ia dalam 
keadaan baik dan berpihak pada kebaikan serta kesucian. 
Ia memiliki hati suci dan tidak mau untuk dikotori. Inilah 
sesungguhnya potensi dasar yang dimiliki oleh manusia. 
Oleh karenanya, jika ada tekanan terhadap hak-hak 
kemanusiaan, maka sesungguhya ia memiliki potensi untuk 
melakukan perlawanan. Namun demikian, potensi kesucian 
yang dimiliki manusia seringkali terkikis oleh gangguan dan 
rongrongan terutama dari luar dirinya. Kondisi lingkungan 
keluarga dan masyarakat sosial lainnya turut memberikan 
andil terhadap pengikisan potensi kefitrahan. Oleh karena 
itu, orang fitrah sesungguhnya adalah orang yang mampu 
membentengi diri dari godaan-godaan yang tidak baik. 

Memahami fitrah manusia sejatinya juga menyadari 
akan hakikat dirinya. Allah Swt. telah memberi kepercayaan 
kepada manusia untuk memegang tugas kehambaan dan 
tugas kekhalifahan. Sebagai hamba, manusia diciptakan 
dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Hal ini 
dinyatakan dalam firman-Nya: 


akad NAN JAN Si 


1 Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al Maraghi, Juz 21, (Mesir: Mustafa 
al-Babi al-Halabi, 1946), 45. 
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Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia 
melainkan supaya mereka menyembah-Ku” (OS al- Dzariyat 
(51): 56). 

Fungsi kehambaan (abid) berkaitan dengan diri 
seseorang secara personal kepada Tuhannya. Manusia 
merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan (khalig) 
sehingga berkewajiban untuk berterima kasih kepada-Nya. 
Ia harus patuh, tunduk, tanpa reserve terhadap apa pun yang 
diperintahkan oleh Tuhan. Siapa yang melanggar ketentuan 
itu maka dinyatakan sebagai orang yang mengingkari hakikat 
dirinya. 

Dalam OS. al-Dzariyat (51): 56 di atas secara tegas 
dikatakan bahwa manusia sebagai yang diciptakan (makhlug) 
sedangkan Tuhan sebagai yang menciptakan (khalig). 
Keterciptaan manusia ini membuat keharusan bagi manusia 
untuk beribadah, menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. 
Penyerahan diri kepada Tuhan ini dalam banyak hal tidak 
mengedepankan validitas secara rasional.? Oleh karena itu, 
jika dinyatakan dalam bentuk garis, maka fungsi kehambaan 


2 Bisa juga dikatakan bahwa sebenarnya ada hal-hal yang bersifat supra- 
rasional dari petunjuk-petunjuk agama yang tidak berarti menentang 
rasionalitas ataupun tidak valid. Hanya, kemampuan akal manusia selalu 
terbatas dan membutuhkan kehati-hatian lebih untuk bisa mendapatkan 
pemahaman yang benar tentangnya. Lihat: M. Ouraish Shihab, Lentera 
Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 
8-11. 
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ini dapat digambarkan dengan garis vertikal, di mana posisi 
Tuhan berada di atas sedangkan manusia berada di bawah. 


Patut digarisbawahi bahwa bentuk-bentuk kehambaan 
ini memiliki muatan dan fungsi-fungsi sosial yang perlu 
diimplementasikan secara sosial. Sebab, yang membutuhkan 
penyembahan dari manusia bukanlah Tuhan, tetapi manusia 
itu sendiri. Tuhan bukanlah Dzat yang memiliki kebutuhan, 
oleh karenanya Dia tidak bersifat kurang (nagish). Akan tetapi, 
justru manusialah yang membutuhkan akan makna sosial 
dari bentuk-bentuk kehambaan ini. Oleh karena itu, orang 
yang berhasil dalam beribadah adalah orang yang mampu 
memanivestasikan muatan dari praktek ibadah itu dalam ranah 
sosial. 


Sebagai khalifah, manusia adalah makhluk yang diberi 
kepercayaan oleh Allah Swt. untuk memakmurkan bumi dan 
alam semesta ini. Relasinya adalah manusia dengan sesama 
manusia dan dengan alam. Firman Allah menyatakan: 


KS SN 3 Ja BUS ah IE 


(Artinya): Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para 
malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang 
khalifah di muka bumi” (OS al-Bagarah (2): 30) 


Sebagaimana makna asal katanya, khalifah di sini dipahami 
sebagai wakil Tuhan untuk mengurus, mengelola, mengayomi, 
memakmurkan, dan memanfaatkan segala isi yang ada di muka 
bumi. Di samping itu, fungsi kekhalifahan ini juga menegaskan 
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secara meyakinkan tentang terbentuknya tatanan pranata sosial 
yang adil, demokratis, setara, dan mengedepankan nilai-nilai 
kemanusiaan. Antara satu dengan yang lainnya memiliki relasi 
yang sama besar dan sama kuat. Di antara mereka tidaklah 
dianggap sebagai subordinasi. Oleh karena itu, secara historis- 
sosiologis kehidupan keduniaan harus didasarkan atas 
validitas rasional. Jika diwujudkan dalam bentuk gambar 
maka tugas kekhalifahan ini akan membentuk garis horizontal, 
ujung satu dengan yang lainnya adalah manusia yang memiliki 
relasi kesejajaran.” 


Dalam Islam, kedua fungsi di atas harus dapat 
disinergikan secara seimbang. Tuntutan kehambaan harus 
dapat diwujudkan secara seimbang dengan tuntutan 
kekhalifahan. Tidak dianggap sebagai orang yang baik 
(insan kamil) jika ia hanya mampu menjalankan fungsi- 
fungsi kehambaannya, sementara fungsi sosial-kemanusiaan 
terbengkalai. Demikian juga sebaliknya, bukanlah orang yang 
baik jika ia hanya mementingkan tugas-tugas kekhalifahan 
sementara tugas kehambaannya tidak diaktualisasikan. 
Dengan demikian, fitrah manusia adalah menjalankan 
tugas-tugasnya dengan sukses baik sebagai hamba Allah 
maupun sebagai khalifah di muka bumi secara seimbang. 


3  M. OGuraish Shihab, Wawasan Al-Ouran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai 
Persoalan Umat, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1996), 124. 
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TUHAN 


Muttagin 


Garis Kekhalifahan 
N. 


MANUSIA 3 3 ALAM 


B - Garis Kehambaan 


MANUSIA 


Banyak sekali sindiran Allah Swt. kepada orang yang 
hanya memenuhi salah satu tugas dengan mengabaikan 
tugas lainnya. Misalnya dalam surat al-M#'in dilontarkan 
celaan kepada orang-orang yang mengerjakan shalat tetapi 
suka menghardik anak yatim dan tidak mau peduli kepada 
orang miskin. Orang seperti ini dijuluki pendusta agama 
(yukadzdzibu bid-din) (OS al-M@an (107): 1-7). Orang 
seperti ini hanya melakukan tugas kehambaan saja dalam 
bentuk ibadah mahdlah, tetapi ia melalaikan ibadah sosial. 
Meski mengerjakan salat dan menyembah Allah, dia akan 
mengalami celaka di akhirat nanti, sebab dia lupa akan 
makna shalatnya. Dia beribadah hanya secara formalistik, 
tetapi tidak secara substansialistik. Dalam kehidupan sehari- 
hari, dia shalat tetapi lisannya tidak dijaga, telinganya tidak 
diperhatikan, matanya berkeliaran ke mana-mana, kakinya 
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melangkah ke jalan yang tidak dibenarkan, pemikirannya 
menyalahi aturan. Ini sindiran yang luar biasa dari Allah 


AA 


lewat surat al-MfFin ini. 

Oleh karena itu, di dalam Islam, ritual ibadah selalu 
memiliki dua hal secara integral: formalistik dan substan- 
sialistik. Tidak ada ibadah dalam Islam yang hanya dianjur- 
kan secara aspek formalistik semata. Antara formalistik dan 
substansialistik harus dilakukan secara seimbang. Dalam kasus 
ibadah puasa, juga demikian. Hadis Nabi menyatakan: 


AG FAN NI solo Go Had SLS Io 5 
Artinya: “Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak 
mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus”. 


Orang yang melakukan ibadah puasa tidak mendapatkan 
balasan apa pun disebabkan dirinya tidak mampu membangun 
harmoni dalam kehidupan sosialnya. Pikiran, gerakan, lisan, 
dan anggota tubuh lainnya tidak terjaga dari perilaku 
destruktif. 


Begitu pula ibadah haji, Nabi Saw. Menyebutkan: 


BAY EN AAN 
Artinya: “Haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal 
kecuali surga”. 


Ketika itu para sahabat menanyakan bagaimana haji 
yang mabrur itu, Rasulullah menjawab, 
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(SNI LE) FILM ASI 3 AE AB... 


Artinya: “Dia suka memberi makan dan rajin menebarkan 
salam” 


Seseorang yang telah melaksanakan haji baru disebut 
mabrur jika sekembalinya dari tanah suci dia peduli kepada 
sesamanya dan senantiasa menimbulkan kedamaian di 
sekelilingnya. Kalau tidak, maka hajinya mardud (tertolak) 
dan tidak ada surga baginya. Memberi makanan merupakan 
wujud dari solidaritas kita. Orang yang memiliki kepedulian 
yang baik dan solidaritas yang tinggi kepada sesamanya, 
sesungguhnya itu merupakan manifestasi dari amal 
ibadahnya. 


Moderasi Beragama dan Layanan Keagamaan ke) 


MODERASI BERAGAMA 

DAN INTEGRASI KEILMUAN 
SEBAGAI INSTRUMEN DESTINASI 
PENDIDIKAN ISLAM DUNIA 


alam beberapa tahun terakhir, Kementerian Agama 
Ds khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam, ber- komitmen akan menjadikan pendidikan 
Islam Indonesia sebagai destinasi pendidikan Islam dunia. 
Komitmen ini memiliki makna yang sangat strategis 
terutama dalam mengisi “ruang kosong” (spaceless) kiblat 
pendidikan Islam yang dalam dekade belakangan cenderung 
belum terlihat secara nyata. Sebagai negara-bangsa yang 
mayoritas muslim dengan sosial budaya dan kultur yang 
amat beragam, Indonesia patut untuk mengambil bagian 
strategis ini dan sekaligus menjadi barometer tingkat 
peradaban pendidikan Islam yang dibanggakan. Pendidikan 
Islam Indonesia diharapkan mampu untuk menjadi teladan 
bagi negara muslim dunia lainnya. Untuk itu, seluruh 
stakeholders pendidikan Islam di negeri ini sudah tidak 
saatnya lagi berorientasi hanya untuk tingkat nasional, 
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lebih-lebih tingkat wilayah, akan tetapi dunia. Untuk itu, 
perlu dimiliki paradigma, perspektif, langkah kebijakan 
serta orientasi kegiatan yang bersifat internasional, dengan 
tanpa menghilangkan penguatan yang bersifat nasional. 


Setidaknya ada 2 (dua) hal yang perlu dikuatkan dalam 
konteks mendorong pendidikan Islam Indonesia sebagai 
destinasi pendidikan Islam dunia ini, yakni moderasi beragama 
(Islam) dan integrasi keilmuan. Kedua hal ini menjadi ciri 
dan sekaligus karakteristik pendidikan yang dikembangkan 
di Indonesia. 


Pertama, aspek moderasi beragama (Islam). Pemahaman 
keislaman di Indonesia memiliki karakteristik yang khas. 
Pemahaman Islam yang berkembang di Indonesia adalah 
pemahaman Islam yang moderat, toleran, dan menjunjung 
tinggi perbedaan.' Islam Indonesia senantiasa menjunjung 
tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak 
asasi manusia, menghormati ragam budaya dan kultur 
masyarakat, mengidamkan kedamaian, keadilan, toleransi, 
dan sikap yang seimbang (tawazun). Di tengah pelbagai 


4 Karakteristik keislaman dengan corak yang khas ini tidak lepas dari konteks 
sejarah persinggungan kebudayaan yang panjang antara ajaran Islam yang 
disebarkan oleh para pendakwah Islam mula-mula dengan nilai-nilai yang 
dipegang oleh masyarakat lokal dan proses politik yang berlangsung di 
Indonesia. Sehingga, sejumlah pemikir Muslim menamainya dengan 
nomenklatur khusus, sebagaimana Nurcholish Madjid dengen Islam 
Keindonesiaan, Abdurrahman Wahid dengan Islam Pribumi, atau 
dengan istilah yang populer belakangan yaitu Islam Nusantara. Lihat: Tim 
Kementerian Agama, Ensiklopedi Islam Nusantara: Edisi Budaya, Cetakan 
I, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, 2017). 
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perbedaan dan keragaman sosio-kultural, agama, adat dan 
budaya, bahasa, dan lokalitas dalam ribuan pulau serta 
lainnya, Indonesia tetap kekar dalam bingkai persatuan dan 
kesatuan keindonesiaan. 


Relasi Islam dan negara dengan mengambil bentuk 
substansialistik dengan dasar Pancasila, tidak mengambil 
bentuk formalistik atau sekularistik, menjadikan kondisi 
Indonesia sangat produktif dalam mengusung nilai-nilai 
keislaman dalam konteks kebangsaan. Islam sebagai agama 
pada satu sisi dan negara pada sisi yang lain, keduanya saling 
menguatkan dan saling bersinergi. Keduanya dapat dibedakan, 
namun tidak dapat dipisahkan.” Keberislaman warga negara 
Indonesia di antaranya adalah menunjung tinggi nilai-nilai 
kebangsaan. Cinta terhadap tanah air merupakan bagian 
dari implementasi atau wujud keislamannya. Hal inilah yang 


menjadikan Islam di Indonesia memiliki karakternya yang 
khas. 


Kedua, aspek relasi ilmu dan agama. Dalam studi agama 
dan ilmu pengetahuan, setidaknya ada 4 (empat) relasi antara 
agama dan ilmu, yakni konflik, independensi, dialog, dan 


5 Bagi sebagian kalangan, hubungan yang bersfat substantif antara agama 
(Islam) dan negara merupakan keniscayaan dan pilihan terbaik untuk 
masyarakat Indonesia. Ini sekaligus sebagai antitesis terhadap kelompok 
ideologis yang kekeuh mengkampanyekan formalisasi Islam dalam agenda 
nasionalnya. Baca Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita: 
Agama Masyarakat Negara Demokrasi, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 
juga Abdurrahman Wahid, Prisma Pernikiran Gus Dur, (Yogyakarta, LKIS, 
1999). 
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integrasi, sebagaimana dinyatakan oleh G. Ian Barbour, peneliti 
dunia bidang sains dan agama, dalam bukunya, When Science 
Meets Religion (2000).8 Antara agama dan ilmu pengetahuan, 
terkadang, saling berkonflik, bertentangan dan tidak harmonis. 
Kebenaran agama diruntuhkan oleh temuan-temuan sains. 
Kedua, ada kalanya, antara agama dan ilmu pengetahuan 
tidak memiliki hubungan apa pun, keduanya berdiri di atas 
paradigmanya masing-masing. Ketiga, meski antara keduanya 
independen, namun pada saat tertentu agama dan ilmu 
pengetahuan itu bersinggungan dan berdialektika. Keempat, 
antara agama dan ilmu pengetahuan menjadi terintegrasi, 
saling menguatkan dan memberikan afirmasi antara keduanya. 
Sejauh ini, disiplin ilmu pengetahuan yang dikembangkan 
terutama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam 
(PTKI) adalah mengambil bentuk yang keempat, yakni 
mengintegrasikan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu umum. 
Dengan integrasi ini, diharapkan akan terjadi hubungan 
simbiosis mutualisme dan saling berkontribusi antara agama 
dan ilmu pengetahuan. Disiplin ilmu pengetahuan memiliki 
linearitas dengan agama, bahkan pada aspek tertentu ilmu 
pengetahuan dapat membuktikan kebenaran-kebenaran 
agama. Namun demikian, integrasi ilmu ini tidak identik 
dengan islamisasi ilmu pengetahuan, yang sering kali dipahami 
dengan justifikasi agama terhadap ilmu pengetahuan.” 


6  IanG.BarbourWhen Science Meets Religion: Enemies, Strangers, or Partners?, 
(San Francisco: HarperSanFrancisco, 2000). 

7 Dalam perkembangan wacana mutakhir, paradigma islamisasi ilmu 
pengetahuan dalam diskursus integrasi Islam dan sains justru dianggap 
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Paradigma keilmuan inilah yang akan dikembangkan di 
lingkungan pendidikan Islam di Indonesia. Integrasi ilmu 
merupakan karakteristik keilmuan yang khas di Indonesia, 
yang sekaligus menjadi pembeda dengan keilmuan yang 
dikembangkan oleh sejumlah negara lainnya. 


Untuk menguatkan hal di atas, tampaknya perlu dilakukan 
sejumlah langkah berikut. Pertama, melakukan rumusan baik 
secara filosofis maupun teknis tentang moderasi beragama 
(Islam) dan integrasi keilmuan itu. Rumusan ini hendaknya 
dikuatkan dengan regulasi yang cukup, seperti Peraturan 
atau Keputusan Menteri Agama atau dengan keputusan- 
keputusan lain yang relevan. Rumusan ini kemudian harus 
diterjemahkan ke dalam langkah dan kebijakan yang aplikatif 
dengan pendanaan yang memadai. Perlu juga menentukan 
tahapan dan indikator apa saja yang harus dibuat dan berapa 
lama, sehingga terdapat kejelasan target, indikator dan waktu." 


problematis dan tidak membawa masyarakat Muslim pada cita-cita 
kemajuan peradaban keilmuan. Alih-alih, ia cenderung dianggap sebagai 
ekspresi traumatis atas gelombang ilmu pengetahuan sekuler-Barat 
sebagaimana yang dipopulerkan oleh Ismail Raji al Farugi dan Syed M. 
Naguib al Attas. Baca: M. Amin Abdullah, Islamic Studies Dalam Paradigma 
Integrasi Interkoneksi: Sebuah Antologi, (Yogyakarta, Suka Press, 2007). 

8 Kementerian Agama RI sudah berinisiatif untuk membuat rumusan 
mengenai landasan filosofis, kerangka konseptual, hingga pedoman 
implementasi Moderasi Beragama. Baca Tim Penyusun Kementerian 
Agama RI, Moderasi Beragama, (Jakarta: Badang Litbang dan Diklat 
Kementerian Agama RI, 2019). Baca juga Aceng Abdul Aziz (dkk.), 
Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam, (Jakarta: 
Kementerian Agama RI, 2019). 
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Kedua, memperbanyak penelitian dan publikasi yang 
menunjukan karakteristik pendidikan Islam Indonesia, 
lebih-lebih penelitian di tingkat program Pascasarjana. 
Memperkuat dan mendorong wacana Islam Indonesia dengan 
berbagai ragamnya hingga benar-benar menjadi fokus studi 
penelitian yang mainstream merupakan kebutuhan bersama 
untuk saat ini. 


Ketiga, merevitalisasi pendidikan agama dan keagamaan 
dengan segala seluk beluknya menjadi otoritas Kementerian 
Agama. Sebagaimana halnya buku-buku agama dan guru 
pendidikan agama menjadi otoritas kementerian Agama, 
maka jurnal-jurnal keagamaan, termasuk jurnal di lingkungan 
perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) pun hendaknya 
diwacanakan dan dilakukan langkah strategis sesuai peraturan 
perundang-undangan sehingga menjadi otoritas Kementerian 
Agama juga. Jurnal keagamaan yang berindeks internasional 
atau setidaknya di tingkat Asia Tenggara patut segera dirintis 
agar bisa muncul dan hadir di Indonesia. 


Keempat, melakukan kebijakan pertukaran dan 
mengundang peserta didik (utamanya calon mahasiswa), 
tenaga pendidik (guru, dosen, dan ustad/ustadzah), dan 
para peneliti yang berkapasitas dunia dari berbagai negara 
untuk mendorong publikasi dan informasi yang cukup di 
berbagai institusi pendidikan dunia. 


Kelima, semua insan pendidikan Islam Indonesia 
adalah duta perdamaian, sehingga harus speak up, berani 
tampil menyuarakan moderasi beragama (Islam), Islam 
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yang damai, Islam yang berkarakteristik Indonesia. Bukan 
Islam “kagetan” dan Islam yang ahistoris atas perjalanan 
panjang perjuangan Indonesia.” Jangan membiarkan insan 
pendidikan Islam Indonesia, terlebih ASN (aparatur sipil 
negara) menjadi benalu dalam gerakan moderasi beragama. 
ASN jangan sampai gagal paham terhadap perspektif 
kebangsaan dan keislaman. 


Sejumlah langkah di atas, dan tentu langkah-langkah 
lainnya, patut dipertimbangkan sebagai gerakan untuk 
memperkuat moderasi beragama (Islam) dan integrasi 
keilmuan di lingkungan pendidikan Islam Indonesia. Kedua 
isu ini, moderasi beragama (Islam) dan integrasi keilmuan, 
merupakan isu yang sangat khas dan tidak dapat dipisahkan 
dari identitas pendidikan Islam Indonesia. Oleh karenanya, 
ikhtiar menjadikan pendidikan Islam Indonesia sebagai 
destinasi pendidikan Islam dunia perlu dibarengi dengan 
memperkuat identitas pendidikan Islam Indonesia itu sendiri. 
Semoga. 


9 Istilah “Islam kagetan” belakangan popular digunakan untuk menyebut 
kelompok muslim reaksioner yang mudah tersulut oleh berbagai isu yang 
beredar lalu mengungkapkan respon ekspresinya tanpa landasan sikap 
yang matang. Baca: Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam 
Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, (Jakarta: The Wahid Institute, 
2006). 
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PENGUATAN 
MODERASI BERAGAMA 
DI LINGKUNGAN PTKI 


TKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) saat ini 
P menjadi benteng akhir atas gencarnya “serangan” 

ekstremisme beragama yang semakin menguat 
di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Sejumlah 
lembaga penelitian dan survey telah banyak menyajikan data 
dan fakta tentang terpaparnya civitas akademika lembaga 
pendidikan, mulai sekolah hingga perguruan tinggi umum, 
ke dalam masifnya gerakan ekstremisme tersebut. PPIM (Pusat 
Pengkajian Islam dan Masyarakat) UIN Jakarta, Alvara, Wahid 
Institute, LIPI, dan lembaga-lembaga penelitian lainnya telah 
banyak mengungkap hasil-hasil risetnya itu. 

Dalam banyak temuan, terpaparnya sejumlah 
civitas akademika di lembaga pendidikan oleh ideologi 
ekstremisme itu di antaranya ditengarai oleh terbatasnya 
pengetahuan agama yang mereka miliki. Pengetahuan 
agama yang tidak hanya sekedar baca tulis Al-Ouran, namun 
kemampuan dalam mengeksplorasi khazanah keagamaan 
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yang dikontekskan dengan kondisi kemodernan dan 
keindonesiaan. Memahami ajaran agama yang tidak hanya 
secara tekstual-doktriner, tetapi juga perlu didudukkan 
secara kontekstual-rasional, termasuk dalam tatanan 
kebangsaan.' 


Mata pelajaran agama (Islam) di sekolah yang hanya 2-3 
jam pelajaran dalam satu minggu atau mata kuliah pendidikan 
agama (Islam) pada perguruan tinggi umum yang hanya 
2-3 SKS dalam satu jenjang strata satu (S1) dimungkinkan 
menjadi salah satu penyebabnya. Boleh jadi, durasi waktu dan 
bobot pengajaran yang demikian terbatas tidak akan mampu 
mencapai tingkat pengetahuan agama (Islam) yang mendalam, 
sehingga penguasaan dan wawasan keagamaannya cenderung 
minimalis. 

Dalam banyak hal, PTKI sangat diuntungkan dengan 
situasi dan bobot pengajaran sejumlah mata kuliah agama 
Islam yang demikian besar. Durasi waktu dan konsentrasi 
mata kuliah agama Islam dengan berbagai variannya menjadi 
bekal yang cukup memadai sehingga lebih “terselamatkan” dari 
“serangan” ekstremisme. Dibanding dengan perguruan tinggi 
umum, PTKI cenderung lebih “bebal” dalam menghadapi 


10 Sejumlah temuan mengkonfirmasi peran signifikan dari forum-forum 
kajian Islam di sekolah-sekolah seperti Rohis (Rohani Islam) dalam 
membangun corak pemahaman keislaman yang doktriner dan mengarah 
pada intoleransi. Lihat: Yenny Zannuba Wahid (dkk.), Laporan Riset Potensi 
Radikalisme di Kalangan Aktivis Rohani Islam (ROHIS) Sekolah-sekolah 
Negeri di Indonesia, (Jakarta: Wahid Foundation, 2016). 


18 Dr. H. Suwendi, M.Ag. 


ideologi ekstrem itu. Oleh karenanya, dalam sebuah diskusi 
yang dihadiri oleh sejumlah pengamat dan perwakilan BNPT 
dinyatakan bahwa Indonesia patut bersyukur karena memiliki 
PTKI. Di tangan PTKI ini, penyemaian ajaran keislaman yang 
moderat masih memiliki denyut dan harapan yang besar guna 
memperkokoh identitas kebangsaan dan ajaran Islam yang 
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. 


Meskipun demikian, konsisten dengan asumsi bahwa 
pengetahuan keagamaan Islam yang minim menjadi 
salah satu pintu masuknya ekstremisme di lingkungan 
kampus, maka dalam konteks PTKI terdapat sejumlah 
“titik krusiaP” yang perlu dicermati. Titik-titik krusial ini 
perlu mendapatkan perhatian yang memadai dari seluruh 
stakeholder PTKI sehingga khittah PTKI, yakni keilmuan, 
keislaman, kebangsaan, dan kemasyarakatan tetap terjaga. 
Dengan tanpa menafikan potensi titik-titik lainnya atas 
“jebakan” ekstremisme, beberapa titik krusial berikut ini 


agaknya perlu mendapatkan langkah prioritas. 


Pertama, terkait dengan input mahasiswa di lingkungan 
PTKI. Berdasarkan data awal yang diperoleh, ternyata 
mahasiswa baru di lingkungan PTKIN yang berlatar 
belakang pendidikan Madrasah Aliyah itu tidak lebih dari 
kisaran 15 hingga 2096, sisanya sekitar 80 hingga 8596 berlatar 
belakang pendidikan dari SMA, SMK dan Paket C. Angka 
prosentase ini di satu sisi cukup menggembirakan. Bahwa 
ternyata PTKIN sangat diminati oleh lulusan di luar layanan 
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pendidikan yang dinaungi oleh Kementerian Agama, namun 
di sisi lain menyisakan problem tersendiri, terutama pada 
kapasitas minimal pengetahuan agama yang dimilikinya. Input 
mahasiswa PTKI yang pada akhir keluarannya nanti menjadi 
jebolan PTKI yang mengemban misi-misi keagamaan, ditandai 
dengan gelar sarjana agama (S.Ag), akan menjadi taruhan 
terkait kualitas keagamaan yang dimiliki oleh para lulusannya 
itu. Untuk hal ini, pimpinan dan seluruh stakeholder PTKI 
benar-benar harus mencermati secara serius lulusan PTKI, 
utamanya yang berlatar belakang pendidikan non-madrasah. 
Di tingkat minimal, jangan sampai ada lulusan PTKI yang tidak 
bisa baca-tulis Al-Our'an dan/atau tidak mengetahui kewajiban 
keagamaan yang melekat pada dirinya sebagai seorang muslim 
(ardlu ain). 

Kedua, dosen yang mengampu mata kuliah ilmu-ilmu 
umum, lebih-lebih pada fakultas atau program studi ilmu-ilmu 
umum, yang dalam pengalaman pendidikannya sama sekali 
tidak berlatar belakang pendidikan agama, baik di madrasah 
(MI, MTs, MA), pondok pesantren, maupun pendidikan 
diniyah. Dengan tanpa mengurangi kompetensinya sebagai 
dosen pada mata-mata pelajaran umum, dosen-dosen ini 
sebaiknya diberikan pembekalan, diskusi, dan pencerahan- 
pencerahan tentang metodologi studi Islam dan wawasan 
keagamaan yang memadai. Pembekalan pengetahuan 
keislaman dan moderasi beragama di kalangan dosen 
pengampu mata-mata kuliah ilmu umum ini sangat penting 
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untuk dilakukan. Perlu disadari bahwa dosen-dosen ini sedang 
berada dalam lingkungan institusi PTKI yang sangat lekat 
dengan pengetahuan keislaman, sehingga mereka pun perlu 
mengetahui persoalan dan ilmu-ilmu keislaman dengan baik. 


Ketiga, pasca transformasi kelembagaan dari IAIN ke UIN, 
terdapat fakta bahwa telah terjadi kemerosotan minat akan 
program-program studi keislaman, terutama yang berbasis 
tafagguh fiddin. Sejumlah program studi tafagguh fiddin 
semisal Tafsir dan Hadits, Agidah dan Filsafat, Perbandingan 
Agama, Perbandingan Mazhab, Jinayah dan Siyasah, dan 
lain-lain mengalami kelangkaan peminat sehingga untuk 
mempertahankannya perlu dilakukan manuver afirmatif, 
seperti bantuan atau beasiswa khusus untuk program- 
program studi tersebut. Sementara, kekhasan dan identitas 
PTKI sejatinya terletak pada program-program tafagguh fiddin 
tersebut. DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) dari PTKI adalah 
tafagguh fiddin. Untuk itu, transformasi kelembagaan PTKI 
dari IAIN ke UIN, misalnya, jangan sampai melunturkan 
identitas dan DNA-nya di bidang tafagguh fiddin. 


Keempat, mata kuliah metodologi studi Islam, termasuk 
yang diajarkan pada program-program studi keislaman, secara 
periodik perlu ditelaah ulang. Wawasan dan metodologi studi 
keislaman saat ini lebih cenderung simplistis karena dibatasi 
oleh penguasaan keagamaan yang minimal. Sementara 
sejumlah mata kuliah, semisal ilmu kalam, filsafat Islam, 
tasawuf, ilmu mantig, pembaruan dalam Islam, dan mata kuliah 
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lain sebagai instrumen penguatan metodologi berfikir dalam 
Islam cenderung “punah”. Kondisi ini menjadi kendala dalam 
ruang gerak wawasan yang kritis-rasional, termasuk dalam 
memahami ajaran-ajaran keislaman di kalangan PTKI. 


Tentu masih banyak hal lainnya yang menjadi indikator 
atas tantangan serius yang akan berimplikasi pada kualitas 
keagamaan (Islam) di lingkungan PTKI. Stakeholders PTKI 
harus mampu melakukan langkah dan kebijakan strategis, 
sehingga pada gilirannya tidak terjebak ke dalam gerakan dan 
paham ekstremisme keagamaan. Untuk itu, sejumlah usulan 
program berikut tampaknya perlu dimasifkan di lingkungan 
PTKI dan segera untuk ditindaklanjuti. 


Pertama, untuk penguatan keagamaan pada mahasiswa 
perlu dilakukan penyelenggaraan Mahad Al-Jamiah di 
lingkungan PTKI. Ma'had Al-Jamiah merupakan lembaga 
pendidikan keagamaan Islam pada jalur non-formal di tingkat 
pendidikan tinggi untuk mempersiapkan peserta didik dapat 


11 Hasil penelitian terhadap kurikulum dan materi pengajaran Keislaman di 
sejumlah Universitas, terutama Perguruan Tinggi Umum, menunjukkan 
bahwa tema-tema yang dibahas cenderung bercorak pembinaan iman 
dan akhlak mulia. Ada dorongan untuk menjadikan agama sebagai 
jawaban atas “kepanikan moral akibat modernisasi dan globalisasi yang 
dianggap merusak tatanan hidup masyarakat. Corak ini cenderung tidak 
mengakomodasi diskursus pengkajian Islam yang mendalam dan kritis. 
Lihat: Suhadi, “Menu Bacaan Pendidikan Agama Islam di SMA dan 
Perguruan Tinggi” dalam Noorhaidi Hasan (dkk.), Literatur Keislaman 
Generasi Milenial: Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi, (Yogyakarta: 
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018). 
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menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan 
tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama. 
Keberadaan Ma'had Al-Jamiah sesungguhnya memiliki basis 
regulasi yang demikian kuat, yakni didasarkan atas Peraturan 
Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 Tentang 
Pendidikan Keagamaan Islam pada Paragraf 1 Pasal 46 ayat (3) 
dan ayat (7). Pada ayat (3) disebutkan: “Jenjang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenjang ula, wustha, ulya, 
dan al-jamiah”: dan ayat (7) menyebutkan: “Jenjang al-jamiah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik 
pada pendidikan tinggi. PMA ini merupakan turunan dari 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang lahir 
atas tuntutan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. 


Pada aspek kurikuler, Ma'had Al-Jamiah dapat mengem- 
bangkan setidaknya dua model aksentuasi, yakni “melengkapi” 
dan “mendalami”. Yang dimaksud “melengkapi” adalah 
kurikulum yang diarahkan untuk mempersiapkan mahasiswa 
sehingga dapat menjalankan peranan dirinya sebagai seorang 
muslim dan mampu memiliki penguasaan pengetahuan 
tentang ajaran agama Islam dengan baik. Dalam konteks ini, 
ilmu-ilmu agama yang bersifat fardlu ain menjadi alat ukur 
minimal yang harus diajarkan. Sasaran untuk kurikulum 
“melengkapi” ini diutamakan kepada mahasiswa yang tidak 
memiliki latar belakang pendidikan keagamaan Islam yang 
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cukup, seperti lulusan SMA, SMK, serta Paket C yang tidak 
mengikuti layanan pendidikan di pondok pesantren atau 
madrasah diniyah takmiliyah dan/atau lulusan pendidikan 
yang tidak cukup kuat di bidang kutub al-turats (kitab kuning). 
Adapun kurikulum “mendalami” adalah kurikulum yang 
diarahkan untuk menghasilkan lulusannya menjadi ahli ilmu 
agama Islam (mutafaggih fiddin). Sasaran untuk kurikulum ini 
adalah mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan 
keagamaan Islam yang baik, seperti lulusan Madrasah 
Aliyah atau lulusan SMA/SMK yang berada di lingkungan 
pondok pesantren atau lulusan pendidikan yang cukup kuat 
penguasaannya di bidang kutub al-turats (kitab kuning). 


Dalam penyelenggaraan Ma'had Al-Jamiah di lingkungan 
PTKI, setidaknya dilakukan melalui 3 (tiga) pilihan tempat 
kegiatan, yakni asrama PTKI, kolaborasi dengan pondok 
pesantren sekitar PTKI, dan membentuk “komunitas 
pesantren mahasiswa” Pertama, asrama-asrama yang 
dimiliki oleh PTKI hendaknya tidak hanya difungsikan sebagai 
“tempat menginap” para mahasiswa semata, tetapi dijadikan 
sebagai Ma'had Al-Jamiah yang kaya dengan kegiatan dan 
aktivitas sesuai dengan kurikulum Ma'had. Dalam konteks ini, 
pembangunan infrastruktur PTKI, seperti yang bersumber 
dari dana SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) atau sumber 
lainnya, ada baiknya juga dialokasikan untuk pembangunan 
Ma'had Al-Jamiah sehingga setiap PTKIN memiliki Ma'had Al- 
Jamiah yang baik. Kedua, PTKI perlu menggandeng sejumlah 
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pondok pesantren yang berada di sekitar lokasi PTKI untuk 
didorong menjadi bagian dari penyelenggaraan Mahad Al- 
Jamiah. Kurikulum dan penyelenggaraan kegiatannya 
dikolaborasikan sedemikian rupa sehingga para mahasiswa 
memiliki kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran 
Ma'had Al-Jamiah melalui pondok pesantren. Ketiga, 
“komunitas pesantren mahasiswa” di antaranya dilakukan 
dengan memaksimalkan rumah-rumah kontrakan di sekitar 
PTKI sebagai bagian dari penyelenggaraan Ma'had Al-Jamiah. 
Dalam konteks ini, pimpinan PTKI melakukan komunikasi 
dengan melibatkan masyarakat pemilik kontrakan sekitar 
kampus sebagai lokus pembelajaran Ma'had Al-Jamiah. 


Tenaga pendidik yang dilibatkan dalam proses kegiatan 
Ma'had Al-Jamiah dapat berasal dari internal dosen PTKI 
dan/atau dari eksternal PTKI yang setidaknya memiliki 3 
(tiga) kriteria utama, yakni memiliki militansi kebangsaan 
dan keindonesiaan yang sangat kuat: memiliki penguasaan 
keislaman dan metodologi berpikir yang handal serta 
mampu membaca kitab kuning, dan memiliki kecakapan 
dan kemampuan pergaulan dalam bermasyarakat dengan 
baik. Untuk tenaga pendidik Ma'had Al-Jamiah yang berasal 
dari internal PTKI dapat dihitung sebagai salah bentuk 
(atau dikonversikan) dari implementasi pengabdian kepada 
masyarakat, sehingga yang bersangkutan memenuhi beban 
kerja dosen dari aspek pengabdian. 
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Kedua, untuk penguatan keagamaan pada dosen-dosen 
pengampu mata kuliah umum yang tidak memiliki latar 
belakang pendidikan keagamaan Islam, hendaknya dibuat 
serangkaian program penguatan keislaman, seperti diskusi 
rutin atau shortcourse moderasi beragama, dan program lainnya 
yang memastikan adanya kegiatan yang berkesinambungan. 
Menghadirkan tokoh atau dosen yang kuat di bidang studi 
keislaman untuk dilibatkan dalam diskusi bersama dosen- 
dosen bidang studi umum ini memiliki manfaat yang multi 
efek. Di samping untuk penguatan kajian keislaman (islamic 
studies) yang bermuara pada moderasi beragama di kalangan 
dosen pengampu mata kuliah umum, kegiatan ini juga untuk 
mendorong pola bangunan integrasi ilmu yang dikembangkan 
di masing-masing PTKI. Integrasi ilmu yang menjadi 
karakteristik keilmuan, sekaligus pembeda antara PTKI dengan 
perguruan tinggi lainnya, harus benar-benar terejawantahkan 


dan terpahami secara serius di lingkungan stakeholders PTKI. 


Ketiga, penguatan kajian Islam yang bermuara pada tafagguh 
Jiddin sebagai core business PTKI merupakan harga mati. Baik 
disebabkan oleh karena transformasi kelembagaan dari IAIN 
menjadi UIN maupun atas terbukanya peluang yang demikian 
lebar di lingkungan PTKI, tetap saja DNA dari PTKI adalah 
tafagguh fiddin. Di tengah arus ekstremisme keagamaan yang 
demikian gencar, sesungguhnya ilmu-ilmu yang berorientasi 
pada tafagguh fiddin saat ini mendapatkan momentumnya 
yang tepat. Sangat dibutuhkan ilmu-ilmu tafagguh fiddin 
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itu oleh masyarakat. Ilmu-ilmu ini akan mampu menghalau 
tafsir dan paham keagamaan yang tidak linear dengan maksud 
dan tujuan kehadiran agama itu sendiri. Dengan metodologi 
keilmuan yang valid dan penguasaan sumber-sumber literatur 
yang otoritatif, penguatan bidang tafagguh fiddin ini pada 
gilirannya akan mampu meredam narasi-narasi ekstremisme 
sehingga akan merevitalisasi eksistensi PTKI sendiri. Untuk 
itu, sejumlah program dan kebijakan strategis patut dilakukan, 
semisal, dengan subsidi terhadap program-program studi 
tafagguh fiddin, mengintensifkan diskusi, seminar, riset dan 
publikasi tentang tafagguh fiddin, dan lain-lain. 


Keempat, penguatan metodologi studi Islam hendaknya 
dilakukan dengan reformulasi kurikulum di lingkungan 
PTKI, utamanya yang diarahkan untuk menguatkan 
kembali mata kuliah-mata kuliah metode berfikir, tasawuf, 
sejarah peradaban Islam, dan pembaharuan di dunia Islam. 
Reformulasi kurikulum ini hendaknya mampu memastikan 
bahwa apa pun program studinya di lingkungan PTKI, semua 
mahasiswa PTKI memiliki wawasan dan metodologi berfikir 
yang baik, nalar yang rasional, dan mampu menganalisis 
persoalan-persoalan kekinian dengan baik. Tentu saja, 
implementasi reformulasi kurikuum ini melibatkan sejumlah 
stakeholders asosiasi keilmuan yang ada di lingkungan PTKI 
dan pemegang kebijakan. 


Sejumlah “titik krusia?” dan tawaran penguatan moderasi 
beragama (Islam) di lingkungan PTKI selayaknya menjadi 
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komitmen bersama untuk dilakukan secara sinergis. Dengan 
tanpa menafikan langkah dan strategi lainnya, sejumlah tawaran 
di atas dapat dimulai pada masing-masing PTKI dan tingkat 
struktur mana pun. Yang pasti, moderasi beragama menjadi 
sebuah keharusan dan harga mati bagi PTKI. Sebab, di tangan 
PTKI-lah kita menaruh harapan besar atas kelangsungan 
negeri ini. 
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MENYEMAI KEDEWASAAN 
DALAM BERAGAMA MELALUI 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
DI SEKOLAH 


TU anggal 9 hingga 14 Oktober 2017, Kementerian 
Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan 
Islam menyelenggarakan sejumlah acara berskala 
nasional, di antaranya adalah Pekan Keterampilan dan Seni 
Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) yang bertempat di 
Taman Sulthanah Ratu Shafiatudin Banda Aceh, Nangroe Aceh 
Darussalam. Pentas PAI ini diikuti oleh seluruh siswa sekolah, 
mulai Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas dari 34 
provinsi di Indonesia. Mereka akan mengikuti sejumlah acara 
perlombaan untuk mengasah pengetahuan, pemahaman, dan 
keterampilan keagamaan dan kebangsaan yang telah diperoleh, 
khususnya, selama mengikuti mata Pelajaran Agama Islam 
(PAI) di sekolah. Pentas PAI yang kedelapan ini mengambil 
tema “Merawat Keberagaman, Memantapkan Keberagamaan” 


Acara ini merupakan salah satu upaya Kementerian Agama 
untuk memperkuat PAI di sekolah, di samping terdapat upaya 
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lain yang telah nyata dan sedang dilakukan, seperti program 
Bina Kawasan, Pengajaran Islam Rahmatan lil Alamin, dan 
lain-lain. Memperkuat PAI di sekolah, termasuk di dalamnya 
melalui Pentas PAI, menurut hemat penulis, memiliki makna 
yang strategis setidaknya untuk menjawab tiga hal berikut. 


Pertama, merevitalisasi agama sebagai bagian dalam 
memperkokoh nilia-nilai kebangsaan di kalangan siswa sekolah. 
Agama didorong untuk menjadi penyangga dalam meneguhkan 
komitmen kebangsaan di kalangan siswa sekolah, sehingga 
militansi kebangsaan di kalangan mereka tidak bisa dipisahkan 
dari sikap dan keyakinannya dalam beragama. Meneguhkan 
komitmen kebangsaan atas dasar agama di kalangan siswa 
ini, diakui belakangan menjadi sebuah kebutuhan mendesak. 
Sebab, fenomena lunturnya semangat kebangsaan di kalangan 
para siswa sekolah, yang sebagian didasarkan atas pemahaman 
keagamaannya, menjadi keprihatinan tersendiri. 


Data yang diperoleh dari hasil penelitian Wahid Institut 
bertajuk “Bagaimana Potensi Radikalisme di Kalangan Aktivis 
Organisasi Rohani Islam (Rohis) di Sekolah-sekolah Umum” 
(2016) dengan 1.423 responden yang terdiri atas para aktivis 
Rohis menyajikan bahwa pada aspek pandangan dan sikap 
terhadap isu-isu dalam pidana (jinayah) dan politik Islam 
(siyasah) ditemukan 3396 responden mengartikan jihad adalah 
berperang dan mengangkat senjata melawan orang kafir, 7896 
mendukung ide khilafah, 1796 mendukung orang yang murtad 
dibunuh, 6296 setuju orang yang berzina dihukum rajam hingga 
mati, dan 5890 mendukung hukum potong tangan bagi pencuri, 
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serta 196 sangat setuju dan 346 setuju bahwa memberi hormat 
bendera haram dilakukan.” 


Pada aspek peta dukungan terhadap pelaku dan aksi 
terorisme ditemukan bahwa 339 meyakini Amrozi, 
Imam Samudera, Abu Bakar Baasyir, Abu Naim dan 
Oman Abdurrahman merupakan contoh muslim yang 
mempraktekkan jihad sejati: 3795 meyakini Osama bin 
Laden mati syahid: 1096 setuju terhadap Bom Sarinah, dan 
646 mendukung ISIS. Aspek partisipasi bergabung ke Suria, 
Palestina, dan Poso ditemukan 6046 siap bergabung saat ini 
dan 6896 akan bergabung di masa akan datang." 


Temuan di atas menujukkan betapa sebagian siswa di 
sekolah, utamanya pengurus Rohis menghadapi problem 
kebangsaan dan keagamaan yang memprihatinkan. Untuk 
itu, revitalisasi peran agama dalam rangka mendukung 
semangat nasionalisme kebangsaan di kalangan siswa 
sekolah merupakan kebutuhan mutlak dan perlu segara 
dilakukan. Langkah dan kebijakan untuk menempatkan 
kesadaran bahwa Indonesia merupakan negara yang 
religius, bukan negara agama maupun negara sekuler, juga 
perlu ditanamkan." Demikian juga, gerakan menumbuhkan 
kesadaran bahwa semangat keislaman di kalangan siswa 
juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan harus 
menjadi prioritas bersama. 


12 Yenny Zannuba Wahid (dkk.), Laporan Riset Potensi... 11. 
13 Yenny Zannuba Wahid (dkk.), Laporan Riset Potensi... 12. 
14 Baca Munawwir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1993). 
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Kedua, membangun kesadaran keragaman baik dalam 
budaya, bahasa, etnis, dan agama sebagai karateristik Indonesia 
penting dilakukan. Keragaman ini merupakan fitrah yang 
Allah berikan sebagai kekayaan yang perlu dipertahankan dan, 
sekaligus, diberdayakan. Keragaman tidak kemudian dinafikan, 
tetapi dirawat dan dilestarikan sehingga mampu menciptakan 
kedamaian dan keharmonisan. Tentu, ini merupakan pekerjaan 
yang tidak mudah. Jika tidak mampu mengelolanya dengan 
baik, akan terjadi benturan-benturan. 


Di sisi lain, Indonesia merupakan negara yang lekat 
dengan nilai-nilai religius. Meski bukan negara agama, 
kehidupan kebangsaan Indonesia dipenuhi dengan norma- 
norma keagamaan. Dalam konteks ini, menghadirkan dan 
memaksimalkan peran agama dan nilai-nilai agama dalam 
merawat kesadaran atas keragaman di kalangan siswa sekolah 
tampaknya menjadi pintu masuk yang efektif. Siswa di sekolah 
perlu dimantapkan pemahaman dan kemampuannya dalam 
mengartikulasikan agama sebagai perekat sosial di tengah- 
tengah keragaman. 


Ketiga, meneguhkan kontribusi PAI dalam membangun 
kedewasaan dalam beragama. Acara Pentas PAI dengan tema 
“Merawat Keberagaman, Memantapkan Keberagamaan” 
menjadi pilihan yang tepat. Kondisi siswa di sekolah 
sebagaimana ditemukan pada studi Wahid Institut di 
atas menggarisbawahi perlunya membangun kesadaran 
bahwa kita hidup di tengah negara-bangsa Indonesia, 
dan kesadaran bahwa ternyata ada kebenaran agama lain 
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menurut pengikutnya selain kebenaran dalam agama yang 
kita anut yang patut dihargai. 


PAI di sekolah mendorong untuk mengajarkan bahwa 
kita adalah orang Islam yang berwarganegara Indonesia, 
sehingga artikulasi keislamannya harus sesuai dengan nilai 
keindonesiaan. Demikian juga, kesadaran bahwa Indonesia 
itu majemuk. Di samping kita yang beragama Islam, ada 
sesama warga negara yang lain yang beragama Kristen, Katolik, 
Hindu, Buddha, Khonghucu, dan lain-lain, yang wajib dihargai 
keberadaannya. Kita meyakini bahwa kebenaran dalam agama 
yang kita anut merupakan sebuah keniscayaan. Namun, 
kebenaran di agama lain yang diyakini oleh penganutnya 
juga patut dihormati. Oleh karenanya, secara sosial kita harus 
menghargai kebenaran yang dianut oleh mereka. Menghargai 
orang lain merupakan ajaran Islam itu sendiri." 


Merevitalisasi agama dalam konteks kebangsaan dan 
merawat keragaman di kalangan siswa di sekolah merupakan 
domain dari pembelajaran PAI. Dibandingkan dengan mata 
pelajaran lainnya, PAI cenderung memiliki “hak” dan sekaligus 
“kewajiban” untuk mampu memposisikan agama pada tingkat 
yang semestinya. 


15 Membangun kesadaran tentang keniscayaan keragaman di dalam 
masyarakat (pluralitas) merupakan salah satu pondasi pendidikan moderasi 
dan toleransi. Baca: Anis Masykhur (dkk.), Gerak Langkah Pendidikan 
Islam untuk Moderasi Beragama: Potret Penguatan Islam Rahmatan Lil 
Alamin Melalui Pendidikan Islam, (Kementerian Agama RI & IMCC, 2019). 
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Kesuksesan dalam pembelajaran PAI di sekolah merupakan 
modal bagi masa depan Indonesia yang jauh lebih baik. 
Pasalnya, ada sekitar 8096 siswa yang mengenyam pendidikan 
di sekolah di Indonesia yang mengikuti pelajaran PAI. Ini 
artinya, PAI memainkan peran yang sangat penting dalam 
menentukan watak anak bangsa ke depan.' Keberhasilan 
dalam menyemai kedewasaan dalam beragama merupakan 
langkah yang harus dilakukan melalui PAI. Di sinilah peluang 
dan sekaligus tantangan bagi guru, pimpinan sekolah, dan 
pemerintah untuk mampu menghadirkan agama melalui 
materi-materi PAI sebagai “ruang titik temu” kesadaran 
kebangsaan dan keragaman itu. 


Dalam konteks pengajaran PAI di sekolah, perlu ditekankan 
bahwa agama bukan hanya mengajarkan tentang agama itu 
sendiri, tetapi juga bagaimana agama itu menjadi instrumen 
dalam meneguhkan kohesi sosial dan karakter kebangsaan 
kita. Agama harus kontributif dalam membangun bangsa, 
dan sekaligus hadir sebagai solusi atas problem-problem 
sosial.” Di sinilah yang perlu ditekankan oleh seluruh 
stakeholders pendidikan di sekolah agar menempatkan dan 
mengartikulasikan agama pada posisi yang semestinya. 


16 Lihat: Suhadi (dkk.), Politik Pendidikan Agama, Kurikulum 2013, dan 
Ruang Publik Sekolah, (Yogyakarta: CRCS UGM, 2014). 

17 Amin Abdullah, “Menyatupadukan Kesalehan Privat dan Publik dalam 
Pendidikan Karakter-Akhlak” dalam Amin Abdullah (dkk.), Rekonstruksi 
Ilmu-ilmu Agama Islam, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 
Press, 2014), 132. 
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Untuk meraih itu, tentu diperlukan kematangan 
berpikir, pemahaman keagamaan, hingga keterampilan 
teknis-operasional yang komprehensif dan “genah” pada 
seluruh stakeholders di sekolah. PAI bukan hanya memompa 
semangat keagamaan yang bersifat elementer dan emosional 
semata, tetapi lebih dari itu, yakni menempatkan dan 
memfungsikan agama yang senantiasa berkorelasi dengan 
dinamika kehidupan sosial kebangsaan. Semoga. 
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SERUAN YANG MENDAMAIKAN 
UMAT DAN BANGSA 


ada 28 April 2017, Menteri Agama RI, Lukman 

Hakim Saifuddin, mengeluarkan “Seruan Ceramah di 

Rumah Ibadah” yang terdiri atas 9 (sembilan) butir. 
Seruan Menteri Agama ini mengajak dan meminta kepada 
seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mensyukuri 
dan merawat persatuan umat dan bangsa yang telah dibina 
selama ini. Persatuan hanya dapat direalisasikan pada saat 
kondisi kedamaian dan kerukunan umat beragama dan 
negara berlangsung dengan baik. Tentu, seruan ini membuat 
kita menjadi tenteram dan damai. 

Dalam pandangan penulis, seruan ini memiliki makna yang 
sangat strategis terutama karena terkait beberapa hal. Pertama, 
secara konteks sosial dan politik, bangsa Indonesia dihadapkan 
dengan semakin menjamurnya pemahaman keagamaan yang 
ekstrem, bukan hanya pada Islam saja tetapi juga di sebagian 


18 “Menag Sampaikan Seruan Tentang Ceramah di Rumah Ibadah”, 28 April 
2017, (diakses pada 3 Februari 2021 di laman https://kemenag.go.id/read/ 
menag-sampaikan-seruan-tentang-ceramah-di-rumah-ibadah-mknve). 
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agama lainnya, yang justru atas nama agamanya mengajarkan 
kebencian dan merendahkan harkat martabat kemanusiaan. 
Ujaran kebencian dan saling mengkafir-bidahkan antar 
sesama umat beragama jamak terdengar di mimbar-mimbar 
keagamaan, hatta khutbah Jumat yang sakral pun tak luput 
dari umpatan kebencian ini. 


Kepentingan untuk meraih target politik pun sering terlihat 
dalam mimbar agama itu, apa pun agamanya. Alih- alih untuk 
mencerdaskan dan membimbing umat ke kondisi yang damai, 
jamaah seringkali digiring pada penanaman benih kebencian 
dan caci maki antar lawan politik. Oleh karenanya, menurut 
hemat penulis, seruan ini mendapatkan momentumnya yang 
sangat pas agar umat beragama dapat menggunakan fasilitas 
keagamaannya itu secara dewasa dan cerdas. 


Kedua, seruan Menteri Agama itu mengingatkan kembali 
kepada seluruh anak bangsa terhadap hakikat dirinya, baik 
sebagai orang yang beragama maupun sebagai warga negara- 
bangsa Indonesia. Agama dan kebangsaan keduanya tidak 
dapat dilepaskan dalam diri anak negeri ini. Sebagai seorang 
yang beragama, ia harus mampu menjaga nama baik agamanya 
yang mengajarkan agar menghormati kepada umat agama 
selainnya, yang sama-sama mempercayai akan kebaikan- 
kebaikan dalam keyakinan agamanya. Sebagai warga negara 
Indonesia, ia menyadari betul bahwa Indonesia ini adalah 
gugusan kesatuan yang terdiri atas aneka ragam budaya, bahasa, 
adat-istiadat, dan agama yang berbeda. Keanekaragaman itu 
menjadi ciri khas Indonesia. Indonesia adalah Indonesia, 
bukanlah negara di belahan dunia lainnya, Timur atau Barat. 
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Semua keaneragaman itu menjadi kekuatan yang dirakit dalam 
satu ideologi kebangsaan, yakni Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945. Oleh karenanya, amatlah tepat bahwa ceramah 
agama harus mampu memberikan pencerahan tidak hanya 
spiritual, intelektual, dan emosional, tetapi juga multikultural. 


Seruan Menteri Agama itu bukan hanya diserukan kepada 
salah satu agama saja, tetapi seluruh agama dan umatnya di 
Indonesia. Sebagai Menteri Agama, ia tidak hanya berkewajiban 
untuk mengelola salah satu agama tertentu saja, tetapi ia 
harus mampu menjalankan kewajibannya dalam memelihara 
agama-agama lainnya. Ia adalah menteri untuk semua agama. 
Dalam konteks itu, semua agama dalam ceramahnya diminta 
untuk tidak mempersoalkan atau menyajikan materi yang 
bertentangan dengan empat konsensus bangsa Indonesia, 
yaitu: Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 
Empat konsensus bangsa Indonesia ini merupakan harga mati 
bagi semua orang yang ingin hidup di negeri nusantara ini. 
Siapa pun yang menggugat kembali atas empat pilar bangsa 
itu artinya ia berhadapan dengan seluruh eleman bangsa ini. 


Ketiga, seruan Menteri Agama ini memberikan evaluasi 
bagi seluruh umat beragama bahwa ceramah agama mau tidak 
mau, suka dan tidak suka, harus disampaikan oleh penceramah 
yang memiliki pengetahuan keagamaan yang memadai 
dan bersumber dari ajaran pokok agama. Jika diibaratkan, 
penceramah agama itu sama halnya dengan dokter. Dokter 
baru bisa memiliki izin praktek dan mampu memberikan 
resep dan dosis obat yang tepat jika ia telah memiliki 
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pengetahuan dan pendidikan yang memadai. Jika ada dokter 
yang tidak berkompeten, niscaya akan berakibat fatal pada 
pasiennya. Demikian halnya dengan penceramah agama, tanpa 
pengetahuan yang memadai maka dapat dipastikan umat yang 
ceramahinya akan mendapatkan wawasan keagamaan yang 
kurang tepat. Bukannya kedamaian yang diperoleh, tetapi 
kegelisahan dan persengketaan sosial yang didapat. 


Sebagai penceramah yang memiliki pengetahuan 
keagamaan yang baik, tentu ia akan memiliki bahan bacaan 
yang matang dan bersumber dari literatur-literatur keagamaan 
yang valid. Bukanlah penceramah agama yang handal jika 
ia hanya hafal satu-dua ayat berdasarkan pada pemahaman 
sepintas dari terjemahan, apalagi searching di google, dengan 
tanpa memiliki seperangkat metodologi ilmu keagamaan yang 
baik. Oleh karenanya, perlu saatnya untuk melakukan otokritik 
dari lembaga agama dan keagamaan dan desain yang disepakati 
untuk membangun penceramah agama yang mumpuni. 


Seruan ini agaknya juga memberikan koreksi kepada 
seluruh penyelenggara dan pemangku kebijakan pendidikan, 
bahwa guru dan dosen yang mengajarkan mata-mata pelajaran 
agama harus diberikan oleh guru dan dosen yang memiliki 
latar belakang pendidikan agama yang baik. Jika tidak 
demikian, niscaya yang terjadi adalah pendangkalan agama 
sehingga sangat mudah terbawa oleh pemikiran dan gerakan 
ekstremisme beragama. 


Keempat, sebagai Menteri yang bertanggung jawab di 
bidang agama, tentu ia tidak dapat melakukan peran-peran 
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di luar batas kewenangannya. Sebagai Menteri Agama ia 
berkewajiban untuk menciptakan kondisi umat beragama dan 
kerukunan umat beragama agar dapat berjalan dengan baik. 
Adapun persoalan hukum dan tindakan tegas yang berimplikasi 
secara hukum tentu itu menjadi domain dari lembaga penegak 
hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. 
Menteri Agama bukanlah menteri sapu jagat yang memiliki 
kekuatan super power, apa pun bisa dilakukannya. Namun 
demikian, Menteri Agama mendesak agar penceramah agama 
harus tunduk dan taat pada ketentuan hukum yang berlaku 
baik yang terkait dengan penyiaran keagamaan maupun 
penggunaan rumah ibadah, sebagaimana tercermin dalam 
seruan Menteri Agama itu. Sejumlah perangkat dan norma- 
norma hukum terkait dengan penceramah yang berlawanan 
secara hukum tentu dapat ditindaklanjuti dan diproses melalui 
mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, seruan ini 
memang tepat sesuai koridor dan batas kewenangan Menteri 
Agama. 


Ala kulli hal, seruan Menteri Agama ini perlu untuk diamini 
dan dipedomani oleh semua pihak. Sebab, secara substantif, 
seruan ini mengajak kita semua untuk melakukan kedamaian 
melalui mimbar agama. Manfaatkanlah mimbar-mimbar 
agama yang suci itu sesuai dengan tujuan utama diturunkannya 
agama, yakni melindungi harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta menjaga kelangsungan hidup dan perdamaian umat 
manusia. Jangan mengotorinya dengan umpatan dan caci 
makian yang justru menghilangkan kesucian mimbar dan 
hakikat agama itu sendiri. 
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MENJAGA KESUCIAN 
FORUM KEAGAMAAN 


hutbah Idul Fitri 1438 H/2017 M di alun-alun 
K Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta yang lalu kembali 
mendapat perhatian dari khalayak. Sebagaimana 
diberitakan oleh sejumlah media, jamaah yang hadir untuk 
menunaikan rangkaian ibadah shalat Idul Fitri di tempat itu 
secara berangsur-angsur meninggalkan sang khatib yang 
sedang berkhutbah. Padahal, rangkaian khutbah setelah shalat 
merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari ibadah shalat 
Idul Fitri itu sendiri. Mengapa para jamaah meninggalkan 
sang khatib? Ternyata, dalam khutbah tersebut sang khatib 
menyampaikan ceramah yang provokatif, menguak isu 
kriminalisasi ulama, penodaan agama, dan kasus yang menjerat 
Ahok. 
Kasus pemanfaatan khutbah atau ceramah keagamaan 
di ruang ibadah seperti yang terjadi di Gunung Kidul bisa 
jadi merupakan potret dari fenomena betapa ruang ceramah 
keagamaan telah dimanfaatkan secara terbuka oleh sebagian 
juru dakwah. Memanfaatkan media keagamaan untuk tujuan 
tertentu yang sangat tidak proporsional, termasuk untuk 
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kepentingan politik-praktis serta mengembangkan ide-ide yang 
kontraproduktif dengan ideologi negara dan keindonesiaan, 
kemudian dinyatakan sebagai bagian dari gerakan dakwah, 
tampaknya semakin menggejala secara luas di negeri ini." 
Bahkan, fenomena itu bisa jadi akan terus bergulir, utamanya 
menjelang dan hingga pelaksanaan Pilkada atau Pilpres 2019. 
Sebab, menjelang Pilkada dan Pilpres yang penuh dengan 
kepentingan politik, forum-forum keagamaan menjadi sasaran 
empuk untuk membangun dan merekrut simpatisan politik, 
sehingga politisasi forum keagamaan sangat mungkin terjadi 
secara masif. Jika itu benar-benar terjadi, maka sebagai warga 
negara dan umat beragama tentu kita tidak bisa membiarkan 
begitu saja. 

Dalam konteks inilah, penulis mengapresiasi Menteri 
Agama, Lukman Hakim Saifuddin, yang telah melahirkan 
“Seruan Ceramah di Rumah Ibadah” pada tanggal 28 April 
2017. Substansi dari seruan ceramah itu mengingatkan 
semua pihak, termasuk juru dakwah, pengurus/pengelola 
rumah ibadah dan masyarakat luas, untuk menggunakan 


19 Penggunaan ruang agama atau pernyataan oleh otoritas agama di luar 
konteks ibadah hingga yang menyulut provokasi sudah menjadi bagian 
dari fenomena politik identitas di Indonesia. Fenomena ini semakin marak 
berkat peran media sosial selama eskalasi politik Pilgub DKI Jakarta 
2017 yang melibatkan kontestan seorang Kristiani. Lihat: Zainal Abidin 
Bagir, Kerukunan dan Penodaan Agama: Alternatif Penanganan Masalah, 
(Yogyakarta, CRCS UGM, 2017). Baca juga Muhammad Afdillah, Dari 
Masjid ke Panggung Politik: Melacak Akar-akar Kekerasan Agama Antara 
Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang Jawa Timur, (Yogyakarta: CRCS 
UGM, 2016). 
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ceramah agama dan ruang ibadah sebagaimana mestinya, 
yakni mendakwahkan tujuan utama diturunkannya agama 
untuk melindungi martabat kemanusiaan serta menjaga 
kelangsungan hidup dan perdamaian umat manusia, tidak 
bertolak belakang dengan ideologi dan nilai-nilai kebangsaan, 
dan tidak mengandung provokasi atau adu domba. Jika seruan 
ini dipedomani oleh semua pihak, hemat penulis, fenomena 
khutbah Idul Fitri Gunung Kidul dan semacamnya semestinya 
tidak perlu terjadi. 


Di sebagian kalangan masyarakat, terdapat anggapan 
bahwa Kementerian Agama itu bagaikan kementerian 
super-power. Ia memiliki kekuasaan yang tak terbatas, 
termasuk dalam melakukan pembinaan dan penindakan 
atas fenomena penceramah agama yang tidak proporsional 
itu. Tentu, anggapan ini tidaklah pada tempatnya. Pasalnya, 
Kementerian Agama bertanggungjawab pada pembinaan 
di bidang agama. Ia tidak dapat melakukan peran-peran 
di luar batas kewenangannya, seperti penindakan hukum, 
meskipun di bidang agama. 


Persoalan hukum dan tindakan tegas yang berimplikasi 
secara hukum tentu menjadi domain dari lembaga penegak 
hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. 
Dalam posisi ini, penulis dapat memahami mengapa 
kemudian, misalnya, yang menangani kasus penodaan agama 
adalah kepolisian, bukan Kementerian Agama. Sebab, kasus 
penodaan agama merupakan delik hukum. Kementerian 
Agama membatasi diri sesuai dengan tugas dan fungsinya, 
yakni bukan sebagai lembaga penegak hukum. 
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Untuk menangani juru dakwah yang tidak proporsional, 
ada sejumlah hal yang perlu dilakukan. Pertama, diperlukan 
dorongan dari lembaga dan ormas keagamaan yang moderat, 
seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah, untuk menerbitkan 
dan memfatwakan secara tegas atas sikap yang harus dilakukan 
oleh jamaah atau audien jika didapati khatib atau juru dakwah 
yang tidak proporsional. Misalnya, kepastian hukum untuk 
melakukan interupsi ketika khutbah Jumat yang khatibnya 
menyampaikan kebencian, caci maki, dan mengembangkan 
ide-ide yang bertolak belakang dengan ideologi negara. Fatwa 
keagamaan ini penting untuk memastikan bahwa ceramah atau 
khutbah keagamaan itu benar-benar sesuai dengan fungsinya. 
Di samping itu, fatwa ini untuk membekali para jamaah agar 
dapat berperan sebagai pengontrol pelaksanaan ceramah atau 
khutbah keagamaan, sehingga khatib tidak merasa “mentang- 
mentang” dan melampaui batas kepatutan. 


Kedua, pedoman manajemen bagi pengelola lembaga 
keagamaan, seperti pedoman manajemen masjid dari 
Kementerian Agama untuk para pengurus masjid. Pedoman ini 
untuk memberikan guidance dalam pelaksanaan ceramah atau 
khutbah, kriteria yang harus dipenuhi oleh sang khatib yang 
akan dihadirkan oleh pengurus masjid, serta norma-norma 
yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan ceramah atau 
khutbah itu. Dengan disediakannya pedoman ini, terlebih 
bersifat imperatif, para pengurus atau pengelola lembaga 
keagamaan memiliki dasar hukum dan pembenaran untuk 
melakukan koreksi atau langkah yang dilakukan, jika ditemui 
khatib atau juru dakwah itu tidak proporsional. 
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Ketiga, menyediakan bahan bacaan atau naskah khutbah 
yang telah dipastikan isinya benar dan sesuai dengan norma 
keagamaan dan kebangsaan. Ketersediaan naskah ini, di 
samping untuk melengkapi koleksi kepustakaan, juga dapat 
digunakan sebagai antisipasi jika terjadi keterlambatan atau 
tidak adanya khatib yang profesional. Bahkan, bisa saja di 
acara-acara tertentu, Kementerian Agama mewajibkan seluruh 
lembaga keagamaan untuk menggunakan naskah khutbah 
tertentu. 


Keempat, Kementerian Agama perlu melakukan sinergi 
program dengan ormas keagamaan moderat seperti NU dan 
Muhammadiyah dalam penguatan manajemen masjid. Masjid- 
masjid di masyarakat pada kenyataannya tidak sedikit yang 
menginduk pada ormas keagamaan itu, setidaknya dalam 
melakukan amaliah ibadah yang dilakukan di lingkungan 
masjid. Di PBNU, misalnya, ada LTM-NU (Lembaga Takmir 
Masjid Nahdlatul Ulama) yang sangat getol melakukan program 
Muharrik Masjid. Program ini sangat tepat disinergikan dengan 
Kementerian Agama, mengingat di lapangan sering terjadi 
pergeseran fungsi masjid terutama untuk mengembangkan 
ajaran-ajaran keagamaan yang ekstrem. 

Kelima, mendorong kepada pondok pesantren dan PTKI 
(Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) terutama pada Fakultas 
Dakwah untuk menghasilkan ketersediaan dan kesadaran juru 
dakwah yang “genah”. Juru dakwah yang memiliki kesadaran 
keagamaan dan kebangsaan perlu direproduksi, tentu dengan 
tanpa menghilangkan kualitasnya yang baik. 
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Di samping melakukan beberapa hal di atas, jika ternyata 
didapati juru dakwah yang benar-benar menyampaikan 
ujaran kebencian dan perpecahan antar warga negara serta 
mengajarkan ideologi yang betentangan dengan Pancasila, 
seperti mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya, 
disertai dengan alat bukti yang cukup, perlu ada dukungan dari 
semua pihak untuk memproses dan mengajukan juru dakwah 
tersebut ke ranah hukum, sesuai dengan prosedur dan norma 
hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk dilakukan untuk 
menjamin kesucian forum keagamaan, tidak dikotori dengan 
umpatan dan caci makian yang justru menghilangkan kesucian 
mimbar dan hakikat agama itu sendiri. 
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SAKRALISASI KHUTBAH JUMAT 


khir-akhir ini muncul polemik terkait khutbah 
A jumat. Isu yang dimunculkan oleh Menteri 

Agama, Lukman Hakim Saifuddin, terkait 
standarisasi penceramah merupakan salah satu ikhtiar 
pemerintah untuk merespon kegelisahan dan pengaduan 
kalangan masyarakat, terutama apa yang terjadi di mimbar 
khutbah jumat. Tiga hingga lima tahun belakangan, telah 
terjadi fenomena pergeseran mimbar khutbah jumat 
dari yang semestinya menjadi ruang ibadah yang sakral 
kemudian bergeser menjadi ruang profan yang dipenuhi 
dengan ujaran kebencian, politisisasi atas nama agama, 
mengoyak-oyak ideologi negara, bahkan dimanfaatkan 
untuk isu “mendirikan negara di dalam negara”. Dalam 
forum yang relatif tidak ada “interupsi” itu, sang khatib 
jumat dengan leluasa dan garangnya menyampaikan orasi- 
orasi untuk mensosialisasikan pemahaman keagamaannya 
yang seringkali dibubuhi dengan menjelek-jelekkan 
seseorang—yang seringkali menyebut nama orang—bahkan 
meruntuhkan persaudaraan dan kebangsaan. Anehnya, itu 
juga terjadi di masjid-masjid yang berada di Kementerian/ 
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Lembaga serta UKM-UKM milik pemerintah.” Penulis 
sendiri pernah melihat langsung kejadian ini. Tentu, 
fenomena ini harus disudahi dan tidak boleh dilanjutkan. 
Mengapa? Karena mimbar khutbah jumat sejatinya adalah 
bagian dari ibadah shalat jumat itu sendiri yang bernilai 
sakral dan seharusnya mampu menjadi perekat umat, 
merajut kedamaian, pemersatu bangsa, serta menambah 
keimanan dan ketaawaan kepada Allah Swt. 


Jika merunut pada pernyataan Umar bin Al-Khathab 
Ra, maka khutbah jumat itu adalah forum ibadah yang 
kedudukannya sama dengan shalat 2 (dua) rakaat. Jika kita 
tidak menemui khutbah jumat, maka hendaknya menggantinya 
dengan shalat zhuhur 4 rakaat. “al-khutbatu maudhi'u al- 
rakatayni. Man faatathu al-khutbata shalla arbaan” (Artinya: 
Khutbah itu kedudukannya sama dengan shalat dua rakaat. 
Siapa saja yang terlewat dari khutbah maka hendaklah dia shalat 
empat rakaat)” Bahkan, sebelum khatib naik mimbar, sang 
pemandu shalat atau bilal seringkali mengutip hadits nabi yang 
meminta para audien untuk diam dan harus mendengarkan 
serta mentaati apa yang disampaikan oleh sang khatib. Ini 
sekali lagi menunjukan bahwa khutbah jumat itu adalah ibadah 
yang sangat sakral yang tidak boleh dinodai dengan ujaran 
kebencian atau kepentingan politik tertentu. 


20 Husein Jafar Al Hadar, “Masjid, Radikalisme, dan Kita”, 3 Agustus 2018, 
(diakses pada 3 Februari 2021 pada https://kolom.tempo.co/read/1113291/ 
masjid-radikalisme-dan-kita/full&view—ok). 
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Dalam konteks ini, ide Menteri Agama agar khutbah jumat 
disterilkan dari ujaran kebencian dan kepentingan politik- 
praktis, menurut hemat penulis, sangat tepat untuk diterapkan 
dan didukung penuh. Sudah saatnya kita harus berani untuk 
mengembalikan forum khutbah jumat itu pada tempat yang 
semestinya. Khutbah jumat harus disterilkan dari ujaran 
kebencian, caci maki, dan hal-hal yang merusak persaudaraan. 
Demikian juga, khutbah jumat harus dijauhkan dari maksud 
dan kepentingan politik-praktis, apalagi propaganda untuk 
menggulingkan atau mengganti ideologi negara. Tentu, 
khutbah jumat semacam ini bukanlah khutbah jumat yang 
sewajarnya dan jauh dari nilai-nilai ibadah. 


Sungguh pun demikian, polemik yang berkembang di 
masyarakat terkait gagasan Menteri Agama itu cenderung 
disalahpahami bahkan bisa jadi ditanggapi oleh masyarakat 
dalam perspektif yang “gagal-paham”. Bagi kalangan yang 
berkepentingan untuk memanfaatkan forum khutbah 
jumat sebagai instrumen politik atau mewacanakan gagasan 
penggantian ideologi negara, tentu gagasan sang Menteri 
itu akan ditolak habis-habisan, bahkan tidak sedikit yang 
menjadikannya sebagai isu-viral yang terus “digoreng” Akan 
tetapi, bagi kalangan yang kritis atas fenomena khutbah jumat 
belakangan, gagasan yang dilontarkan oleh Menteri Agama 
itu perlu diapresiasi. Demikian juga, bagi kalangan yang arif 
dan dewasa dalam menyikapi persoalan, tentu ide itu perlu 
untuk dipahami secara mendalam dalam konteks yang lebih 
konstruktif. 
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Standarisasi atau Sertifikasi? 


Ada 2 (dua) terminologi yang seringkali mencuat di publik 
terkait isu khutbah jumat, yakni standarisasi dan sertifikasi 
khatib jumat. Kedua term ini meski pada sisi tertentu memiliki 
kesamaan, tetapi jika melihat lebih jauh terdapat deferensiasi 
yang jelas. Term standarisasi khatib merupakan upaya untuk 
mendorong masyarakat agar khatib jumat itu memiliki 
kompetensi minimal yang harus dipenuhi. Terminologi 
standarisasi ini lebih diorientasikan pada kompetensi keilmuan 
dan kualitas kepribadian sang khatib jumat. Dengan keilmuan 
dan kepribadian yang matang dan baik, dipastikan materi- 
materi khutbah jumat itu juga berkualitas, yang tentu saja tidak 
diisi dengan sesumbar caci maki, ujaran kebencian, apalagi 
merongrong ideologi negara. Dengan demikian, masyarakat 
atau pengurus masjid hendaknya bersikap selektif ketika 
memilah dan memilih khatib jumat. Aspek kompetensi inilah 
yang perlu dirumuskan lebih lanjut dan dijadikan sebagai 
indikator kelayakan sang khatib. 


Adapun terminologi sertifikasi khatib, dalam amatan 
penulis, lebih cenderung dipahami oleh khalayak dan didekat- 
dekatkan pemahamannya sebagaimana layaknya guru dan 
dosen. Sebagaimana dimaklumi, pasca terbitnya Undang- 
Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 
guru dan dosen diposisikan sebagai sebuah profesi atau 
pekerjaan yang dituntut untuk dilakukan secara profesional. 
Profesionalitas dipentingkan sehingga harus dilakukan 
proses PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru) dan 
yang lulus diberikan sertifikat guru/dosen. Bagi yang 
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mendapatkan sertifikat ini maka guru atau dosen yang 
bersangkutan mendapatkan tunjangan profesi. Terlepas 
dari bagaimana proses dan mekanisme sertifikasi guru dan 
dosen itu, secara substantif sertifikasi itu diarahkan pada 
terpenuhinya 2 (dua) hal, yakni kualifikasi dan kompetensi. 
Kualifikasi yang dimaksud adalah lulusan seseorang pada 
jenjang pendidikan formal tertentu, seperti jenjang SI, 
S2, atau S3. Sedangkan kompetensi adalah penguasaan 
keilmuan tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang. 
Dengan merujuk pada sertifikasi guru atau dosen ini, 
masyarakat cenderung memahami sertifikasi khatib ini 
dengan sertifikasi guru dan dosen sebagaimana yang telah 
dijelaskan. 


Merujuk pada terminologi sertifikasi di atas, penggunaan 
term sertifikasi khatib ini lebih cenderung direspon secara 
resistensial. Setidaknya terdapat beberapa alasan. Pertama, 
lagi-lagi dengan pengalaman sertifikasi guru dan dosen, 
khutbah lebih dipahami sebagai sebuah profesi, sebuah 
pekerjaan profesional. Sementara khutbah tidak selamanya 
dipahami sebagai sebuah pekerjaan (ma'isyah), tetapi juga 
mengandung unsur dakwah, sebuah kewajiban agama 
untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu 
keagamaan. Kedua, sebagai implikasi dari sebuah pekerjaan 
profesional, persoalan sertifikasi sebuah profesi itu akan 
tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai turunan 
dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Ini kemudian menjadi lebih rumit lagi. 
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Ketiga, persoalan kualifikasi yang dipahami sebagai jenjang 
tamatan pada lembaga pendidikan formal tentu ini juga 
berhadapan dengan para pemuka-pemuka agama, termasuk 
tidak sedikit para ulama yang belum mengenyam pada lembaga 
pendidikan formal. Meski berkompeten, tetapi karena belum 
memenuhi kualifikasi jenjang pendidikan formal, pemuka 
agama atau ulama itu dianggap tidak memenuhi syarat. Jika 
hal ini yang dimaksud, maka tentu terjadi penolakan. Keempat, 
jika sertfikasi ini kemudian berujung pada tunjangan profesi, 
maka perlu adanya dukungan dan tersedianya anggaran yang 
tidak sedikit dari pemerintah. 


Atas dasar problem terminologi di atas, penulis secara 
pribadi cenderung tidak menggunakan istilah sertifikasi 
khatib dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah 
diungkapkan di atas. Sebab, faktanya memang secara sosial 
masyarakat cenderung memahami istilah sertifikasi ini kepada 
pengalaman-pengalaman yang pernah dan hingga kini dialami 
oleh mereka terutama terkait sertifikasi guru dan dosen. Dalam 
konteks itu, kita perlu memikirkan secara matang arah dan 
terminologi yang pas untuk maksud yang dikehendaki dari 
persoalan khutbah jumat ini. 


Solusi 

Sebagaimana yang diungkap di awal tulisan ini, seruan 
Menteri Agama terkait khutbah jum'at diantaranya merupakan 
respon atas pergeseran fenomena khutbah jumat dari yang 
semestinya berfungsi sebagai ruang ibadah yang sakral menjadi 
ruang yang profan penuh dengan caci-maki, ujaran kebencian, 
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dan melunturkan militansi kebangsaan. Maka, sudah saatnya 
gagasan Menteri Agama ini diamini bersama. Jangan sampai, 
karena persoalan terminologis yang debatable, lalu gagasan 
dasar atas persoalan tersebut dinegasikan sama sekali. Jika 
hal ini yang terjadi, maka fenomena khutbah jumat yang 
menyimpang dari ruh aslinya akan terus liar dan semakin masif 
sehingga pada titik tertentu kita sudah tidak lagi beribadah 
dalam shalat jumat dan nilai-nilai kebangsaan akan hilang, 
yang ujung-ujungnya negeri ini pun akan semakin carut marut. 

Setidaknya perlu dilakukan beberapa strategi tindakan. 
Pertama, kita perlu menyadarkan seluruh stakeholders dalam 
kaitannya dengan khutbah jumat, bahwa memang telah 
terjadi pergeseran atas fenomena khutbah jumat, dan itu 
menjadi tantangan kita bersama. Majelis Ulama Indonesia, 
Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang 
berideologi toleran ini, termasuk Dewan Masjid Indonesia 
dan perguruan tinggi keagamaan perlu diajak untuk duduk 
bersama secara intensif. Landasan penelitian dan best practices 
yang pernah terjadi di provinsi atau daerah tertentu, jika ada, 
perlu diungkap. Kita perlu menegaskan bahwa khutbah jumat 
harus didudukan sebagai rangkaian ibadah dan disterilkan 
dari hinaan dan kepentingan politik-praktis. Kedua, perlu 
mendorong terbitnya aturan legal-formal yang menata dan 
membimbing para pengurus masjid (takmir al-masjid) agar 
selektif dalam memilah dan memilih khatib jumat. Norma- 
norma dalam khutbah jumat termasuk kriteria dan syarat 
rukun khutbah jumat perlu difasilitasi oleh pemerintah 
sehingga para pengurus masjid mendapatkan referensi dan 
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justifikasi pembenaran atas sikapnya, jika ternyata didapati 
ada khatib jumat yang melenceng dari sakralitas khutbah 
jumat. Ketiga, lembaga-lembaga fatwa, seperti MUI, PBNU, 
PP Muhammadiyah, dan lain-lain perlu melakukan kajian 
secara kritis dan mengeluarkan fatwa tentang boleh tidaknya 
Sinterupsi” ketika khutbah jumat berlangsung. Jika dibenarkan 
ada interupsi, maka perlu dijelaskan bagaimana mekanisme 
dan prosedurnya, serta ibadah apa yang harus dilakukan oleh 
jamaah. Meski akan terjadi pro dan kontra, fatwa “interupsi” 
ini bisa jadi sebagai salah satu pilihan bagi jamaah jika memang 
di dalam pelaksanaan khutbah jumat didapati sang khatib yang 
sudah tidak mengindahkan norma dan ketentuan syar'i tentang 
khutbah jumat itu. 


Penutup 


Isu khutbah jumat hendaknya menjadi perhatian serius bagi 
kita semua. Persoalan ekstremisme beragama yang kini telah 
menyentuh sendi-sendi kebangsaan dan keumatan semakin 
nyata, tak terkecuali menggunakan forum khutbah jumat. Di 
lapangan, tidak sedikit para khatib jumat yang intoleran yang 
menggunakan arena khutbah jumat untuk mengkampanyekan 
paham keagamaan yang ekstrem, sehingga caci-maki, hinaan, 
hujatan, dan bahkan rongrongan terhadap ideologi negara 
terus dilakukan. Fenomena ini jamak kita temui tidak hanya di 
masjid-masjid yang dibangun masyarakat, tetapi juga masjid- 
masjid yang berada di lingkungan kementerian/lembaga dan 
BUMN/BUMID yang dimiliki negara. 
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Untuk itu, gagasan Menteri Agama patut kita dukung 
dan amini sepenuh hati. Dengan menemukan terminologi 
yang pas dan strategi yang melibatkan semua stakeholders 
melalui organisasi yang berideologi toleran, perlu untuk 
dirumuskan bersama terkait isu khutbah jumat ini, bukan 
malah menolaknya sama sekali. Dengan menolaknya, 
maka kita dengan sendirinya membiarkan khutbah jumat 
itu semakin masif digunakan sebagai wahana ekstremisme 
beragama dan bahkan politisasi atas nama agama. 
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POLITISASI MASJID 


ada suatu ketika, pernah sejumlah masjid di bilangan 
P DKI Jakarta memasang spanduk bertuliskan “Tidak 

Menshalatkan Janazah Pendukung dan Pembela 
Penista Agama”. Bahkan tersiar di media sosial, Hasil 
Telaah Pusat Kajian Dewan Dawah Islamiyah Indonesia 
(DDII) dengan Nomor 06/B-MAFATIHA/II/1438/2017 
tentang Sanksi Agama bagi Pendukung Penista Agama dan 
Pemilihan Pasangan Calon Pemimpin Non Muslim, yang 
di antaranya memutuskan bahwa orang yang dengan sadar 
memilih calon pemimpin dari agama selain Islam dalam 
pemilihan di semua tingkatan pemilu termasuk munafik 
nyata (nifag amali/nifag jahran). Oleh karenanya, jenazah 
orang demikian tidak boleh dishalatkan. Ironisnya, tidak 
sedikit pengurus masjid/takmir masjid yang kemudian 
ikut-ikutan atas seruan itu, meskipun baru mewacanakan, 
belum pada tindakan pemasangan spanduk di lingkungan 
masjidnya. 

Atas kondisi ini, sejumlah organisasi seperti MUI (Majelis 
Ulama Indonesia), DMI (Dewan Masjid Indonesia), para 
pakar studi keislaman, hingga Menteri Agama, Lukman 
Hakim Saifuddin, memberikan tanggapan. Bahkan, Sandiago 
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Uno, salah satu pasangan calon dalam Pilgub DKI Jakarta, 
menyatakan turut prihatin atas fenomena larangan shalat 
jenazah bagi orang yang berbeda pilihan politik itu. 


Tanggapan dari berbagai organisasi dan tokoh itu 
mengajak agar institusi masjid hendaknya dijadikan sebagai 
alat untuk membangun ukhuwah Islamiyah dan menegakan 
identitas keindonesiaan, bukan untuk pemecah belah umat 
yang disebabkan karena perbedaan pilihan politik. Perbedaan 
pilihan politik praktis tidak perlu dibawa ke dalam institusi 
masjid, karena masjid adalah milik umat dari berbagai aliran 
dan pilihan politik yang beragam. Masjid adalah tempat untuk 
merajut kebersamaan dari berbagai pandangan dan pilihan 
yang berbeda. Masjid bukanlah tempat untuk memaksa umat 
dan jamaahnya agar mengikuti pilihan politik pengurusnya. 
Masjid adalah tempat untuk mendapatkan kedamaian nurani, 
kekhusyu'an dalam beribadah, dan pemikiran yang jernih. 
Membenturkan institusi masjid untuk kepentingan politik 
praktis justru merupakan upaya mengkerdilkan peran masjid. 
Sebab, ia hanya membatasi jamaah yang sealiran dengan pilihan 
politiknya, di samping tidak mendewasakan umat. 

Sebenarnya, persoalan kegelisahan umat atas perilaku 
politik yang terbuka di ruang institusi ibadah itu telah lama 
didahului oleh fenomena maraknya para khatib Jumat dan 
penceramah agama yang menggiring jamaah pada kepentingan 
politik praktisnya. Tidak sedikit fenomena yang menjelaskan 
hal itu. Lebih-lebih para khatib Jumat pada dua hari pasca 


21 Zainal Abidin Bagir, Kerukunan dan Penodaan Agama..., 7. 
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Pilkada 2017 DKI Jakarta yang meluapkan “amarah politiknya 
dalam forum ibadah itu lantaran menurut hasil guick count 
didapati sang idola pilihannya kalah. Forum ibadah khutbah 
Jumat yang semestinya bernilai sakral telah diisi dengan 
kepentingan yang bersifat profan-duniawi untuk kepentingan 
politik-praktis. Yang terjadi justru jamaah tidak mendapatkan 
kedamaian dalam beribadah. Dalam konteks ini, gagasan 
untuk melakukan standarisasi khatib Jumat cenderung bisa 
dipahami, setidaknya untuk mendorong semua elemen bangsa, 
termasuk takmir masjid dan para khatib, agar mawas diri 
dalam menempatkan fungsi khutbah jumat pada tempat yang 
selayaknya. 

Fenomena politisasi masjid ini, baik melalui pemasa- 
ngan spanduk maupun media khutbah Jumat atau 
ceramah agama, cenderung eskalasinya meningkat hingga 
setidaknya sampai pelaksanaan Pilkada, bahkan bisa jadi 
akan terus terjadi hingga pelaksanaan Pilpres 2019, dengan 
catatan fenomena itu dibiarkan saja, baik oleh pemerintah 
maupun oleh ormas moderat atau tokoh yang berwawasan 
kebangsaan dan keislaman yang memadai. Membenturkan 
institusi agama, dalam hal ini masjid, untuk kepentingan 
politik patut untuk menjadi perhatian bersama. Siapa pun 
orangnya, apa pun profesinya, perlu melek dan sadar akan 
fenomena ini yang menurut hemat penulis cenderung 
tidak baik bagi kelangsungan harmoni relasi agama dan 
negara yang kita cintai. Jangan sampai tragedi Masjid Dhirar 
(OS. Al-Taubah (9): 107) yang dibakar di zaman Rasulullah 
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Saw.? lantaran dijadikan sebagai tempat provokasi, adu 
domba, pemecah belah dan permusuhan, terulang lagi saat 
ini di Indonesia. Bahkan, lebih dari itu, jangan sampai perang 
saudara antar sesama muslim dan sesama warga bangsa terjadi 
secara masif di bumi pertiwi ini, sebagaimana kejadiannya di 
beberapa negara Timur Tengah. 


Menyadari bahwa telah terjadi politisasi masjid dalam 
bentuk tidak melakukan shalat janazah bagi pembela penista 
agama' bahkan dinyatakan sebagai seorang munafig bagi 
muslim yang berbeda pilihan politiknya menegaskan adanya 
benih ideologi-ideologi ekstrem dan intoleran yang telah 
berwujud secara nyata di ruang publik. Ideologi ekstrem dan 
intoleran yang semakin tumbuh subur kini telah langsung 
menyentuh jantung pembinaan umat, yaitu masjid. Dengan 
pemahaman tekstual dan kaku atas ayat-ayat keagamaan 
tanpa mempertimbangkan kemaslahatan dan substansi agama 
sebagai rahmatan lilalamin, sebagian khatib secara porak 
poranda memposisikan umat menjadi berhadap-hadapan 
secara diametral. Dalam konteks ini, tindakannya seolah- 
olah telah menduduki posisi kewenangan Tuhan dalam 
menjustifikasi seseorang: muslim, munafik atau kafir. Tentu, 
ini melampaui batas kewenangan manusia. 

Bahkan, ideologi ekstrem dan intoleran menuntun pada 
keyakinan agama yang melupakan fakta empiris dalam 
konteks negara-bangsa yang pada gilirannya akan mencederai 


22 Baca Moh. Makmun, “Politisasi Masjid Perspektif Hukum Pidana Islam,” 
dalam Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, Vol. 3, No. 
1,867-874. 


Moderasi Beragama dan Layanan Keagamaan 59 


keharmonisan umat dan negara. Dalam pandangan ideologi 
ekstrem dan intoleran, negara adalah musuh agama, termasuk 
semua aparatur dan institusi negara. Apa pun yang dinyatakan 
oleh negara tidak ada yang bisa dipercayainya. Demikian juga 
dengan simbol-simbol negara yang tidak perlu lagi dihormati 
dan dikagumi. Bendera merah putih, lagu kebangsaan 
Indonesia Raya, dan sejumlah simbol-simbol negara 
lainnya dinyatakan tidak patut untuk diindahkan, bila perlu 
diharamkan untuk digunakan. Kenyataan sosiologis bahwa 
masyarakat itu majemuk dan beraneka ragam baik keyakinan 
maupun pandangannya kemudian dipaksakan harus mengikuti 
pendapat pribadinya. Pendapat di luar dirinya dianggapnya 
musuh, atau setidaknya tidak perlu lagi dihormati. Jelasnya, 
ideologi ekstrem dan intoleran menafikan eksistensi negara 
dan fakta sosial dalam konteks kebangsaan. 

Terkait semakin maraknya ideologi ekstrem dan intoleran 
yang telah mewabah di institusi masjid, hal ini mestinya cukup 
mendorong kalangan moderat untuk bersuara dan bertindak 
secara damai sesuai prosedur dan koridor hukum perundang- 
undangan. Ormas berbasis ideologi moderat melalui pemuka 
dan para tokohnya harus berani tampil ke masyarakat dan 
membimbing umat dengan santun dan rasional. Kalangan 
silent majority agar tidak berdiam diri menjadi penonton, tetapi 
tampil sebagai pelaku. Demikian juga, institusi negara harus 
berani tegas menyikapi dinamika politisasi masjid ini sesuai 
hukum yang berlaku. Dengan penuh wibawa dan penyikapan 
yang rasional, saatnya kita benahi dan bimbing umat demi 
kedamaian dalam beragama dan bernegara. 
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BAGIAN DUA 


GONJANG-GANJING 
PENDIDIKAN KARAKTER 
PADA LAYANAN PENDIDIKAN 
AGAMA DAN KEAGAMAAN 


Ie) 


MAKNA DAN TANTANGAN 
PERPRES PENGUATAN 
PENDIDIKAN KARAKTER 


Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan 
Pendidikan Karakter (Perpres PPK) pada 6 September 
2017 di Istana Negara, Jakarta. Penandatanganan Perpres 


P residen Joko Widodo telah menandatangani Peraturan 


PPK ini disaksikan secara langsung oleh beberapa menteri 
terkait serta pimpinan sejumlah organisasi keagamaan dan 
pendidikan yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan 
dan dukungan penuh dari peserta yang hadir. Perpres PPK 
kemudian dimasukan ke dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2017 nomor 195. 


Kehadiran Perpres PPK merupakan ikhtiar kolektif antara 
pemerintah dan masyarakat dalam memantapkan jati diri 
bangsa Indonesia kini dan masa mendatang. Melalui Perpres 
PPK ini, seluruh elemen bangsa menekadkan diri untuk 
menjadi bangsa yang berbudaya yang menjunjung tinggi 
akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti. 
Diharapkan, dengan adanya Perpres ini, seluruh titik tumpu 
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pendidikan, yakni satuan pendidikan, masyarakat dan keluarga 
dapat memberikan penguatan karakter, terutama nilai-nilai 
religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, 
demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah 
air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar 
membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung 
jawab. 

Proses pendidikan karakter sesungguhnya mempersyarat- 
kan banyak hal. Setidaknya, ada tiga kunci pokok yang 
harus terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. 
Pertama, pendidikan karakter harus diorientasikan untuk 
menumbuhkembangkan potensi peserta didik secara 
menyeluruh dan terpadu. Pendidikan harus diorientasikan 
untuk mengharmoniskan antara olah hati, olah rasa, olah pikir, 
dan olah raga. Meminjam istilah yang dipopulerkan oleh KH. 
Tolchah Hasan, pendidikan karakter harus memberikan ruang 
yang cukup bagi berkembangnya potensi intuisi, emosi, dan 
kognisi peserta didik secara terpadu. 

Kedua, pendidikan karakter hanya dapat berlangsung 
dengan baik jika ada keteladanan dalam penerapan pendidikan 
karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan. Perpres 
ini mendorong lembaga pendidikan, mulai dari pimpinan, 
guru, hingga tenaga kependidikan pada masing-masing 
satuan pendidikan harus mencerminkan karakter yang baik. 
Demikian juga, tokoh-tokoh masyarakat sebagai bagian dari 
tumpuan pendidikan, seperti agamawan, politisi, birokrat, 
pengusaha, dan semua komponen masyarakat lainnya perlu 
berikhtiar sekuat tenaga dan berkomitmen serta memberikan 
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teladan yang baik. Tak terkecuali dari itu semua adalah 
lingkungan keluarga yang memberikan porsi tidak sedikit 
dalam proses pembentukan pendidikan karakter bagi anak- 
anak di keluarganya. 


Ketiga, pendidikan karakter harus berlangsung melalui 
pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari- 
hari. Pendidikan karakter tidak dibatasi pada ruang dan waktu 
tertentu. Tidak hanya di lembaga pendidikan semata atau pada 
5 atau 6 hari saja, proses pendidikan karakter itu terjadi. Di 
mana pun dan kapan pun, proses pendidikan karakter itu harus 
dilakukan dan menjadi kebiasaan. 


Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan karakter, 
Perpres PPK ini sesungguhnya hadir sebagai wujud penyelesaian 
atas sebagian dari sejumlah problem pendidikan yang terjadi. 
Perpres PPK mengembalikan siapa dan peran apa yang harus 
dilakukan oleh masing- masing pihak. Penyelenggaraan 
pendidikan melalui jalur formal, nonformal, dan informal 
ditempatkan pada porsi yang semestinya. Ketiganya memiliki 
peran dan tanggung jawabnya masing-masing, serta tidak 
menjadi subordinasi. Jika selama ini kita menempatkan 
institusi pendidikan formal, terutama pada jenis pendidikan 
umum, sebagai alat ukur dalam keberhasilan pembentukan 
karakter sehingga afirmasi anggaran pendidikan pun demikian 
besar untuk layanan pendidikan formal, maka sudah saatnya 
kita harus adil dan memberikan ruang yang seimbang bagi 
layanan pendidikan nonformal, seperti pendidikan keagamaan 
pada masing-masing agama. Dalam kontes pendidikan 
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keagamaan Islam, terdapat madrasah diniyah takmiliyah, 
pondok pesantren, dan pendidikan Al-Ouran. 


Pendidikan karakter tidak hanya didominasi oleh 
pendidikan yang berorientasi pada aspek kognitif dan 
kecerdasan intelektual an sich, namun juga kecerdasan 
kognisi, emosi, dan spritual pun perlu mendapat perhatian 
dari negara.” Bahkan, pendidikan karakter akan jauh lebih 
efektif jika dilakukan dengan pendekatan emosional dan 
spiritual. Dengan tanpa menafikan peran-peran pendidikan 
formal, kecerdasan emosi dan spiritual jauh telah diperankan 
oleh layanan pendidikan nonformal itu, utamanya berbasis 
keagamaan. Untuk itu, pendidikan pada jalur nonformal 
berbasis keagamaan sudah saatnya untuk direvitalisasi dan 
diafirmasi oleh negara. 

Jika melihat afirmasi kehadiran anggaran pendidikan untuk 
layanan pendidikan nonformal berbasis keagamaan itu sangat 
minim. Di tahun 2017, alokasi anggaran fungsi pendidikan 
itu sebesar 416,1 T atau sekitar 2096 dari APBN 2.080,5 T. 
Dari 416,1 T itu untuk layanan pendidikan umum pada jalur 
formal seperti SD, SMP, SMA, dan SMK secara total sebesar 
308.2 T atau sekitar 74.196 dari seluruh alokasi pendidikan. 
Jumlah itu ditransfer ke Pemerintah Daerah sebesar 268,4 T 
atau 64,596 dari anggaran pendidikan dan melalui Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 39,8 T atau 9,696 dari 
anggaran pendidikan. Sisa alokasi anggaran lainnya, yakni 
107.9 T dibagi-bagi untuk sejumlah kementerian/lembaga yang 


23 M. Amin Abdullah, Rekonstruksi Ilmu-ilmu..., 134. 
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menyelenggarakan layanan pendidikan, seperti Kementerian 
Riset-Dikti (38,7 T atau 9,396 dari anggaran pendidikan), 
Kementerian Agama (50,4 T atau 12,19 dari anggaran 
pendidikan), dan Kementerian/Lembaga lainnya (12,8 T atau 
3,196 dari anggaran pendidikan) dan BA/BUN (3,4 T atau 0,896 
dari anggaran pendidikan). 


Alokasi anggaran Kementerian Agama diperuntukkan di 
tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, bahkan hingga 
ke satker terkecil yang secara total lebih dari 4.484 satker. 
Alokasi yang diterima Kementerian Agama digunakan untuk 
pendidikan umum berciri khas agama pada jalur formal (RA/ 
MI/MTs/MA), Pendidikan Tinggi Keagamaan (UIN/IAIN/ 
STAIN/S), Pendidikan Agama di Sekolah dan Perguruan Tinggi 
Umum, Pendidikan Keagamaan Islam (Pondok Pesantren, 
Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al-Ouran, Program 
Wajar Dikdas), bahkan untuk semua lembaga pendidikan 
keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. 
Alokasi itu digunakan termasuk untuk semua komponen yang 
melekat, seperti Tunjangan Profesi Guru, BOS, Pembangunan 
Sarana/Prasarana, dan lain-lain. Jika dibandingkan, jumlah 
50,4 T untuk Kementerian Agama pusat dan daerah yang 
digunakan untuk membiayai semuanya itu jauh lebih kecil 
dibanding dengan 1 (satu) unit alokasi anggaran Tunjangan 
Profesi Guru pada Sekolah (SD/SMP/SMA/SMK) yang sebesar 
55.6 T. Walhasil, alokasi anggaran untuk pendidikan nonformal 
berbasis keagamaan sangat minim. 


Melihat alokasi anggaran sebagai afirmasi pemerintah 
untuk layanan pendidikan berbasis keagamaan sudah 
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semestinya untuk ditinjau ulang agar terjadi keseimbangan 
dan keadilan anggaran antara Kementerian/Lembaga yang 
menyelenggarakan urusan pendidikan. Lebih-lebih dalam 
konteks Perpres PPK, menurut hemat penulis, perlu dukungan 
anggaran bagi penguatan layanan pendidikan berbasis 
keagamaan yang cukup, tak terkecuali bagi pendidikan 
nonformal berbasis keagamaan. 


Untuk itu, setidaknya ada 2 (dua) hal yang harus dilakukan 
terkait afirmasi anggaran ini. Pertama, melakukan pembenahan 
ulang terkait pembagian keuangan antar Kementerian/ 
Lembaga. Pembenahan ini dimulai dari merevisi Undang- 
Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai basis 
pembagian “kue pembangunan” Kedua adalah pemerintah 
daerah harus mengalokasi anggaran untuk penyelenggaraan 
pendidikan nonformal berbasis keagamaan itu, guna 
pelaksanaan dan kesuksesan PPK. Terkait ini, Kementerian 
Dalam Negeri memberikan payung hukum yang memadai 
serta mencabut semua regulasi yang beraroma larangan bagi 
pemerintah daerah dalam memberikan bantuan pada layanan 
pendidikan keagamaan. 


Keempat, kehadiran Perpres PPK ini secara substantif 
menganulir sejumlah kebijakan 5HS (lima hari sekolah) 
sebagaimana termaktub dalam Permendikbud 23/2017. Pasal 
17 pada Perpres PPK menyebutkan “Pada saat Peraturan 
Presiden ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan 
yang mengatur mengenai hari sekolah dan pendidikan karakter 
yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini dinyatakan 
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tidak beriaku”. Pada aspek subtantif, Pemerintah melalui 
Permendikbud 23/2017 “menginstruksikan” agar seluruh 
sekolah menyelenggarakan 5HS secara bertahap yang 
dimulai tahun ajaran 2017/2018: sementara pasal 9 Perpres 
PPK menyatakan bahwa PPK pada jalur formal dapat 
diselenggarakan melalui 6 (enam) atau 5 (lima) hari. Namun, 
penentuan 6HS atau 5HS itu sepenuhnya diserahkan pada 
masing-masing satuan pendidikan bersama-sama dengan 
komite sekolah/madrasah, bukan oleh pemerintah termasuk 
pemerintah daerah. 

Bahkan, dalam pasal 9 ayat (3) disebutkan secara khusus 
bahwa dalam menetapkan 5HS, satuan pendidikan dan 
komite sekolah/madrasah harus mempertimbangkan empat 
hal, yakni kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan, 
ketersediaan sarana dan prasarana, kearifan lokal, dan 
pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar 
komite sekolah/madrasah. 

Untuk itu, pemerintah dalam hal ini sejumlah 
Kementerian/Lembaga yang ditunjuk sebagai pelaksana 
Perpres PPK, di antaraya Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dan Kementerian Agama sebaiknya tidak 
mengeluarkan regulasi-imperatif atas pemilihan keputusan 
5HS atau 6HS itu oleh lembaga pendidikan formal, termasuk 
sekolah/madrasah yang berstatus negeri sekalipun. Sesuai 
pasal 6 ayat (3) pada Perpres PPK, kita harus konsisten 
dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. 
Artinya, biarkan keputusan itu mengalir atas pilihan masing- 
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masing satuan pendidikan, bukan didesain atau didorong 
oleh Pemerintah, termasuk pemerintah daerah. 


Menurut penulis, yang mendesak untuk segera dilakukan 
adalah bagaimana kita segera membenahi kekurangan yang 
ada di dunia pendidikan, seperti norma yang dipersyaratkan 
dalam penyelenggaraan 5HS itu, yakni problem kualitas 
dan kuantitas guru dan tenaga kependidikan, sarana dan 
prasarana pendidikan yang mencukupi standar, meneguhkan 
kearifan lokal yang telah hidup di lingkungan masyarakat 
sekitar lembaga pendidikan, dan melibatkan perhatian para 
tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar komite 
sekolah/madrasah sebagai bagian peran serta masyarakat 
dalam membangun dunia pendidikan. 
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PEMBATALAN KEBIJAKAN 
LIMA HARI SEKOLAH 


2017 menyampaikan informasi mutakhir terkait kebijakan 
5HS (Lima Hari Sekolah). Sebagaimana dikutip oleh 
beberapa media, bila Peraturan Presiden nanti terbit, maka 
Permendikbud itu bakal tidak punya kekuatan lagi. “Otomatis 
nggak berlaku, sama dengan batal”, kata Johan Budi (detiknews, 
21/8/2017). Dengan kata lain, Peraturan Presiden tentang 


J uru bicara Presiden, Johan Budi, pada Senin 21 Agustus 


Penguatan Pendidikan Karakter yang akan dilahirkan itu akan 
membatalkan Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah. 
Tentu, terutama kalangan yang kena dampak atas kebijakan 
5HS akan merasa bersyukur atas pernyataan tersebut. Sebab, 
kebijakan 5HS yang penuh dengan kontroversi itu akan ditarik 
dari bumi nusantara ini. Namun demikian, meski pernyataan 
itu diungkapkan oleh pejabat sekaliber juru bicara Presiden, 
tampaknya kita perlu terus melihat kepastian berikutnya. 
Masih ingat dalam benak kita, pada tanggal 20 Juni 2017 
yang lalu, ketua umum MUI, KH. Maruf Amin, didampingi 
oleh Mendikbud, Muhadjir Effendy, menyampaikan “Presiden 
merespon aspirasi yang berkembang di masyarakat dan 
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memahami apa yang jadi keinginan masyarakat dan ormas 
Islam. Oleh karena itu, Presiden akan melakukan penataan 
ulang terhadap aturan itu,” kata KH Maruf Amin, dilansir 
Kompas, Selasa (20/6/2017). Bagi sebagian besar masyarakat, 
pernyataan KH. Maruf Amin itu dipahami sebagai bentuk 
pembatalan atas Permendikbud 23/2017 tentang Hari 
Sekolah itu. Namun, apa yang terjadi? Malah justru 
sebaliknya, Mendikbud dan seluruh jajaran Kemendikbud 
secara masif dan bergerilya melakukan sosialisasi dan 
pemberlakuan kebijakan 5HS. Bagi Mendikbud, kebijakan 
5HS itu tidak dibatalkan, tetapi akan diperkuat dengan 
Perpres. “Permendikbud akan diperkuat dengan menjadi 
Perpres. Kemudian, Kemendikbud akan menjadi leading 
sector dalam penyusunannya,” ujar Muhadjir Effendy dalam 
keterangan tertulis yang diterima Rabu, 21 Juni 2017 lalu. 


Oleh karenanya, sebagian besar masyarakat jangan sampai 
merasa gembira secara belebihan. Sebab, berkaca dari kasus 
pernyataan KH. Maruf Amin yang kemudian disikapi oleh 
Mendikbud dan jajarannya itu secara berbeda, maka jangan 
sampai Johan Budi, sang juru bicara Presiden, pun menjadi 
korban kedua kalinya atas sikap Mendikbud itu. Artinya, bisa 
jadi Peraturan Presiden itu nantinya berlaku di satu sisi, namun 
kebijakan 5HS juga tetap berjalan, di sisi lain. Hal inilah yang 
perlu dikawal bersama. 

Untuk itu, dalam konteks pembatalan 5HS, setidaknya 
ada 2 (dua) poin penting yang harus termaktub dalam 
Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter 
itu. Pertama, pada ketentuan penutup atau pasal peralihan 
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yang biasanya terdapat di akhir harus dinyatakan secara 
tegas bahwa “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai 
berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku” Ayat ini harus dinyatakan secara 
sharih dan tegas agar tidak ada penafsiran yang beragam 
(multitafsir) dan tidak ada ruang yang digunakan untuk ber- 
hilah. Sebab, dalam draft Peraturan Presiden yang beredar, 
setidaknya ada opsi lain pada ketentuan penutup, yang 
berbunyi “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
penguatan pendidikan karakter dinyatakan masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini”. 
Jika pilihan terakhir yang tertera dalam Peraturan Presiden 
adalah versi tersebut, maka sangat boleh jadi, Permendikbud 
No. 23 tahun 2017 tetap berlaku. Sebab, proses pembuktian 
akan pertentangan antara Permendikbud No. 23 tahun 2017 
dengan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan 
Karakter perlu penelaahan lebih lanjut dan tidak otomatis 
dipahami sebagai bertentangan. 


Kedua, Peraturan Presiden sebaiknya tidak mengatur 
pelaksanaan pendidikan karakter itu pada 5 (lima) atau 6 
(enam) hari dalam satu minggu pada jalur pendidikan formal. 
Peraturan Presiden ini meregulasi pendidikan karakter, 
sehingga perlu ada afirmasi bahwa penguatan pendidikan 
karakter itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pendidikan 
karakter terjadi di satuan pendidikan, masyarakat, dan 
keluarga. Ketiganya harus didudukkan sebagai tiga tumpu 
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pendidikan yang sinergis dan tidak saling subordinatif. Oleh 
karenanya, proses pendidikan karakter itu terjadi di mana pun 
dan kapan pun. Pendidikan karakter tidak hanya terjadi pada 
hari-hari tertentu, apalagi dibatasi 5 (lima) atau 6 (enam) hari 
dalam satu minggu. Sekali lagi, Peraturan Presiden hendaknya 
tidak mengatur tentang 5 (lima) atau 6 (enam) hari dalam satu 
minggu. Di sisi lain, jika dinyatakan secara eksplisit terdapat 
pilihan antara 5 (lima) atau 6 (enam) hari dalam satu minggu, 
maka peluang tetap berlakunya Permendikbud No. 23 tahun 
2017 menjadi terbuka. 


Kedua syarat inilah yang menurut hemat penulis perlu 
ditulis di dalam Peraturan Presiden tentang Penguatan 
Pendidikan Karakter. Jika kedua syarat ini benar-benar 
tertera di dalam Peraturan Presiden, maka penulis memiliki 
ketetapan kuat bahwa kebijakan 5HS tidak ada dasarnya 
sama sekali. 


Namun demikian, kalaupun harus mengakomodir 
pelaksanaan 5HS sehingga pilihan 5HS harus muncul dalam 
Peraturan Presiden tersebut, maka itu harus dilakukan 
dengan syarat yang ketat. Pertama, pelaksanaan 5HS tidak 
ditetapkan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Daerah. Akan tetapi, ketentuan pelaksanaan 
5HS itu diputuskan langsung oleh satuan pendidikan yang 
bersangkutan. Hal ini didasarkan atas konsistensi terhadap 
prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS), sebagaimana yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. Prinsip MBS memastikan bahwa 
otonomi penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh 
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satuan pendidikan sesuai karakteristik dan keunggulannya 
masing-masing, bukan oleh Pemerintah. Oleh karenanya, 
dalam konteks ini, Permendikbud No. 23 tahun 2017 sejatinya 
kontraproduktif dengan UU Nomor 20 tahun 2003 itu sendiri. 


Kedua, pelaksanaan 5HS pada satuan pendidikan harus 
menjamin ketersediaan guru dan tenaga kependidikan secara 
memadai. Dalam kondisi saat ini, kita mengalami kekurangan 
guru pendidikan agama Islam (GPAI) yang sangat besar. Data 
pada Kementerian Agama menunjukkan jika saat ini sekolah 
mengalami kekurangan lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) 
GPAI untuk seluruh Indonesia. Oleh karenanya, seringkali kita 
temui 1 (satu) sekolah dengan jumlah siswa ratusan jiwa, tetapi 
hanya 1 (satu) GPAI yang mengajar pada sekolah tersebut. 
Belum lagi, jika GPAI adalah seorang perempuan yang secara 
teknis ketika hari Jumat tidak bisa bertindak sebagai khatib 
Jumat. 


Ketiga, tersedianya sarana dan prasarana pada sekolah harus 
benar-benar lengkap dan terjamin sehingga tidak mengganggu 
atas penyelenggaraan 5HS. Sarana ruang kelas untuk belajar 
yang memadai, sehingga tidak terjadi double-shift, ketersediaan 
air besih dan MCK yang menjamin kebutuhan para siswa dan 
guru, ruang ibadah yang bersih dan dapat menampung seluruh 
siswa, ketersediaan kantin bersih dan sehat, serta sarana 
transportasi yang memadai mau tidak mau menjadi sebuah 
keharusan jika sekolah tersebut akan memutuskan pelaksanaan 
5HS. 
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Keempat, pelaksanaan 5HS tidak berbenturan dengan 
kearifan lokal masyarakat sekitar, termasuk tidak mengganggu 
pelaksanaan pendidikan keagamaan Islam yang telah 
berlangsung di masyarakat tersebut, seperti telah berjalannya 
pendidikan pada madrasah diniyah takmiliyah, pondok 
pesantren, atau pendidikan Al-Ouran. Layanan pendidikan 
keagamaan Islam ini telah berdiri dan hadir di tengah-tengah 
masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka. Dari lembaga- 
lembaga inilah, telah lahir para tokoh dan generasi bangsa 
yang memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. 
Bahkan, sejatinya pendidikan karakter jauh telah dibuktikan 
secara nyata oleh layanan pendidikan keagamaan Islam. Kita 
seringkali melihat dan mendengar terjadinya tawuran justru 
pada siswa-siswa sekolah. Namun, kita jarang mendengar, 
untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali, terjadi tawuran 
di kalangan santri-santri madrasah diniyah, pondok pesantren 
atau pendidikan Al-Ouran. Dengan demikian, melaksanakan 
5HS yang mematikan layanan pendidikan pada madrasah 
diniyah takmiliyah, pondok pesantren atau pendidikan Al- 
Ouran sesungguhnya telah menggagalkan penyelenggaraan 
pendidikan karakter itu sendiri. 


Kelima, pelaksanaan 5HS harus diputuskan dengan 
melibatkan tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama sekitar 
sekolah. Sekolah bukanlah lembaga pendidikan dengan 
dunianya sendiri, namun ia berada di tengah-tengah 
masyarakat sekitar. Sekolah harus peka dan memperhatikan 
situasi masyarakat sekitar. Sekolah yang tidak melibatkan 
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masyarakat sekitar merupakan sekolah yang gagal menjalankan 
fungsi dirinya sebagai lembaga pendidikan. 

Kelima syarat di atas perlu tegaskan secara nyata, jika 
di dalam Peraturan Presiden membuka kemungkinan 
pelaksanaan 5HS. Syarat-syarat tersebut pada hakikatnya 
adalah untuk membentengi dan mengawal agar penguatan 
pendidikan karakter benar-benar berjalan semestinya. Sebab, 
pada dasarnya antara kebijakan 5HS dengan penguatan 
pendidikan karakter tidak ada relevansi yang signifikan. 
Namun, jika harus diakomodir juga, maka perlu persyaratan- 
persyaratan yang disepakati secara tegas. 
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MENCARI SOLUSI ATAS POLEMIK 
LIMA HARI SEKOLAH 


enteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan 
M3s Mendikbud Nomor 23 Tahun 

2017 tentang Hari Sekolah. Permendikbud 
ini diposisikan sebagai pengejawantahan atas program 
penguatan pendidikan karakter kepada seluruh siswa 
sekolah, dengan memberlakukan lima hari sekolah 
dalam satu minggu.Ikhtiar ini, sebagaimana tercantum 
dalam konsideran pertimbangannya, dimaksudkan 
untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu dalam 
menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi. 


Namun sayangnya, kehadiran Permendikbud tersebut 
menimbulkan pro-kontra di masyarakat luas, sehingga 
Presiden Jokowi, sebagaimana disampaikan oleh Ketua 
Umum MUI, KH Maruf Amin, didampingi oleh Mendikbud 
RI, Muhadjir Effendy, di istana negara, dinyatakan bahwa 
perlu ada penyesuaian regulasi dari Permendikbud menjadi 
Peraturan Presiden. Namun, hingga kini, tampaknya 
posisi Permendikbud tersebut, sebagaimana pernyataan 
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Mendikbud dalam sejumlah pemberitaan, tetap akan 
dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2017/2018 mendatang. 


Dalam konteks ini, kebijakan penguatan pendidikan 
karakter dalam bentuk Permendikbud tentang Hari Sekolah 
dipastikan masih problematis. Masih menyimpan sejumlah 
penolakan, miskomunikasi, dan kekuranganjelasan 
konsep. Hal ini memberikan pelajaran bahwa kita tidak 
cukup hanya bermodal niat baik semata, tetapi juga harus 
mempertimbangkan aspek teknis-implementatif sehingga 
tidak menimbulkan masalah baru. Jika demikian, solusi apa 
yang bisa ditawarkan sehingga niatan penguatan pendidikan 
karakter itu bisa diimplementasikan? Tulisan sederhana ini 
berusaha untuk menjawab persoalan tersebut. 


Urgensi penguatan pendidikan karakter dalam konteks 
pendidikan sesungguhnya telah lama dirasakan oleh 
pemerintah, tak terkecuali Pemerintah Daerah baik tingkat 
provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah Daerah 
telah menerbitkan regulasi tentang wajib belajar Madrasah 
Diniyah Takmiliyah. Regulasi yang dilahirkan memiliki 
varian yang beragam, mulai Peraturan Daerah, Peraturan 
Gubernur/Bupati/Walikota, hingga Surat Edaran. Hingga 
kini, hampir di setiap provinsi, terdapat kabupaten/kota 
di propinsi tersebut yang telah mengeluarkan regulasi itu. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Jawa Barat-lah 
yang pertama kali menerbitkan Perda MDT (Peraturan 
Daerah Madrasah Diniyah Takmiliyah) ini sehingga 
kemudian diikuti oleh Pemerintah Daerah lainnya. Bahkan, 
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di propinsi Jawa Barat, kini hampir seluruh Kabupaten/Kota 
telah menerbitkan regulasi tersebut. 


Lahirnya Perda MDT itu sesungguhnya didasarkan 
atas kegelisahan masyarakat atas butuhnya pendidikan 
karakter untuk warganya dengan menggunakan pendekatan 
pendidikan keagamaan Islam. Pendidikan karakter akan 
sangat ampuh dan mengenai sasaran jika pendidikan 
keagamaan dapat diselenggarakan dengan baik. Sebab, 
karakter merupakan perwujudan atas kesadaran dan 
kepribadian serta sifat yang melekat pada seseorang yang 
didorong atas nilai-nilai moralitas dan agama. Dorongan 
moral dan agama akan sangat berpengaruh secara signifikan 
terhadap perwujudan karakter. 


Dalam konteks pendidikan di sekolah, mata pelajaran 
PAI (Pendidikan Agama Islam) mendapatkan alokasi waktu 
2 hingga 3jam pelajaran dalam satu minggu. Alokasi waktu 
ini dalam kenyataannya belum mampu membekali siswa 
sekolah untuk memiliki pemahaman, pengetahuan, dan 
keterampilandalam mengamalkan ajaran agamanya dengan 
baik. Pendeknya, jika siswa itu mengandalkan pendidikan 
agamanya hanya dari sekolah saja dengan alokasi waktu 
2 hingga 3 jam pelajaran itu maka seringkali tidak akan 
mencapai apa yang diharapkan, seperti mampu membaca 
tulis Alguran, menjalankan shalat dengan baik serta 
pengetahuan dasar keagamaan lainnya. 


Apalagi pendidikan karakter, tentu tidak akan mampu 
dituntaskan dengan alokasi 2 hingga 3 jam pelajaran 
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saja. Di sinilah masyarakat dan pemerintah daerah 
membutuhkan kehadiran MDT. Sebab, MDT, sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 
2014, merupakan layanan pendidikan keagamaan Islam 
yang diselenggarakan untuk melengkapi, memperkaya, 
dan memperdalam pendidikan agama Islam pada sekolah. 
Materi yang diajarkan dalam MDT terdiri atas Alguran- 
Hadits, Akidah-Akhlak, Figh, Sejarah Kebudayaan Islam, 
dan Bahasa Arab. Proses penyelenggaraan MDT seringkali 
dilakukan oleh masyarakat setelah siswa pulang sekolah 
hingga waktu shalat Ashar. 


Berdasarkan data EMIS Kementerian Agama, secara 
akumulasi, MDT kini sebanyak 76.566 lembaga, 6,000,062 
santri, dan 443.842 ustadz. Menyadari butuhnya masyarakat 
dan Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan MDT, di satu 
sisi, dan kelahiran Permendikbud 23 Tahun 2017 sebagai 
implementasi penguatan pendidikan karakter, di sisi yang 
lain, tampaknya keduanya memiliki titik temu yang sama, 
yakni pentingnya atas pendidikan karakter. Untuk itu, 
perombakan yang sangat fundamental dari Permendikbud 
23 Tahun 2017 menjadi Peraturan Presiden dengan 
berorientasi pada peningkatakan pendidikan karakter patut 
untuk dikawal bersama. Pendidikan karakter merupakan 
kata kunci yang harus dijadikan substansi atas regulasi itu. 

Tentu saja, sebagai hal yang substantif, jangan sampai 
hal-hal teknis-operasional itu justeru bertolak belakang atau 
mengganggu atas hal yang substantif tersebut. Tegasnya, 
pendidikan karakter merupakan hal yang harus dikawal 
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bersama. Jangan sampai, kebijakan teknis berupa Lima 
Hari Sekolah itu justeru bertolak belakang atau kontra- 
produktif atas penyelenggaraan pendidikan karakter sendiri. 
Pada tingkat ini, penulis dapat memahami bahwa gejolak 
resistensi dari kalangan masyarakat itu hanyalah terkait 
dengan kebijakan 5HS (lima hari sekolah) sebagaimana 
diatur dalam Permendikbud 23/2017, bukan menolak 
pendidikan karakter. Kebijakan 5HS tidaklah identik dengan 
pendidikan karakter, dan pendidikan karakter tidak hanya 
diterapkan dengan kebijakan 5HS ini. 


Untuk mensukseskan pendidikan karakter, peraturan 
presiden yang hendak dibuat selayaknya juga menjelaskan 
tentang definisi pendidikan karakter, posisi ideal pendidikan 
karakter, syarat dan ketentuan yang dipentingkan dalam 
proses pendidikan karakter itu, di samping strategi dan 
langkah teknis penyelenggaraan pendidikan karakter. 
Demikian juga, perlu dipastikan dalam Perpres yang 
dirancang bahwa guna efektivitas proses pendidikan 
karekter perlu melibatkan layanan pendidikan keagamaan, 
seperti pondok pesantren, madrasah diniyah takmiliyah, 
dan pendidikan Al-Our'an. 


Pendidikan keagamaan ini dalam kenyataannya telah 
berkiprah dalam membentuk warga bangsa yang memiliki 
komitmen keagamaan dan kebangsaan sekaligus, dan 
itu telah berlangsung sebelum negara ini lahir. Program 
pendidikan karakter dengan menafikan pendidikan 
keagamaan itu bagaikan peribahasa “jauh panggang dari 
api”. Tujuan pendidikan karakter akan sulit tercapai, untuk 
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tidak mengatakan akan mengalami gagal total. Pada aspek 
teknis, program pendidikan karakter melibatkan sejumlah 
Kementerian/Lembaga, utamanya yang menjalankan 
fungsi pendidikan, seperti Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Ristek dan 
Dikti, Kementerian Dalam Negeri, dan lain-lain. Kolaborasi 
antar kementerian ini di samping untuk mendudukkan 
bahwa pendidikan karakter menjadi hajat negara dan semua 
warga negara, juga untuk menjamin bahwa penyelenggaraan 
pendidikan karakter tidak mengganggu pelaksanaan 
kebijakan perda MDT yang selama ini telah berjalan. 

Di samping itu, yang tidak kalah penting untuk 
dicatat bahwa drafting Perpres Pendidikan Karakter perlu 
melibatkan unsur-unsur civil society utamanya yang bergerak 
di bidang pendidikan, seperti RMI (Rabithah Maahidil 
Islamiyah), LP Maarif NU, Dikdasmen PP Muhammadiyah, 
Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, Forum Komunikasi 
Pendidikan Alguran, dan stakeholder lain, terutama 
penyelenggara pendidikan di masyarakat. Regulasi yang 
berdampak terutama pada layanan pendidikan keagamaan 
mau tidak mau dalam pembahasannya harus melibatkan 
komunitas civil society. Jika terjadi miskomunikasi, apalagi 
missosialisasi, maka dipastikan terjadi resistensi. 

Hal lain yang perlu ditegaskan dalam Perpres itu adalah 
adanya jaminan bahwa itu tidak akan mengganggu atas 
operasionalisasi lembaga pendidikan yang ada saat ini serta 
berkontribusi besar atas pembangunan bangsa, lebih-lebih 
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jangan sampai berpotensi melenyapkan layanan pendidikan 
keagamaan yang telah ada. 

Selain itu, dipastikan afirmasi pembiayaan dari sejumlah 
Kementerian/Lembaga harus adil diterima oleh masyarakat. 
Jangan sampai, layanan pendidikan yang diselenggarakan 
oleh masyarakat tidak mendapat “kue pembangunan”, 
sementara layanan pendidikan yang ada di sekolah “jor- 
joran” mendapat kue tersebut. Jika ini yang terjadi, maka 
bisa jadi Perpres yang akan dihasilan mengalami nasib 
yang sama, sebagaimana nasibnya Permendikbud 23/2017. 
Semoga. 
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MENGGESER 
“5 HARI SEKOLAH" 
KE PENDIDIKAN KARAKTER 


elakangan, muncul pernyataan dari istana negara 

Republik Indonesia yang disampaikan oleh Ketua 

Umum MUI, KH. Maruf Amin, yang didampingi 
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, 
atas penangguhan Permendikbud 23 Tahun 2017 tentang Hari 
Sekolah. Pasalnya, Permendikbud 23/2017 ini mengundang 
polemik dan kegaduhan yang masif. Penyelenggaraan kebijakan 
5HS (lima hari sekolah) itu memiliki potensi dampak yang 
amat luas, sehingga masyarakat memprotesnya. 


Lebih lanjut, Ketua Umum MUI dalam pernyataannya 
di Istana Negara menegaskan bahwa ikhtiar kelahiran 
Permendikbud ini didasarkan atas kepentingan penguatan 
pendidikan karakter pada siswa sekolah. Pendidikan karakter 
sebagai bagian dari program Nawacita ditujukan untuk 
membentuk masyarakat Indonesia yang berkarakter dan 
berkepribadian paripurna, sehingga perlu didukung oleh 
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banyak pihak termasuk melibatkan sejumlah Kementerian/ 
Lembaga dan unsur masyarakat. Atas dasar itu, untuk memper- 
kuat pendidikan karakter diperlukan Peraturan Presiden. 


Jika mencermati gejolak penolakan dan apa yang 
disampaikan oleh KH. Maruf Amin tersebut, maka agaknya 
berbeda dengan apa yang ditekankan oleh Permendikbud 
23/2017 itu. Masyarakat menolak kebijakan 5HS (5 hari sekolah) 
karena mengganggu penyelenggaraan pendidikan keagamaan, 
seperti MDT (Madrasah Diniyah Takmiliyah), Pendidikan 
Al-Ouran, dan Pondok Pesantren, sementara untuk kebijakan 
pendidikan karakter itu sendiri justru diterimanya, karena 
memang sangat dibutuhkan. Di sinilah yang sesungguhnya 
perlu diklarifikasi. Antara kebijakan 5HS dengan pendidikan 
karakter itu dua hal yang berbeda. Kebijakan 5HS bukan berarti 
pendidikan karakter, dan pendidikan karakter tidak mesti 
diimplementasikan dengan kebijakan 5HS. 


Bagi Kemendikbud, Permendikbud 23/2017 yang diteken 
per 12 Juni 2017 itu tampaknya dipandang sebagai langkah 
konkret dalam mengimplementasikan pendidikan karakter, 
sebagaimana bisa kita baca dari konsideran pertimbangan 
peraturan tersebut. Padahal, jika kita cermati pasal demi 
pasal, menurut hemat penulis, permendikbud tersebut 
sangat simplistis dan tidak mencerminkan kesesuaian antara 
pendidikan karakter dengan Hari Sekolah. Permendikbud 
sama sekali tidak menjelaskan apa itu pendidikan karakter, 
karakteristik dan metodologi dari pendidikan karakter, serta 
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hal-hal substantif lainnya dari pendidikan karakter yang 
kemudian kesimpulannya adalah 5HS dalam satu minggu. 
Permendikbud hanya menjelaskan tentang Hari Sekolah yang 
dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 
(empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu: 
penggunaan hari sekolah untuk melaksanakan beban kerja 
guru: hari sekolah dilaksanakan dengan kegiatan intrakurikuler, 
kokurikuler, dan ekstrakurikuler serta hal-hal teknis lainnya. 
Sekali lagi, sama sekali tidak menjelaskan keterkaitan antara 
pendidikan karakter dengan kebijakan 5HS. 


Tentu saja, kesimpulan 5HS sebagai implementasi 
kebijakan karakter ini justru kontraproduktif dengan 
pendidikan karakter itu sendiri. Pasalnya, kebijakan 5HS itu 
sangat potensial menghilangkan ruang gerak operasionalisasi 
layanan pendidikan keagamaan yang sesungguhnya menjadi 
bagian tak terpisahkan dari pendidikan karakter. 


Merujuk data EMIS Kementerian Agama RI tahun 
2016, kebijakan 5HS ini akan berdampak pada pendidikan 
keagamaan Islam dan Pendidikan Umum Berciri Khas Islam 
(MI/MTs/MA). Dampak terhadap pendidikan keagamaan 
Islam meliputi sebagai berikut. Pertama, setidaknya ada 
17.006.288 santri pada pendidikan keagamaan Islam yang 
akan terganggu dengan kebijakan ini. Mereka terdiri dari 
3.649.396 santri pondok pesantren yang mengaji kitab 
kuning merangkap sebagai siswa pada sekolah (SD/SMP/ 
SMA/SMK) dan madrasah (MI/MTs/MA): 6.000.062 santri 
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pada Madrasah Diniyah Takmiliyah baik tingkat ula, wustha 
maupun ulya: dan 7.356.830 santri pada pendidikan Al- 
Ouran (TKA, TPA, dan TOA). 

Kedua, setidaknya ada 225.719 lembaga pendidikan 
keagamaan Islam yang terkena imbas, yang terdiri atas 14.293 
pondok pesantren yang menyelenggarakan kajian kitab kuning 
sekaligus melakukan layanan pendidikan sekolah (SD/ SMP/ 
SMA/SMK) dan madrasah (MI/MTs/MA): 76.566 Madrasah 
Diniyah Takmiliyah baik tingkat ula, wustha maupun ulya: 
dan 134.860 pendidikan Al-Ouran yang terdiri atas TKA 
(Taman Kanak-kanak Al-Ouran), TPA (Taman Pendidikan 
Al-Ouran), dan TOA (Talimul Ouran lil Awlad). Ketiga, 
1.386.426 pendidik di lembaga pendidikan keagamaan Islam, 
yang terdiri atas 322.328 pendidik pada pondok pesantren, 
443.842 pendidik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah baik 
tingkat ula, wustha maupun ulya, dan 620.256 pendidik pada 
pendidikan Al-Ouran yang terdiri atas TKA, TPA, dan TOA 
(Talimul Guran lil Awlad). 

Di samping itu, penyelenggaraan pendidikan umum berciri 
khas Islam, yakni Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah 
(MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) 
dipastikan akan kena dampak secara langsung atas kebijakan 
5HS. Setidaknya, terdapat 77.336 lembaga madrasah (RA: 
27.999, MI: 24.560, MTs: 16.934 dan MA: 7.843), 820.839 
guru madrasah (RA: 48.596, MI: 269.460, MTs: 265.784, MA: 
236.999), dan 9.252.437 siswa madrasah (RA: 1.231.101, 
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MI: 3.565.875, MTs: 3.160.685, dan MA: 1.294.776). Kini 
dalam durasi 6 (enam) hari belajar dalam satu minggu, dengan 
menggunakan kurikulum 2013 siswa MI kelas 5-6 belajarnya 
hingga pukul 13.00: siswa MTs belajar hingga pukul 14.30, 
dan siswa MA belajar hingga pukul 17.00. Bahkan, siswa MA 
dengan peminatan keagamaan berada di madrasah hingga 
pukul 18.00-19.00. Pendidikan umum berciri khas Islam (RA, 
MI, MTs, MA) ini di samping menyelesaikan beban kurikulum 
mata-mata pelajaran pendidikan umum sebagaimana sekolah, 
juga mengajarkan 5 (lima) mata pelajaran agama sebagai 
pengembangan ciri khas agama Islam, yakni Al-Ouran- 
Hadits, Akidah-Akhlak, Figh, Sejarah Kebudayaan Islam, dan 
Bahasa Arab. Jika layanan pendidikan madrasah ini diwajibkan 
dengan mengikuti kebijakan 5HS, maka siswa yang mengikuti 
pendidikan madrasah ini akan semakin larut dan sama sekali 
tidak akan efektif. Tentu ini menambah beban resistensi 
tersendiri. Dalam hal ini, penulis mengapresiasi sikap Direktur 
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kamaruddin 
Amin, yang memposisikan kebijakan 5HS itu hanyalah sebagai 
pilihan, untuk tidak mengatakan menolak secara tegas atas 
kebijakan 5HS. Sebab, kebijakan 5HS sangat tidak produktif 
bagi layanan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama 
(Kompas, 22/06/2017). 

Pendidikan karakter merupakan model pendidikan ideal 
yang diharapkan dapat menumbuhkembangkan kepribadian 
yang mumpuni. Pendidikan karakter mensyaratkan adanya 
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seperangkat nilai yang dijunjung tinggi dalam lingkungan 
pendidikan, bahkan pada tingkat tertentu diperlukan adanya 
figur ideal di lingkungan pendidikan. Pendidikan karakter 
itu sangat holistik. Dibutuhkan berbagai pendekatan dan 
strategi yang amat beragama, sehingga pendidikan karakter 
diselenggarakan tanpa batas, tidak mengenal waktu dan tempat 
tertentu. 


Pendidikan karakter diharapkan dapat mendorong 
terbentuknya masyarakat Indonesia yang memiliki karakter 
dan kepribadian yang paripurna, sehingga perlu mendapatkan 
dukungan dan pelibatan seluruh elemen masyarakat dan 
pemerintah. Sebab, pada hakikatnya pendidikan karakter 
menjadi hajat dan tanggung jawab seluruh masyarakat 
Indonesia dan pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini 
bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semata, 
tetapi juga Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, 
dan Kementerian/Lembaga lain yang utamanya menjalankan 
fungsi pendidikan. Untuk itu, kebijakan pendidikan karakter 
perlu dikomunikasi dan didialogkan dengan seluruh elemen 
masyarakat dan pemerintah, tidak terkonsentrasi pada salah 
satu Kementerian/Lembaga tertentu saja. 


Implementasi pendidikan karakter sesuai dengan 
program Nawacita sebaiknya diselenggarakan dengan 
memperkuat pendidikan dan pendekatan religiusitas. Sebab, 
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pendidikan keagamaan sangat efektif dalam menanamkan 
dan' menumbuh-suburkan karakter yang dibangun untuk 
memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Untuk 
itu, lembaga pendidikan keagamaan Islam, seperti pondok 
pesantren, madrasah diniyah takmiliyah, dan pendidikan 
Al-Ouran sebagai model lembaga pendidikan Islam berbasis 
masyarakat yang telah eksis sebelum Indonesia ini merdeka 
telah nyata-nyata berkontribusi besar dalam memperkuat 
karakteristik keislaman dan keindonesiaan bagi warga negera 
Indonesia perlu mendapatkan pengakuan, penguatan, dan 
pemberdayaan serta afirmasi sebagaimana mestinya. Bukan 
sebaliknya, membuat kebijakan yang justru menggerus dan 
menafikan layanan pendidikan keagaman Islam itu. 


Pendidikan keagamaan Islam lahir dari masyarakat dan 
diselenggarakan oleh masyarakat sehingga segala keputusan 
yang terkait dengan kepentingan lembaga pendidikan 
keagamaan Islam itu harus mendengar dan mencermati aspirasi 
dari masyarakat dengan menggunakan pendekatan bottom up. 
Dalam banyak pengalaman, keputusan yang terkait atau 
berdampak terhadap pendidikan keagamaan Islam ini tidak 
serta merta menyikapi dan membuat keputusannya secara 
sepihak, tanpa mendengar dan memahami terlebih dahulu 
aspirasi masyarakat, utamanya para penyelenggara pendidikan 
keagamaan Islam secara komprehensif. Oleh karenanya, 
mendialogkan dan mengkomunikasikan rencana kebijakan 
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dengan masyarakat dan komunitas pendidikan keagamaan 
Islam ini mutlak dilakukan. 


Jika kita mampu menggeser perhatian bahwa kini bukan 
saatnya lagi berkutat pada isu kebijakan dan penerapan 5HS, 
tetapi kita perlu merevitalisasi pendidikan karakter sebagai 
kebutuhan kita bersama. Maka, Insyaallah tidak akan ada 
lagi pro-kontra di tengah-tengah masyarakat. Kebijakan 
5HS sama sekali tidak identik dengan pendidikan karakter, 
dan pendidikan karakter tidak harus diimplementasikan 
dalam bentuk 5HS. Sisi penting inilah yang setidaknya 
harus dipahami ketika merancang Keputusan Presiden yang 
memperkuat pendidikan karakter itu. 
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KEBIJAKAN LIMA HARI BELAJAR 
DI SEKOLAH ANCAMAN 
BAGI PENDIDIKAN ISLAM 


ik ersiar kabar bahwa pemerintah melalui Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan langkah 
kebijakan 5 (lima) hari belajar di sekolah. Kebijakan ini 
ditengarai sebagai upaya tindak lanjut atas inisiasi kebijakan 
penyelenggaraan FDS (full day school) oleh Prof. Dr. Muhadjir 
Effendy yang disuarakan di awal-awal pelantikan dirinya 
sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan 
ini tampaknya semakin nyata dan diperkuat dengan proses 
drafting Keputusan Presiden tentang Penetapan Hari Belajar 
pada Satuan Pendidikan Formal Tingkat Dasar dan Menengah 
yang akan menetapkan 5 (lima) hari kerja dalam satu 
minggu. Dengan diberlakukannya 5 (lima) hari kerja dalam 
satu minggu ini maka siswa sekolah diharuskan melakukan 
proses pendidikannya hingga sore hari. Sebagai implikasinya, 
kebijakan ini juga harus melakukan revisi atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang di 
antaranya perlu perubahan atas ekuivalensi beban kerja guru. 
Di samping itu, langkah kebijakan ini akan berimplikasi pada 
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sejumlah regulasi dan kebijakan ikutannya yang tidak sedikit 
menuntut untuk dilakukan perubahan. 


Langkah kebijakan FDS melalui 5 (lima) hari belajar 
di sekolah ini dilakukan konon untuk memberi penguatan 
pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah serta 
memperkuat nilai-nilai moral atau akhlak dan kepribadian 
peserta didik. Hal ini sebagai bagian dari implementasi 
gerakan nasional revolusi mental melalui tanggung jawab 
dan kerjasama antar pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat 
baik pendidikan di sekolah, di rumah, dan lingkungan belajar 
lain yang terintegrasi. Untuk kepentingan itu, diperlukan 
penyesuaian jumlah hari belajar untuk memberikan kesempatan 
pembelajaran yang sama untuk berinteraksi dengan sumber 
belajar di rumah dan di masyarakat. Intinya adalah kebijakan 
FDS itu tetap diselenggarakan melalui penetapan lima hari 
belajar di sekolah. 


Menurut hemat penulis, langkah kebijakan ini memiliki 
implikasi yang sangat krusial terutama terkait dengan 
penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam, seperti 
Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), Pendidikan Al-Guran 
seperti TKA (Taman Kanak-kanak Al-Ouran), TPA (Taman 
Pendidikan Al-Ouran), dan TOA (Ta'limul Ouran lil Awlad), 
serta kegiatan kajian kitab bagi para siswa yang berada di 
pondok pesantren. Dalam tulisan ini diuraikan sejumlah 
implikasi atas pendidikan keagamaan Islam dan tawaran yang 
dilakukan terkait dengan kebijakan FDS ini. 
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Kondisi Objektif 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama 
Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, 
yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 
55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan 
Keagamaan, setidaknya terdapat sejumlah nomenklatur dalam 
pendidikan Islam yang di antaranya adalah pondok pesantren, 
madrasah diniyah takmiliyah, dan pendidikan Al-Ouran. 
Lembaga-lembaga ini berada pada jalur nonformal yang 
berfungsi memberikan layanan kepada seluruh anak bangsa 
yang beragama Islam agar dapat memenuhi kewajiban dirinya 
sebagai seorang muslim dan menjadi ahli di bidang ilmu agama 
Islam. Ketiga lembaga pendidikan keagamaan Islam ini telah 
lahir dan terus berkembang sebelum negara ini terbentuk. 
Kelahiran sejumlah lembaga ini juga menjadi pemenuhan atas 
kebutuhan masyarakat agar mereka mendapat pengetahuan 
agama yang baik, setidaknya dalam menunaikan kewajiban- 
kewajiban individunya (fardlu ain) sebagai seorang musim. 
Sebab, beban belajar Pendidikan Agama Islam di sekolah yang 
hanya dialokasikan 2-3 jam pelajaran dalam satu minggu itu 
tidak dapat membekali secara cukup atas pengetahuan dan 
keterampilan dalam menjalankan kewajiban dirinya (fardlu 
ain) sebagai muslim itu. 

Sistem EMIS (Education Management Information System) 
Ditjen Pendidikan Islam tahun 2016 menampilkan data untuk 
masih-masing nomenklatur itu sebagai berikut. 
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1. Pondok Pesantren 


Jumlah pondok pesantren seluruh Indonesia berjumlah 
28.961 lembaga, yang terdiri atas pesantren sebagai satuan 
pendidikan (hanya mengaji saja) yang biasa disebut 
pesantren salafiyah sebanyak 15.057 lembaga (51.9996) dan 
pesantren sebagai penyelenggaran pendidikan (disamping 
mengaji juga mengadakan pendidikan formal, seperti 
Sekolah/ Madrasah/Perguruan Tinggi dan nonformal, 
seperti Program Wajar Dikdas Salafiyah Ula/Wustha, Paket 
A/B/C dll) sebanyak 13.904 lembaga (48.0196). 


Adapun jumlah santri secara total berjumlah 4.028.660 
orang. Dari jumlah santri tersebut, santri yang mengikuti 
layanan pendidikan Madrasah (MI/MTs/MA) berjumlah 
1.858.352 orang (46.1396), layanan pendidikan Sekolah 
(SD/SMP/SMA/SMK) berjumlah 1.343.230 orang (33.3456), 
layanan perguruan tinggi berjumlah 67.320 orang (1.6796), 
layanan Pendidikan Kesetaraan (Program Wajar Dikdas 
Salafiyah Ula/Wustha, Paket A/B/C) berjumlah 82.046 
orang (2.046), dan yang hanya mengaji kitab saja berjumlah 
677.712 orang (16.8296), dengan jumlah ustad/kiai sebanyak 
322.328 orang. 


Di masyarakat, terdapat sejumlah organisasi yang 
mendampingi pengembangan pondok pesantren, baik 
yang dibentuk oleh organisasi masyarakat Islam seperti NU 
dan Muhammadiyah, maupun yang dibentuk oleh inisiasi 
masyarakat pesantren itu sendiri. Organisasi itu di antaranya 
adalah RMI-NU (Rabithah Maahidil Islamiyah Nahdlatul 
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Ulama), FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren), 
FSPP (Forum Silaturahim Pondok Pesantren), FKPM (Forum 
Komunikasi Pesantren Muadalah), Asosiasi Mahad Aly Seluruh 
Indonesia, dan sejumlah organisasi lainnya. Mereka berdiri atas 
dorongan semangat dan dulungan dari internal masyarakat 
itu sendiri. 

Proses penyelenggaraan pendidikan pesantren seperti 
ngaji kitab dan lain-lain bagi siswa yang sekolah/madrasah, 
yang berjumlah 3.201.582 jiwa atau 79.496 dari populasi 
santri pada pondok pesantren itu diselenggarakan setelah 
belajar pada satuan pendidikan formal, yang biasanya 
dilakukan mengikuti waktu-waktu shalat. Mereka mengkaji 
kitab kuning dan kajian keislaman untuk membekali diri 
dengan pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang 
lebih mendalam, dan di samping dengan pembentukan 
karakter, akhlakul karimah serta keleladanan oleh seluruh 
stakeholder pondok pesantren. 


2. Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) 


MDT diselenggarakan untuk melengkapi, memperkaya, 
dan mendalami pendidikan agama Islam pada sekolah secara 
berjenjang dan terstruktur. MDT untuk siswa SD di jenjang Ula 
yang dilakukan selama 4 tahun, untuk siswa SMP di jenjang 
Wustha selama 2 tahun, dan siswa SMA/SMK di jenjang 
Ulya selama 2 tahun. Materi yang dikaji meliputi mata- 
mata pelajaran Al-Ouran, Hadits, Akidah-Akhlak, Figh, 
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Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab serta program 
pengayaan kepribadian dan keagamaan lainnya. 


Proses penyelenggaraan pendidikan MDT ini dilakukan 
setelah mereka selesai mengikuti layanan pendidikan pada 
jalur formal, yang biasanya dilakukan pada jam 13.30 hingga 
16.30-an. 


Data EMIS Ditjen Pendidikan Islam tahun 2016 
menunjukan bahwa jumlah lembaga MDT saat ini sebanyak 
76.566 lembaga (MDT Ula sebanyak 72.853 lembaga, MDT 
Wustha sebanyak 10.330 dan MDT Ulya sebanyak 1.613 
lembaga), dengan jumlah santri secara total berjumlah 
6.000.062 jiwa (MDT Ula sebanyak 5.472,140 orang, MDT 
Wustha sebanyak 451,989 orang dan MDT Ulya sebanyak 
75,933 orang), dan jumlah ustad sebanyak 443.842 jiwa. 


Proses penyelenggaraan MDT ini diinisiasi dan diberikan 
dukungan termasuk finansial dari masyarakat, sementara dari 
Kementerian Agama dan pemerintah daerah bersifat bantuan 
imbal swadaya. 


Di sejumlah Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun 
Kabupaten/Kota, telah dilahirkan sejumlah Peraturan 
Daerah, Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota agar 
penduduk muslim mengikuti layanan MDT ini. Hampir 
di sebagian besar provinsi yang mayoritas penduduknya 
muslim telah diberlakukan aturan ini atas inisiasi masyarakat 
dan Pemerintah Daerah dan DPRD setempat. Dalam amatan 
penulis, di Provinsi Jawa Barat, hampir 8096 dari seluruh 
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pemerintah daerah kabupaten/kota telah mengeluarkan 
Peraturan Daerah Wajib Belajar Pendidikan MDT ini. 
Demikian juga, sejumlah pemerintah daerah kabupaten/ 
kota di provinsi-provinsi lainnya juga telah menetapkan 
Peraturan Daerah dan peraturan lainnya untuk dukungan 
MDT ini. 

Di masyarakat, telah terdapat sejumlah organisasi 
masyarakat berasal dari komunitas MDT baik yang dilakukan 
oleh organisasi masyarakat Isam maupun kalangan internal 
MDT, seperti Maarif, FKDT (Forum Komunikasi Diniyah 
Takmiliyah), KKDT (Kelompok Kerja Diniyah Takmiliyah), 
dan lain-lain. Organisasi-organisasi ini secara hirarkis terdapat 
mulai di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga 
desa. 


3. Pendidikan Al-Our'an 


Secara kelembagaan, pendidikan Al-Ouran yang 
berkembang di masyarakat memiliki beberapa variasi. 
Biasanya tergantung pada lembaga pembina yang 
menanganinya, seperti BKPRMI (Badan Koordinasi 
Pemuda/Remaja Masjid Indonesia), JOH (Jamiyatul 
Ourra Wal Huffazh), Aisyiyah, dan lain-lain. Untuk usia 
pendidikan dini dan dasar, setidaknya terdapat lembaga 
pendidikan: TKA (Taman Kanak-Kanak Al-Ouran) untuk 
usia 4-7 tahun, TPA (Taman Pendidikan Al-Ouran) untuk 
usia 7-11 tahun, dan TOA (Talimul Ouran lil-Awlad) 
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untuk usia 11-17 tahun. Saat ini pendidikan Al-Ouran itu 
berjumlah 134.860 lembaga, santri sebanyak 7.356.830 jiwa, 
dan ustad sebanyak 620.256 orang. 


Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan Al-Ouran 
itu menggunakan sejumlah bahan ajar, seperti Metode Igra, 
Metode Al-Baghdadi, Metode Oira'ati, dan lain-lain yang 
diarahkan untuk tata cara membaca dan pengenalan huruf 
hijaiyah, membaca dan menulis Al-Ouran, hingga Tahfizh 
Al-Ouran. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan Al-Ouran 
ini dilakukan di sejumlah tempat yang lebih fleksibel, seperti 
tempat ibadah mushalla dan masjid, rumah ustad, balai atau 
ruang terbuka, dan lain-lain. 


Proses pendidikan pada lembaga pendidikan Al-Ouran ini 
dilakukan setelah mengikuti layanan pendidikan formal, yang 
biasanya diselenggarakan pada kisaran pukul 14.00 hingga 
menjelang maghrib, dan pada beberapa masyarakat pedesaan 
dilakukan setelah shalat maghrib. 


Pembiayaan pendidikan Al-Ouran bersumber dari 
masyarakat dan Kementerian Agama hanya bersifat bantuan 
imbal swadaya, dengan dana yang sangat terbatas. 


Implikasi Kebijakan FDS dan 5 (lima) Hari Belajar di 
Sekolah Berdasarkan kondisi objektif di atas, kebijakan FDS 
dan Penetapan Hari Belajar selama 5 (lima) hari dalam satu 
minggu akan berimplikasi terhadap penyelenggaraan layanan 
Pendidikan Keagamaan Islam di atas. Secara rinci dapat 
disampaikan tabel berikut: 
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Pondok Pesantren 13.904 | 3.201.582 322.328 


Madrasah Diniyah 
2 sa 76.566 | 6.000.062 443.842 
Takmiliyah 
| 3 | pendidikan Al-Ouran 34.860 | 7.356.830 620.256 
225550) tessnaa) Tanca2e 


Tabel. Layanan Pendidikan Keagamaan Islam yang Terkena 
Dampak Atas Kebijakan FDS dan 5 (Lima) Hari Belajar di 
Sekolah 


Catatan: sejumlah 13.904 santri yang terkena dampak 
kebijakan FDS dan 5 (Lima) hari belajar di sekolah pada 
nomenklatur pondok pesantren itu hanya pada pondok 
pesantren sebagai penyelenggara pendidikan, yakni di samping 
menyelenggarakan kajian kitab juga menyelenggarakan layanan 
pendidikan formal tingkat dasar dan menengah. Demikian 
juga jumlah santri sejumlah 3.201.582 itu adalah santri yang 
di samping belajar pada pondok pesantren juga mengikuti 
layanan pendidikan pada madrasah dan sekolah. 


Implikasi atas kebijakan FDS dan Lima hari belajar di 
sekolah terhadap layanan pendidikan keagamaan Islam ini 
dapat berbentuk sebagai berikut: 

1. Terganggunya proses pembelajaran pendidikan keagamaan 
Islam. Proses pembelajaran pendidikan keagamaan Islam 
hanya dalam ruang waktu yang sangat sedikit, untuk 
mengatakan tidak ada waktu sama sekali. Tata kelola 
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penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam sangat 
susah untuk terselenggara dengan baik. 


Tidak tercapainya tujuan pendidikan atas layanan 
pendidikan keagaman Islam. Layanan pondok pesantren 
yang bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan 
keagamaan berbasis kitab itu akhirnya tidak akan tercapai, 
mengingat sudah tidak adanya waktu bagi santri untuk 
mengkaji kitab. Hampir seharian waktu digunakan untuk 
sekolah, sehingga para santri tidak memiliki waktu lagi 
untuk membaca dan menimba ilmu keagamaan termasuk 
mengaji kitab. 

Gulung tikarnya layanan pendidikan keagamaan Islam. 
Layanan pendidikan keagamaan Islam terutama yang 
berbentuk MDT dan pendidikan Al-Ouran sangat 
besar kemungkinan akan terhenti. Hal ini telah terjadi 
di beberapa daerah yang sudah menerapkan kebijakan 
penyelenggaraan 5 (lima) hari untuk sekolah, sehingga 
MDT dan Pendidikan Al-Ouran kini menjadi gulung 
tikar dan tidak dapat beroperasi lagi. MDT dan 
pendidikan Al-Ouran tidak dapat berjalan degan baik 
akibat ketidaktersediaan waktu untuk belajar. 
Pemerintah Daerah yang telah menetapkan kebijakan 
Wajib Belajar Pendidikan MDT tentu akan menghadapi 
kendala yang cukup serius. Kebijakan yang selama ini 
telah berlangsung tidak dapat dijalankan, mengingat 
keterbatasan waktu dan gulung tikarnya lembaga MDT 
itu sendiri. 
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5. Ketidakberlangsungan layanan pendidikan keagamaan 
Islam di masyarakat memungkinkan terjadinya 
pendangkalan pengetahuan agama sehingga rawan terjebak 
pada pemikiran dan gerakan intoleran. 


Terkait dengan pemikiran dan gerakan intoleran 
di kalangan pelajar sekolah, Lembaga Kajian Islam dan 
Perdamaian (Institute for Peace and Islamic Studies) pada 
tahun 2010 telah melakukan penelitian dengan responden 
sebanyak 2.639 guru Pendidikan Agama Islam pada SMA/ 
SMK dan 611.678 siswa/siswi SMA/SMK yang diajarinya 
di wilayah Jabodetabek dengan menghasilkan kesimpulan 
sebagai berikut. Pertama, pada aspek organisasi intoleran, 
dari 66.4X guru yang mengenal organisasi intoleran, 
ternyata ada 23.6# mereka setuju terhadap apa yang 
dilakukan organisasi intoleran itu. Sementara dari 25.746 
siswa/siswi SMA/SMK yang mengenal organisasi intoleran 
itu, ternyata ada 12.196 mereka menyetujui agenda-agenda 
organisasi intoleran itu. Kedua, pada asepek sang tokoh 
intoleran, dari 59,296 guru yang mengenal tokoh intoleran 
ternyata 23,896 di antaranya setuju dengan yang dilakukan 
sang tokoh intoleran. Dari 26.896 siswa/siswi SMA/SMK 
yang mengenal tokoh intoleran ternyata 13.496 di antaranya 
mereka setuju terhadap yang dilakukan oleh sang tokoh 
intoleran. 


Penelitian ini menunjukan bahwa baik dari guru pendidikan 
agama Islam maupun siswa/siswi SMA/SMK di Jabodetabek 
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yang mengenal organisasi intoleran dan tokohnya, separuh 
dari mereka menyetujui agenda dan apa yang dilakukan oleh 
organisasi dan tokoh intoleran itu. Ini artinya tantangan 
intoleransi dan ekstremisme di sekolah sangat luar biasa dan 
tidak bisa dipandang enteng. 


Tawaran Solusi 


Selaras dengan rencana Kebijakan FDS dan 5 (lima) Hari 
Belajar di Sekolah dimaksud untuk membentuk karakter anak, 
beberapa tawaran dapat disampaikan sebagai berikut: 


1. Tidak diperlukannya kebijakan yang mengatur jam belajar 
untuk sekolah selama 5 (lima) hari dalam satu minggu. 
Sebab, jika diberlakukan selama 5 (lima) hari maka proses 
pembelajaran di sekolah akan berlangsung hingga sore 
hari, dan itu akan mematikan penyelenggaraan pendidikan 
keagamaan Islam yang selama ini telah berlangsung. 


2. Kebijakan FDS lebih diarahkan pada penyelenggaraan 
proses pendidikan karakter melalui layanan pendidikan 
keagamaan Islam (bagi yang muslim) melalui layanan 
pendidikan pondok pesantren, MDT, dan pendidikan Al- 
Ouran. Siswa sekolah melakukan proses pembelajaran 
sebagaimana mestinya, setelah itu kemudian mereka 
diminta untuk mengikuti layanan pendidikan pada 
pondok pesantren (bagi yang tinggal di pesantren), atau 
mengikuti layanan MDT atau Pendidikan Al-Ouran (bagi 
yang tidak tinggal di pondok pesantren). Oleh karenanya, 
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perlu ada kebijakan yang sinergis antara Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan 
Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah 
sendiri yang mengintegrasikan penyeleggaraan pendidikan 
keagamaan Islam ini (MDT dan Pendidikan Al-Ouran) 
dengan sekolah. Kebijakan integrasi ini juga perlu 
dipastikan agar lembaga pendidikan keagamaan Islam 
yang telah ada tidak tercerabut dan gulung tikar. Untuk 
itu, peran serta organisasi masyarakat yang membidangi 
MDT dan pendidikan Al-Ouran perlu dilibatkan secara 
intens. Demikian juga kebijakan integrasi ini dipastikan 
memenuhi syarat dan kriteria terutama bagi guru-guru 
yang mengampu pada mata-mata pelajaran pendidikan 
keagamaan itu sehigga pendidikan keagamaan Islam dapat 
berjalan sesuai maksud dan orientasinya yang benar. 


Pembahasan kebijakan FDS dan 5 (lima) Hari Belajar di 
Sekolah ini perlu melibatkan komunitas masyarakat yang 
membidangi layanan pendidikan keagamaan Islam. Untuk 
pondok pesantren, perlu dilibatkan Rabithah Ma'ahidil 
Islamiyah (RMI) dan FKPP (Forum Komunikasi Pondok 
Pesantren). Untuk MDT, perlu dilibatkan FKDT (Forum 
Komunikasi Diniyah Takmiliyah) dan Maarif. Untuk 
pendidikan Al-Ouran, perlu dilibatkan BKPRMI (Badan 
Koordinasi dan Pemuda Remaja Masjid Indonesia), 
Aisyiyah, Jamiyatul Oura wal Huffazh, dan lain-lain. 
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4. Kebijakan yang melibatkan pendidikan keagamaan 
Islam selayaknya menggunakan prinsip dan pendekatan 
buttom up, bukan top down. Sebab, pendidikan keagamaan 
Islam bukan hanya dimiliki oleh pemerintah, namun 
keberadaannya sangat tergantung dari kekuatan masyarakat 
itu sendiri. 


Demikian. Semoga manfaat. 
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MENGAMPUTASI KEBIJAKAN 
LIMA HARI SEKOLAH 


enin, 17 Juli 2017, merupakan hari pertama masuk 

sekolah di seluruh pelosok negeri. Seluruh siswa, baik 

pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar 
maupun pendidikan menengah, kembali masuk sekolah untuk 
menimba ilmu pengetahuan. Tak terkecuali siswa lama, siswa 
baru pada masing-masing jenjang pun mulai beraktivitas 
belajar. Namun, di sebagian daerah akan diperoleh pengalaman 
yang berbeda, terutama pada beberapa daerah yang akan 
menerapkan kebijakan 5HS (Lima Hari Sekolah) pada layanan 
pendidikan sekolah (SD/SMP dan SMA/SMK), atas dasar 
Permendikbud No. 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah. 
Permendikbud tersebut berisi tentang penyelenggaraan 5HS, 
yakni sekolah selama 5 (lima) hari dalam seminggu, sehingga 
setidaknya 40 (empat puluh) jam aktivitas belajar di sekolah 
melalui kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra- 
kurikuler. Konon, Permendikbud ini didasarkan pada 
kepentingan untuk peningkatan pendidikan karakter siswa, 
di samping untuk memenuhi beban kerja guru. 
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Permendikbud No. 23 tahun 2017 ini telah menghabiskan 
energi seluruh komponen anak bangsa, mulai praktisi, 
pengamat, ulama, pimpinan ormas, hingga pengambil 
kebijakan pendidikan di negeri ini. Pro dan kontra terjadi di 
mana-mana. Tidak tanggung-tanggung, Presiden RI pun turut 
serta mengambil bagian dari kebijakan ini. Permendikbud 
yang kurang aspiratif ini, baik pada proses penyusunan yang 
tidak banyak melibatkan Kementerian/Lembaga lain, lebih- 
lebih unsur masyarakat pendidikan keagamaan, maupun tidak 
dipedulikannya penolakan dari berbagai ormas dan lembaga, 
tampaknya akan “kekeuh” dilaksanakan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun ajaran baru 2017. 
Tentu, ini merupakan sebuah kebijakan yang sama sekali tidak 
mencerminkan aspirasi banyak pihak dan tampak sangat 
dipaksakan. 


Jika pada minggu terakhir Ramadhan tahun 2017 lalu, 
Ketua Umum MUI, KH. Maruf Amin yang didampingi 
Mendikbud, Muhadjir Effendy, di Istana Negara menyatakan 
bahwa akan dilakukan penataan regulasi atas Permendikbud 
tersebut dengan Peraturan Presiden, maka tampaknya itu 
tidak menyurutkan diberlakukannya kebijakan 5HS ini. 
Secara regulatif, Permendikbud No. 23 tahun 2017 tetap 
berlaku, sebab belum pernah ada pembatalan secara yuridis 
baik misalnya dengan adanya Permendikbud baru maupun 
Peraturan Presiden atau Keputusan lainnya yang menganulir 
Permendikbud No. 23 tahun 2017 tersebut. Pada posisi ini, 
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tampaknya Mendikbud, Muhadjir Effendy, bersikeras dan 
belum ada tanda-tanda atau niatan untuk menerbitkan 
Permendikbud baru yang membatalkan Permendikbud No. 23 
tahun 2017 ini, meski penolakan dari berbagai daerah, ormas, 
lembaga telah muncul di mana-mana. 


Sebagaimana diberitakan oleh beberapa media 
(semarak.news.com), hingga momentum silaturahmi di 
Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang 
(27/6/2017), Mendikbud ditengarai mengajak pimpinan 
pesantren dan lembaga pendidikan untuk mendukung 
kebijakan Permendikbud No. 23 tahun 2017 ini. Namun, 
sang pengasuh pesantren, KH. Abdul Salam Shohib pun 
menolak kebijakan itu. 


Berbagai pertimbangan atas penolakan Permendibud No. 
23 tahun 2017 telah disampaikan dengan berbagai argumen 
dan alasan, dari hal yang sangat fundamental hingga teknis- 
operasional. Tidak hanya faktor filosofi pendidikan dan 
kebijakan, tetapi juga pertimbangan faktor ril di lapangan 
dari berbagai daerah mengenai sulitnya penerapan kebijakan 
ini pun telah disampaikan oleh khalayak. Sesungguhnya, 
penolakan ini bukan disebabkan karena Mendikbud, Muhadjir 
Effendi, itu merupakan kader Muhammadiyah, sehingga NU 
atau ormas lainnya perlu menolak kebijakan ini. Sama sekali 
tidak. Akan tetapi, penolakan ini didasarkan atas implikasi 
kebijakan yang berdampak sangat luas bagi anak bangsa di 
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negeri yang kita cintai ini yang semestinya harus menjadi 
pertimbangan prinsip. 

Gesekan waktu belajar siswa antara untuk sekolah dengan 
layanan pendidikan keagamaan pun telah disampaikan secara 
terbuka, lengkap dengan data-data yang valid dan akurat. Penulis 
sendiri telah menyajikan sejumlah tulisan terkait ini, lengkap 
dengan data-datanya. Berdasarkan data EMIS Kementerian 
Agama RI, setidaknya ada 17.006.288 santri pada pendidikan 
keagamaan Islam yang akan terganggu dengan kebijakan 
Permendikbud ini. Mereka terdiri dari 3.649.396 santri pondok 
pesantren yang mengaji kitab kuning merangkap sebagai siswa 
pada sekolah (SD/SMP/SMA/SMK) dan madrasah (MI/MTs/ 
MA): 6.000.062 santri pada Madrasah Diniyah Takmiliyah 
baik tingkat ula, wustha maupun ulya, dan 7.356.830 santri 
pada pendidikan Al-Ouran (TKA, TPA, dan TOA). Pada 
aspek lembaga pendidikan keagamaan Islam, setidaknya ada 
225.719 lembaga yang terkena imbas, yang terdiri atas 14.293 
pondok pesantren yang menyelenggarakan kajian kitab kuning 
sekaligus melakukan layanan pendidikan sekolah (SD/SMP/ 
SMA/SMK) dan madrasah (MI/MTs/MA): 76.566 Madrasah 
Diniyah Takmiliyah baik tingkat ula, wustha maupun ulya, dan 
134.860 pendidikan Al-Ouran yang terdiri atas TKA (Taman 
Kanak-kanak Al-Ouran), TPA (Taman Pendidikan Al-Ouran), 
dan TOA (Talimul Ouran lil Awlad). Pada aspek pendidik 
pada layanan pendidikan keagamaan Islam setidaknya ada 
1.386.426 orang, yang terdiri atas 322.328 pendidik pada 
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pondok pesantren, 443.842 pendidik pada Madrasah Diniyah 
Takmiliyah baik tingkat ula, wustha maupun ulya, dan 620.256 
pendidik pada pendidikan Al-Ouran yang terdiri atas TKA, 
TPA, dan TOA (Ta'limul Ouran lil Awlad). 

Demikian juga, kebijakan Permendikbud itu sangat 
mengganggu penyelenggaraan pendidikan umum berciri khas 
Islam, yakni Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), 
Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). 
Setidaknya terdapat 77.336 lembaga madrasah (RA: 27.999, MI: 
24.560, MTs: 16.934 dan MA: 7.843), 820.839 guru madrasah 
(RA: 48.596, MI: 269.460, MTs: 265.784, MA: 236.999), dan 
9.252.437 siswa madrasah (RA: 1.231.101, MI: 3.565.875, 
Ms: 3.160.685, dan MA: 1.294.776). Semua itu akan terkena 
dampak kontraproduktif atas kebijakan Permendikbud No. 
23 tahun 2017. Kini dalam durasi 6 (enam) hari belajar 
dalam satu minggu, dengan menggunakan kurikulum 2013 
siswa MI kelas 5-6 belajarnya hingga pukul 13.00, siswa 
MTs belajar hingga pukul 14.30: dan siswa MA belajar 
hingga pukul 17.00. Bahkan, siswa MA dengan peminatan 
keagamaan berada di madrasah hingga pukul 18.00-19.00. 
Pendidikan umum berciri khas Islam (RA, MI, MTs, MA) 
ini di samping menyelesaikan beban kurikulum sejumlah 
mata pelajaran pendidikan umum sebagaimana sekolah, 
juga mengajarkan 5 (lima) mata pelajaran agama sebagai 
pengembangan ciri khas agama Islam, yakni Al-Ouran dan 
Hadits, Akidah-Akhlak, Figh, Sejarah Kebudayaan Islam, 


110 Dr. H. Suwendi, M.Ag. 


dan Bahasa Arab. Jika layanan pendidikan madrasah ini 
diwajibkan dengan mengikuti kebijakan Permendikbud 
No. 23 tahun 2017, maka siswa yang mengikuti pendidikan 
madrasah ini akan semakin larut dan sama sekali tidak akan 
efektif. 


Sebenarnya, menurut hemat penulis, ketidaksetujuan atas 
Permendikbud itu sama sekali bukan terkait dengan gagasan 
besar penguatan pendidikan karakter. Semua masyarakat 
menyetujui pendidikan karakter itu. Akan tetapi, masyarakat 
menolak atas kebijakan 5HS, karena itu bersinggungan dengan 
layanan pendidikan lain serta berbagai pertimbangan lainnya. 
Oleh karenanya, kebijakan 5HS itu tidak identik dengan isu 
pendidikan karakter: dan pendidikan karakter tidak mesti 
harus diselenggarakan dengan kebijakan 5HS. Menolak 
kebijakan 5HS bukan berarti menolak kebijakan pendidikan 
karakter. Demikian juga, menerima kebijakan pendidikan 
karakter bukan berarti menerima kebijakan 5HS. 


Atas dasar itu, terdapat sejumlah hal yang harus dilakukan 
untuk membendung pelaksanaan Permendikbud No. 23 tahun 
2017. Pertama, perlu ada desakan untuk membatalkan secara 
yuridis Permendikbud No. 23 tahun 2017 ini. Pembatalan ini 
harus dikukuhkan dengan sebuah keputusan yang bersifat 
regulatif, baik berupa Keputusan dan Peraturan Presiden, 
atau setidak-tidaknya Permendikbud baru yang menganulir 
Permendikbud No. 23 tahun 2017. Sebab, Permendikbud 
hanya bisa dicabut oleh keputusan di atasnya atau setidak- 
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tidaknya oleh keputusan dalam tingkat yang sama. Sebaiknya, 
pembatalan ini harus diterbitkan sebelum dimulainya tahun 
ajaran baru, yakni tanggal 17 Juli 2017 mendatang. Jika telah 
terbit keputusan pembatalan secara yuridis ini, sesungguhnya 
tidak diperlukan lagi langkah-langkah berikutnya. Akan tetapi, 
jika tidak juga diterbitkan maka perlu dilakukan langkah 
berikutnya. 


Kedua, mendesak Pemerintah Daerah baik Provinsi 
maupun kabupaten/kota untuk tidak menerapkan kebijakan 
Permendikbud No. 23 tahun 2017. Kemendikbud hanya berada 
di tingkat pusat. Ia tidak memiliki layanan pendidikan di tingkat 
provinsi dan kabupaten/kota. Layanan-layanan pendidikan di 
tingkat provinsi dan kabupaten/kota merupakan otoritasnya 
pemerintah daerah. Untuk itu, forum-forum semisal FKDT 
(Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah), FKPP (Forum 
Komunikasi Pondok Pesantren) atau RMI (Rabithah Maahidil 
Islamiyah), LP-Maarif (Lembaga Pendidikan Maarif), FKPO 
(Forum Komunikasi Pendidikan Al-Ouran), dan forum- 
forum kekuatan civil society lainnya segera bergerak untuk 
mendialogkan dan meyakinkan pemerintah daerah melakukan 
penolakan atau setidak-tidaknya penangguhan atas berlakunya 
Permendikbud No. 23 tahun 2017 itu. Dalam konteks ini, 
kita patut mengapresiasi pemerintah daerah Provinsi Jawa 
Timur dan sejumlah Pemerintah Daerah lainnya yang telah 
mengeluarkan kebijakan penangguhan atas pelaksanaan 
Permendikbud No. 23 tahun 2017 ini. 
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Ketiga, melakukan judicial review atas Permendikbud No. 
23 tahun 2017. Judicial review ini didasarkan atas ketidak- 
sinkronan antara Permendikbud dengan sejumlah regulasi 
di atasnya. Pertama, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional terutama pasal 51 yang menyatakan 
bahwa pengelolaan satuan pendidikan itu dilaksanakan 
berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip 
manajemen berbasis sekolah/madrasah. Manajemen berbasis 
sekolah/madrasah ini menegaskan bahwa proses pendidikan 
didasarkan atas otonomi pendidikan pada satuan pendidikan. 
Dalam konteks ini, Permendikbud No. 23 tahun 2017 pasal 
9 yang menyatakan bahwa bagi daerah-daerah tertentu yang 
belum siap atas kebijakan Permendikbud No. 23 tahun 2017 
dapat dilakukan secara bertahap. Terminologi “bertahap” sama 
sekali berbeda maknanya dengan “boleh memilih” “Bertahap” 
memiliki makna sebuah keharusan yang pada akhirnya benar- 
benar harus dipenuhi dan mesti dijalankan, bukan boleh 
atau tidak boleh dilakukan sebagaimana pengertian “boleh 
memilih”. Dalam hal ini, satuan pendidikan dipaksa harus 
mengikuti Permendikbud No. 23 tahun 2017, bukan atas 
dasar prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah lagi. 
Kedua, PP No. 19 tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, 
terutama Pasal 52 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Beban 
kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap 
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muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka 
dalam I (satu) minggu” Kebijakan No. 23 tahun 2017 itu 
memaksa guru untuk dapat memenuhi beban kerjanya 
di tingkat maksimal, yakni 40 jam tatap muka dalam satu 
minggu. Ketiga, Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 
tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah. 
Pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan “Hari kerja bagi seluruh 
lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Raya ditetapkan lima hari kerja 
mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat” Sementara 
Pasal (3) ayat (1) menyatakan “Dikecualikan dari ketentuan 
tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 adalah: (al. Unit-unit di lingkungan lembaga 
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang 
tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat, 
Ibl Lembaga Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), 
Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah 
Lanjutan Atas (SLTA)”: Sementara di ayat (2) dinyatakan 
bahwa “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri atau Pimpinan 
Lembaga Pemerintah dengan koordinasi dan setelah mendapat 
persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara”. 
Menurut hemat penulis, pelaksanaan lima hari kerja tidak boleh 
diselenggarakan bagi unit lembaga pemerintah yang tugasnya 
bersifat pemberian layanan kepada masyarakat dan lembaga 
pendidikan mulai SD hingga SLTA. Untuk itu, Mendikbud, 
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sebagai leading sector pendidikan, harus bisa memastikan agar 
dapat membuat aturan agar proses pendidikan di luar DKI 
Jakarta tidak berjalan selama 5 (lima) hari. Atas dasar UU 
No. 20 tahun 2003, PP No. 19 tahun 2017, dan Keppres No. 68 
tahun 1995, dan bisa jadi dengan sejumlah regulasi lainnya, 
maka Permendikbud No. 23 tahun 2017 ini cacat demi hukum. 


Keempat, penulis mendorong kepada Kementerian Agama 
untuk tidak ikut-ikutan melaksanakan Permendikbud No. 23 
tahun 2017 di lingkungan pendidikan Madrasah (RA/MI/MTs/ 
MA). Kementerian Agama memiliki otoritasnya sendiri dalam 
memberlakukan aturan atas layanan pendidikan madrasah, 
sekalipun sama-sama layanan pendidikan. Toh, Kementerian 
Agama tetap menerapkan kebijakan Kurikulum 2013, padahal 
Kemendikbud tidak memberlakukannya lagi. Kementerian 
Agama memiliki kemandirian dan otoritas dalam layanan 
pendidikan agama dan keagamaan, sebagaimana diatur oleh 
PP No. 55 tahun 2007. Di samping tidak memungkinkannya 
pelaksanaan 5HS untuk madrasah karena beban kurikuler 
yang jauh lebih banyak dibanding sekolah, juga kebijakan 
5HS berpotensi kuat akan mematikan layanan pendidikan 
keagamaan Islam, yang juga menjadi bagian dari tugas dan 
tanggung jawab Kementerian Agama. 

Kelima, jika kekuatan secara soft power telah 
dilaksanakan, seperti langkah pertama hingga keempat di 
atas namun tidak juga berhasil, maka sebagai hak warga 
negara memungkinkan untuk seluruh komponen masyarakat 
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pendidikan bergerak menyuarakan aspirasinya secara terbuka, 
dalam koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 
Langkah ini perlu dikonsolidasi dan dimatangkan betul serta 
patut bergerak secara bersama-sama sehingga masyarakat luas 
mengetahui dengan kasat mata bahwa memang Permendikbud 
No. 23 tahun 2017 itu sangat problematis. 


Demikian, semoga manfaat. 
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BAGIAN TIGA 


IKHTIAR PENGUATAN 
LAYANAN KEAGAMAAN 


pa | 


MEMAHAMI IKHTIAR 
LAHIRNYA REGULASI ZAKAT 


enteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin (LHS), 
M dalam sebuah kesempatan menyatakan akan 

mendorong terbitnya Peraturan Presiden tentang 
Optimalisasi Penghimpunan Zakat Aparatur Sipil Negara 
(OPZ-ASN) Muslim. Regulasi ini dimaksudkan sebagai bagian 
dari kesungguhan Kementerian Agama yang dipimpinnya 
untuk memfasilitasi ASN Muslim dalam menyalurkan 
zakat, terutama zakat profesi, melalui Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang 
didirikan oleh ormas Islam dan kalangan profesional lainnya. 
Sebagai lembaga pemerintah, Kementerian Agama memiliki 
kewenangan, bahkan pada tingkat tertentu menjadi kewajiban, 
untuk membuat regulasi, memfasilitasi, dan melakukan 
langkah-langkah serta kebijakan strategis dalam upaya 
memaksimalkan pelaksanaan ajaran agama yang diyakini oleh 
warga negaranya, tak terkecuali dalam penghimpunan zakat. 


Dalam berbagai kesempatan, LHS menyatakan bahwa 
langkah kebijakan OPZ-ASN yang akan diambilnya ini 
tetap akan sesuai dengan koridor ajaran agama Islam, dan 
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tidak bertentangan dengan aturan figh. Setidaknya, ada tiga 
prinsip OPZ-ASN, yakni hanya bagi ASN yang beragama 
Islam, ASN yang penghasilannya mencapai nishab, dan 
didasarkan atas persetujuan dari yang bersangkutan. 
Dengan prinsip-prinsip ini, LHS sesungguhnya melakukan 
terobosan mendekatkan layanan zakat kepada muzakki 
yang berprofesi sebagai ASN secara langsung, di samping 
mendorong penataan akuntabilitas lembaga pengelola zakat 
yang lebih baik. 


Meskipun demikian, apa yang disiapkan oleh LHS dan 
kementeriannya itu sesungguhnya bukanlah barang baru. 
Sebab, sebelumnya telah lahir sejumlah regulasi tentang 
zakat, seperti UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Zakat yang kemudian telah diturunkan ke dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU 23 
tahun 2014. Selain itu, ada Instruksi Presiden No. 3 tahun 2014 
tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/ 
Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat 
Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha 
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan 
Amil Zakat Nasional. Atas dasar instruksi ini, sejak beberapa 
tahun yang lalu hingga kini sebagian besar ASN muslim di 
Kementerian Agama tingkat pusat telah mempraktekkan 
optimalisasi penghimpunan zakat profesi ini yang setiap 
bulan dipotong 2,54 melalui Baznas. Selain regulasi itu, 
Menteri Agama juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri 
Agama Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara 
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Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan 
Zakat Untuk Usaha Produktif. 


Dalam konteks komitmen LHS untuk mendorong terbitnya 
regulasi tentang OPZ-ASN ini, penulis dapat memahaminya 
dari beberapa alasan berikut. Pertama, relasi agama dan 
negara yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila 
merupakan jalan tengah yang tepat bagi Indonesia, yang tidak 
menganut ideologi negara Islam secara formal maupun negara 
sekuler. Pancasila mengandung dan selaras dengan nilai-nilai 
agama, dan oleh karenanya nilai-nilai agama bersifat built in 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan dasar 
Pancasila, sejatinya Indonesia adalah negara yang agamis. 


Sejumlah bukti bahwa Indonesia merupakan negara agamis 
dapat dilihat dari sejumlah norma yang diatur dalam UUD 1945 
berikut. Alinea ketiga Pembukaan UUD menyebut “Atas berkat 
rahmat Allah Yang Maha Kuasa” sebagai basis pernyataan 
kemerdekaan Indonesia. Pasal 9 UUD yang mewajibkan 
Presiden/Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya. Pasal 
24 ayat (2) UUD yang memungkinkan bagi pembentukan 
peradilan agama di bawah Mahkamah Agung. Pasal 28) UUD 
bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang 
ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum 
dalam suatu masyarakat yang demokratis. Pasal 29 ayat (1) 
UUD bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha 
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Esa.” Pasal 31 ayat 3 UUD bahwa ” Pemerintah mengusahakan 
dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang 
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia...” 
Pasal 31 ayat 5 UUD bahwa "Pemerintah memajukan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai- 
nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban 
serta kesejahteraan umat manusia. 


Meski bukan negara agama secara formal, atas dasar 
Pancasila, negara ini menjamin kebebasan ekspresi agama warga 
negaranya dan bahkan negara memfasilitasi kebutuhan dalam 
pengamalan kehidupan beragama. Kini telah lahir sejumlah 
aturan negara yang secara eksplisit mengakomodir nilai-nilai 
agama, seperti UU Perkawinan, UU Perbankan Syariah, UU 
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), termasuk regulasi 
yang secara implisit mengadopsi nilai-nilai agama, seperti UU 
Kewarganegaraan, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
dan lain-lain. Dalam konteks ini, komitmen LHS yang akan 
mendorong terbitnya Peraturan Presiden tentang OPZ-ASN 
ini, menurut hemat penulis, dapat dipahami sebagai bagian 
dari implikasi atas relasi agama dan negara yang dipilih oleh 
Indonesia. 


Kedua, komitmen LHS untuk melahirkan regulasi 
OPZ-ASN dan menyatakan agar dana zakat itu hendaknya 
dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, baik untuk 
mengentaskan kemiskinan, peningkatan pendidikan agama 
dan keagamaan, maupun berbagai persoalan keumatan lainnya. 
Hal ini dapat dimaknai sebagai upaya agar dalam memahami 
agama itu hendaknya dilakukan dengan pendekatan yang 
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transformatif. Agama dilahirkan oleh Tuhan dan ditafsirkan 
oleh manusia yang pada hakikatnya perlu diorientasikan 
untuk kemaslahatan manusia.” Sebab, manusialah yang 
membutuhkan agama. Ajaran agama, termasuk zakat, 
perlu dipahami sebagai instrumen agama dalam menjawab 
problem kemanusiaan, sehingga zakat yang masih berbentuk 
“energi potensial” itu dapat menjadi “energi aktual” guna 
menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan. Jika agama 
didedikasikan semata-mata untuk Tuhan, maka agama menjadi 
tidak fungsional dalam kontek kemanusiaan. Agama pun 
menjadi buntu dan menjadi isu-isu yang “melangit” semata, 
sehingga agama tidak mampu diterjemahkan untuk menjawab 
persoalan kemanusiaan. 


Dalam konteks itu, mengaktualisasikan zakat untuk 
memenuhi kehidupan hajat hidup orang banyak dan kebutuhan 
kemanusiaan merupakan sebuah keniscayaan. Memaknai zakat 
tidak hanya semata-mata berdasarkan perspektif “lagu lama” 
yang kurang sensitif terhadap isu kemanusiaan, tetapi zakat 
perlu dikoneksikan dengan fakta-fakta nyata di lapangan.? 


25 Lihat: Tim Penyusun, Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional, 
(Tangerang: Direktorat Jenderal Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan 
Zakat, 2013). 

26 Oleh karena itu, para ulama kontemporer menyebut zakat sebagai ibadah 
sosial karena pelaksanaannya terkait erat dengan situasi dan kondisi yang 
melingkupi muzakki maupun mustahig. Lebih jauh, fundamental dari 
zakat adalah menjembatani kesenjangan sosial-ekonomi di masyarakat. 
Pemahaman semacam ini lebih produktif daripada sekedar menempatkan 
zakat sebagai kewajiban pribadi atas kepemilikan kekayaan pribadi. Oleh 
sebab itu, peran pemerintah sebagai pihak yang memahami data tentang 
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Ketiga, upaya LHS dengan ikhtiar melahirkan Peraturan 
Presiden tentang OPZ-ASN ini merupakan bagian dari strategi 
dan langkah kebijakan untuk menggali potensi zakat yang 
demikian besar. Diberitakan, Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) pada tahun 2017 telah berhasil menghimpun dana 
zakat hingga 6 triliun rupiah, yang di tahun sebelumnya hanya 
mencapai 5,12 triliun rupiah. Meskipun demikian, angka-angka 
itu masih jauh dari potensi dana zakat yang mencapai ratusan 
triliun rupiah. Ini artinya bahwa potensi zakat itu demikian 
besar dan masih belum teraktualisasi secara optimal. Pada 
saat yang bersamaan, selaku Menteri Agama, LHS memiliki 
kewajiban untuk mengoptimalkan potensi dana zakat itu 
dengan baik. Oleh karenanya, dapat dipahami jika kemudian 
LHS berupaya untuk melahirkan regulasi OPZ-ASN ini. 


Keempat, upaya LHS untuk melahirkan Peraturan Presiden 
tentang OPZ-ASN ini pada gilirannya akan berdampak pada 
pembenahan tata kelola dan akuntabilitas lembaga zakat 
secara masif. Sebagaimana diketahui, pemerintah termasuk 
Kementerian Agama tidak mengelola dana zakat. Dana zakat 
dihimpun dan didayagunakan oleh lembaga amil zakat, seperti 
BAZNAS atau LAZ yang didirikan oleh ormas Islam atau 
kalangan profesional lainnya. Dengan posisi ini, pemerintah 
sesungguhnya semata-mata bertindak sebagai regulator 


struktur sosial-ekonomi masyarakat sekaligus memiliki organisasi yang 
luas di berbagai daerah untuk pemerataan distribusi menjadi penting. Baca 
Tim Penyusun, Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat..., 93. 
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sekaligus fasilitator agar dana zakat yang masih berbentuk 
potensi itu bisa menjadi aktual. Pada sisi lain, publik belum 
memiliki kekuatan untuk melakukan pengawasan atas 
penyelenggaraan lembaga amil zakat itu. Untuk itu, regulasi 
OPZ-ASN yang akan digulirkan tidak hanya mengatur 
tentang mekanisme penghimpunan semata, tetapi juga akan 
mengatur pendayagunaan dan pengawasan, sehingga publik 
juga mempunyai akses untuk ikut mengawasi dana zakat. 

Selain empat perspektif di atas, ada banyak alasan lain 
yang dapat membantu memahami inisiasi LHS lewat regulasi 
OPZ-ASN. Yang pasti, ijtihad LHS dan Kementerian Agama 
ini jauh lebih transformatif dan rasional karena memberi 
penguatan pada aspek kemanusiaan yang lebih kental 
dibanding dengan regulasi yang tidak sensitif kemanusiaan 
dan rasionalitas. 
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MENEMPATKAN PELAYANAN 
BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN 


ahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/ 

PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang Pleno 

Mahkamah Konstitusi terbuka secara umum pada 
hari Selasa, 7 November 2017 memberikan legitimasi yang 
kuat atas eksistensi penghayat kepercayaan. Putusan MK yang 
bersifat final dan binding itu mendorong agar warga negara 
yang menganut penghayat kepercayaan itu dapat diberikan 
kepastian dalam administrasi kependudukan, termasuk dalam 
Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk. 

Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
dinyatakan bahwa penghayat kepercayaan tidak perlu mengisi 
dalam kolom agama, meskipun mereka tetap dilayani dan 
dicatat dalam database kependudukan, itu telah dianulir oleh 
putusan MK tersebut. Dengan dianulirnya kedua ayat pada 
dua pasal tersebut, penghayat kepercayaan diberikan ruang 
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yang sama sebagaimana warga negara lainnya, baik dalam 
administrasi kependudukan maupun dalam layanan lainnya. 


Tentu, hal ini segera memunculkan pertanyaan, di 
Kementerian/Lembaga manakah yang “berkewajiban” 
memberikan layanan bagi penghayat kepercayaan ini? Untuk 
membahas jawaban atas pertanyaan tersebut, dapat dijelaskan 
beberapa pendekatan, di antaranya aspek regulasi, kesejarahan, 
dan respon masyarakat. 


Pada aspek regulasi, Undang-Undang Dasar 1945 Negara 
Republik Indonesia pada Pasal 28E menempatkan kebebasan 
beragama dan penghayat kepercayaan pada posisi yang 
berbeda. Kebebasan beragama dijelaskan dalam Pasal 28E 
ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak memeluk agama 
dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan 
pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, 
memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya 
serta berhak kembali” Sementara kebebasan dalam memilih 
penghayat kepercayaan dinyatakan dalam Pasal 28E ayat (2) 
yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini 
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan 
hati nuraninya”. 


Melihat posisi ini, secara regulatif memang persoalan 
penghayat kepercayaan itu berbeda dengan persoalan agama, 
demikian juga sebaliknya, persoalan agama itu berbeda dengan 
persoalan penghayat kepercayaan, sehingga keduanya diatur 
dalam ayat yang berbeda. Jika keduanya dipahami secara 
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seragam, maka tentu tidak perlu diatur dalam aturan yang 
berbeda. 


Meski demikian, menurut pengamatan penulis, sejauh 
ini belum ada definisi tentang agama dan penghayat 
kepercayaan versi regulasi atau aturan perundang-undangan 
yang berlaku. Sebenarnya, definisi ini sangat diperlukan guna 
membedakan mana agama dan mana yang bukan agama. 
Kita baru dapat menjelaskan definisi tentang agama dan 
penghayat kepercayaan itu lebih didasarkan secara akademis, 
bukan regulatif. Untuk agama, biasanya sering didefinisikan 
dengan sistem kepercayaan yang meyakini adanya Tuhan, 
Nabi, dan kitab suci, serta memiliki sistem pola peribadatannya 
masing- masing. Sementara penghayat kepercayaan lebih 
sederhana. Ada beberapa unsur pokok dalam agama yang 
tidak sepenuhnya dimiliki oleh penghayat kepercayaan, 
seperti Nabi atau Kitab Suci. Atas dasar definisi ini, seringkali 
disimplifikasikan bahwa orang yang beragama sudah tentu 
orang yang berpenghayat kepercayaan, sementara orang yang 
berpenghayat kepercayaan belum tentu orang yang beragama. 
Intinya, penghayat kepercayaan itu berbeda dengan agama. 

Dalam konteks itu, Kementerian Agama, misalnya, 
dipastikan tidak memiliki kewajiban untuk melayani bagi 
penghayat kepercayaan. Sebab Kementerian Agama hanya 
dapat memberikan layanan bagi umat beragama. Hal ini 
ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama yang 


Moderasi Beragama dan Layanan Keagamaan 127 


diatur dalam Pasal 2 bahwa “Kementerian Agama mempunyai 
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 
pemerintahan negara” Jika penghayat kepercayaan dilayani oleh 
Kementerian Agama maka akan terjadi campur aduk antara 
urusan agama dengan urusan di luar agama, sehingga tidak 
sesuai lagi dengan khittah berdirinya institusi Kementerian 
Agama. 


Pada aspek sejarah, ketegasan bahwa penghayat 
kepercayaan bukanlah agama telah dinyatakan dalam 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor IV Tahun 1978 tentang Garis-garis Besar 
Haluan Negara. Dalam Tap MPR RI tersebut terutama Bab 
IV huruf D tentang Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan 
Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa, Sosial Budaya, nomor 1 huruf f dinyatakan 
bahwa “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak 
merupakan agama. Pembinaan terhadap kepercayaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa dilakukan agar tidak mengarah pada 
pembentukan agama baru” 


Atas dasar Tap MPR RI ini, Menteri Agama ketika itu 
Alamsjah Ratu perwiranegara mengeluarkan sikap bahwa 
Kementerian Agama tidak melayani penghayat kepercayaan, 
sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Agama 
Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kebijaksanaan mengenai 
Aliran Kepercayaan dan Instruksi Menteri Agama Nomor 
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14 Tahun 1978 tentang Tindak Lanjut Instruksi Menteri 
Agama Nomor 4 Tahun 1978. 

Kebijakan bahwa Kementerian Agama tidak melakukan 
layanan atas penghayat kepercayaan hingga kini tidak ada 
perubahan. Kementerian Agama tidak memberikan layanan 
kepada penghayat kepercayaan, sebagaimana dapat dilihat 
baik pada aspek regulasi yang dikeluarkan maupun unsur 
struktural-birokrasi di lingkungan Kementerian Agama. 


Pada aspek respon masyarakat atas putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, pendapat Majelis Ulama 
Indonesia tampaknya perlu dicermati dengan baik. Mengutip 
berita Kompas.com (15/11/2017), Ketua Umum Majelis Ulama 
Indonesia, KH. Maruf Amin, menyebutkan bahwa putusan 
Mahkamah Konstitusi (MK) soal penghayat kepercayaan tak 
mempertimbangkan kesepakatan di masyarakat. Menurutnya, 
“MK membuat keputusan yang hanya semata-mata berpegang 
kepada prinsip perundang-undangan tanpa memperhatikan 
kesepakatan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 


Itu yang mengandung masalah.” 


Bahkan, sebagaimana dikutip dari Republika.co.id 
(30/11/2017), Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-3 Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) masa khidmat 2015-2020 di Hotel 
Sahira, Kota Bogor, Jawa Barat pada 28-30 November 2017 
menghasilkan beberapa sikap dan rekomendasi terkait 
dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua 
Umum MUI, Zainut Tauhid Saadi, menyampaikan sikap 
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MUI. Pertama, MUI sangat menyesalkan putusan MK Nomor 
Perkara 97/PPU-XIV/2016 yang dinilai kurang cermat dan 
melukai perasaan umat beragama, khususnya umat Islam 
Indonesia. Sebab, putusan tersebut berarti telah mensejajarkan 
kedudukan agama dengan aliran kepercayaan. Kedua, MUI 
berpandangan bahwa putusan MK tersebut menimbulkan 
konsekuensi hukum yang berdampak pada tatanan kehidupan 
sosial kemasyarakatan serta merusak kesepakatan kenegaraan 
yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Ketiga, MUI 
berpendapat seharusnya MK dalam mengambil keputusan 
yang memiliki dampak strategis, sensitif, dan menyangkut 
hajat hidup orang banyak, terlebih dahulu membangun 
komunikasi serta menyerap aspirasi yang seluas-luasnya 
kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga 
dapat mengambil keputusan secara obyektif, arif, bijak dan 
lebih aspiratif. Keempat, MUI menghormati perbedaan agama, 
keyakinan dan kepercayaan setiap warga negara karena hal 
tersebut merupakan implementasi dari hak asasi manusia yang 
dilindungi oleh negara sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Kelima, MUI sepakat bahwa pelaksanaan 
pelayanan hak-hak sipil warga negara di dalam hukum dan 
pemerintahan tidak boleh ada perbedaan dan diskriminasi, 
sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Untuk itu, MUI mengusulkan langkah-langkah solusi 
sebagai berikut. Pertama, pemerintah dapat melakukan 
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pencantuman identitas penghayat kepercayaan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa pada Kartu Keluarga. Kedua, pemerintah dapat 
mencetak KTP yang hanya mencantumkan kolom aliran 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan 
jumlah kebutuhan warga penghayat kepercayaan. Ketiga, 
adapun urusan yang terkait dengan hak-hak sipil sebagai warga 
negara, warga penghayat kepercayaan tetap berada di bawah 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang 
selama ini telah berjalan dengan baik. 


Atas dasar tiga pertimbangan di atas, yakni regulasi, 
kesejarahan, dan respon masyarakat, menurut hemat penulis, 
pelayanan bagi penghayat kepercayaan itu tidak menjadi 
tanggung jawab Kementerian Agama, tetapi menjadi tanggung 
jawab Kementerian/Lembaga yang lain. 


Setidaknya, dalam hal ini ada 2 (dua) usulan Kementerian/ 
Lembaga yang dapat memberikan layanan kepada penghayat 
kepercayaan. Pertama, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, dapat 
memberikan layanan kepada penghayat kepercayaan ini. Di 
samping linear bahwa penghayat kepercayaan lebih dimaknai 
untuk revitalisasi atas kebudayaan dan dipastikan adanya 
fasilitasi layanan pendidikan, juga hal itu telah berlangsung 
selama ini. Di samping itu, dengan ditanganinya masalah 
ini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak 
berimplikasi pada penambahan Kementerian/Lembaga baru 
yang tentu akan menambahkan beban birokrasi yang lebih 
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besar. Pada sisi ini, di tingkat Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, perlu diperluas makna dan layanan kebudayaan 
terutama untuk memastikan layanan yang cukup bagi penganut 
penghayat kepercayaan. 


Kedua, LPNK (Lembaga Pemerintah Non-Kementerian) 
yang secara khusus menangani layanan hak-hak sipil bagi 
warga penghayat kepercayaan. LPNK ini merupakan lembaga 
pemerintah baru sama sekali yang memang diamanahi secara 
khusus untuk penghayat kepercayaan, sebagai implementasi 
dari amar putusan Mahkamah Konstitusi. Pada sisi ini, 
kehadiran LPNK ini merupakan wujud konkret perhatian 
pemerintah atas penghayat kepercayaan. Akan tetapi, pada 
sisi yang lain, kehadiran LPNK ini kontraproduktif dengan 
kebijakan penghematan struktur birokrasi di era pemerintah 
saat ini. 
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TANTANGAN DAN LANGKAH 
DALAM MELINDUNGI AGAMA 
MELALUI BUKU 


ada tanggal 24 Mei 2017, dengan persetujuan bersama 
P antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

dengan Presiden Republik Indonesia telah disahkan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem 
Perbukuan, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 102. Undang-Undang ini lahir sebagai 
ikhtiar untuk menjamin tersedianya buku yang bermutu, 
murah, dan merata sehingga pada gilirannya dapat menciptakan 
peradaban bangsa dan meneguhkan nilai-nilai dan jati diri 
bangsa Indonesia. Buku bermutu artinya buku yang memiliki 
kualitas yang baik, terhindar dari kesalahan dan kekeliruan 
serta tidak bertentangan dengan ideologi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Buku murah dimaksudkan adanya 
kehadiran negara dalam memfasilitasi perbukuan sehingga 
peserta didik dapat memperoleh buku dengan harga yang 
terjangkau, bahkan untuk buku teks utama harus digratiskan. 
Sementara buku merata artinya setiap anak bangsa dapat 
mengakses dan memperoleh buku dengan mudah dan cepat. 
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Buku memiliki makna yang sangat strategis, lebih- 
lebih dalam konteks paham keislaman dan ideologi negara. 
Belakangan, ditengarai terdapat sejumlah buku ajar di 
sekolah dan buku umum di masyarakat yang mengajarkan 
paham keagamaan yang intoleran, saling kafir-mengkafirkan, 
meresahkan masyarakat, bahkan merongrong ideologi negara.” 
Ideologi negara disalahkan atas dasar paham keagamaannya 
yang disebarkan melalui buku, sehingga membenturkan 
paham keagamaan dengan ideologi negara. Tentu, hal ini 
sangat tidak produktif dalam membangun kedamaian sosial 
dan mengokohkan ideologi bangsa. Bahkan, praktek-praktek 
pemutarbalikan buku dan kitab, baik melalui digitalisasi kitab/ 
buku, proses penerjemahan, maupun cetakan ulang, cenderung 
secara disengaja dilakukan proses “pemutarbalikkan isi buku” 
yang biasa disebut dengan tahrif al-kutub. Teks-teks yang 
bertentangan dengan ideologi “sang penyokong tahrif” diganti 
dengan teks-teks yang baru sama sekali atau diterjemahkan 
dengan term yang linear dengan ideologinya. Sungguh, 
kejahatan intelektual melalui upaya tahrif al-kutub ini telah 
melampaui batas-batas kemanusiaan yang hakiki. 


27 Sejumlah lembaga non-pemerintah merilis hasil penelitian terkait isu 
intoleransi dan ekstrimisme. Salah satu temuannya mengatakan bahwa 
benih-benih paham ekstrimisme berasal dari buku-buku ajar di sekolah 
mereka yang mengajarkan sikap eksklusif dan intoleran. Lihat: Yenny 
Zannuba Wahid (dkk.), Laporan Riset Potensi Radikalisme.... Baca juga: 
Hamid Nasuhi & Abdallah (ed.), Pelita yang Meredup, Keberagaman Guru 
Sekolah Madrasah di Indonesia (Jakarta: PPIM UIN, 2018). 
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Kita beruntung, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2017 tentang Sistem Perbukuan itu, terdapat 1 (satu) ayat yang 
menjadi payung hukum atas “amanah mengamankan” agama 
melalui buku. Jika tidak ada ayat itu, menurut hemat penulis, 
maka tidak ada aturan sama-sekali yang menjadi payung 
hukum dalam mengafirmasi buku dalam konteks agama. Pada 
Bab II Pasal 6 ayat (3) tertulis “Muatan keagamaan dalam Buku 
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 
tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang agama”. Ayat ini hendaknya dapat 
didudukan sebagai “ayat sapu jagat” dan perlu diterjemahkan 
ke dalam aturan lebih lanjut, baik dalam bentuk Peraturan 
Pemerintah maupun Peraturan Menteri, secara maksimal. 
Tidak hanya terkungkung dalam teks ayat tersebut saja, 
tetapi perlu dimaknai secara luas. Jika tidak demikian, maka 
persoalan buku dan agama menjadi tidak tuntas. 

Merujuk pada pembagian jenis buku sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 6, jenis 
buku terdiri atas buku pendidikan dan buku umum. Buku 
pendidikan adalah buku yang digunakan dalam proses 
pendidikan, baik pada jenis pendidikan umum, pendidikan 
kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, 
pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan 
khusus. Sementara buku umum adalah jenis buku di luar buku 
pendidikan. 

Untuk buku pendidikan ini terbagi ke dalam 2 (dua) 
kategori, yakni buku teks dan buku non-teks. Buku teks adalah 
buku yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. 
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Buku teks ini terbagi ke dalam buku teks utama dan buku 
teks pendamping. Buku teks utama adalah buku pelajaran yang 
wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum 
yang berlaku dan disediakan oleh Pemerintah Pusat, tanpa 
dipungut biaya. Sementara buku teks pendamping adalah 
buku pelajaran yang disusun oleh masyarakat berdasarkan 
kurikulum yang berlaku dan telah mendapatkan pengesahan 
dari Pemerintah Pusat. 


Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Sistem Perbukuan hendaknya perlu dilakukan harmonisasi 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dengan 
harmonisasi atas Peraturan Pemerintah tersebut, Peraturan 
Pemerintah yang akan disusun sebagai turunan Undang- 
Undang Nomor 3 Tahun 2017 hendaknya menerjemahkannya 
ke dalam 4 (empat) point besar, yakni Buku Pendidikan 
Agama, Buku Pendidikan Keagamaan, Buku Pendidikan yang 
Bermuatan Agama, dan Buku Umum yang Bermuatan Agama. 


Pertama, Buku Pendidikan Agama merupakan buku-buku 
yang digunakan sebagai mata pelajaran Pendidikan Agama 
bagi layanan jenis pendidikan umum berciri khas Islam mulai 
jenjang pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan 
menengah (RA, MI, MTs, dan MA), jenis pendidikan umum 
dan pendidikan kejuruan mulai jenjang pendidikan usia dini 
sampai dengan pendidikan menengah (TK, SD, SMP, SMA, 
dan SMK): dan jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, 
dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi di 
bawah binaan selain Kementerian Agama (Program Diploma 
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dan Strata pada perguruan tinggi di bawah binaan selain 
Kementerian Agama, Perguruan Tinggi Umum). 


Kedua, Buku Pendidikan Keagamaan merupakan buku dan 
kitab yang diajarkan pada jenis pendidikan keagamaan baik 
pada jalur pendidikan formal maupun nonformal mulai jenjang 
pendidikan usia dini hingga pendidikan menengah. Buku 
Pendidikan Keagamaan ini difungsikan untuk mempersiapkan 
peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan 
mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi 
ahli ilmu agama, sesuai agama yang diyakininya. 

Dalam konteks Pendidikan Keagamaan Islam, dengan 
merujuk pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 
13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, 
PMA Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan 
Muadalah pada Pondok Pesantren, dan PMA Nomor 71 
Tahun 2015 Tentang Ma'had Aly, terdapat sejumlah layanan 
pada jalur pendidikan formal, seperti Satuan Pendidikan 
Muadalah (SPM), Pendidikan Diniyah Formal, dan Ma'had 
Aly, dan pada jalur pendidikan nonformal seperti pondok 
pesantren, madrasah diniyah takmiliyah, pendidikan Al- 
Ouran, dan majelis taklim. 

Dalam Pendidikan Keagamaan Kristen, dengan merujuk 
pada PMA Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 
Keagamaan Kristen, terdapat sejumlah layanan pada jalur 
pendidikan formal, seperti SDTK (Sekolah Dasar Teologi 
Kristen), SMPTK (Sekolah Menengah Pertama Teologi 
Kristen), SMTK (Sekolah Menengah Teologi Kristen), SMAK 
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(SekolaH Menengah Agama Kristen), STT (Sekolah Tinggi 
Teologi Kristen), dan STAKN (Sekolah Tinggi Agama Kristen 
Negeri). 

Pada Pendidikan Keagamaan Katolik, dengan merujuk 
pada PMA Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sekolah Menengah 
Agama Katolik sebagaimana yang diperbaharui dengan PMA 
Nomor 54 Tahun 2014, terdapat layanan pada jalur formal 
seperti Taman Seminari, SMAK (Sekolah Menengah Agama 
Katolik), dan STP (Sekolah Tinggi Pastoral). 


Untuk Pendidikan Keagamaan Hindu, dengan merujuk 
pada PMA Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pendidikan 
Keagamaan Hindu, terdapat sejumlah layanan pada jalur 
pendidikan formal, seperti Pratama Widya Pasraman, 
Adi Widya Pasraman, Madyama Widya Pasraman, Utama 
Widya Pasraman, dan Maha Widya Pasraman, dan pada 
jalur pendidikan nonformal seperti Pesantian, Sad Darma, 
Padepokan, Aguron Guron, Parampara, Gurukula, dan 
lainnya. 

Pada Pendidikan Keagamaan Buddha, dengan merujuk 
pada PMA Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pendidikan 
Keagamaan Buddha, terdapat sejumlah layanan pada 
jalur pendidikan formal, seperti Nava Dhammasekha, 
Mula Dhammasekha, Muda Dhammasekha, dan Uttama 
Dhammasekha & Kejuruan, dan pada jalur pendidikan 
nonformal seperti Pendidikan Widya Dharma, Pabbajja 
Samanera, dan Sekolah Minggu Buddha. 
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Ketiga, Buku Pendidikan yang Bermuatan Agama 
adalah buku-buku pendidikan selain mata pelajaran agama 
yang digunakan dalam proses pembelajaran baik di jenis 
pendidikan umum berciri khas Islam (RA, MI, MTs, dan 
MA), jenis pendidikan umum dan pendidikan kejuruan 
(TK, SD, SMP, SMA, dan SMK) maupun jenis pendidikan 
akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi pada 
jenjang pendidikan tinggi. Sebagai salah satu contoh untuk 
buku ini, menurut informasi yang diperoleh, ditemukan 
sebuah buku mata pelajaran Bahasa Indonesia pada sekolah 
yang bermuatan agama. Dalam buku tersebut disebutkan 
sebuah dialog seorang ayah yang mengajak anaknya pergi ke 
masjid dengan mengharuskan berpakaian tertentu. Sebab, 
jika tidak menggunakan pakaian tersebut dikatakan oleh sang 
ayah tidak sah shalatnya. Buku pendidikan yang bermuatan 
agama semacam ini perlu mendapat perhatian dari pihak yang 
berwenang. 


Keempat, buku umum yang bermuatan agama adalah jenis 
buku di luar buku yang digunakan dalam proses pendidikan dan 
bermuatan agama. Buku ini adalah buku yang banyak beredar 
di masyarakat secara umum, yang cenderung jumlahnya lebih 
besar. Untuk hal ini, tampaknya perlu melibatkan organisasi 
keagamaan untuk memastikan kelayakan buku dalam kategori 
ini. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Bab 
II Pasal 6 ayat (3), Kementerian Agama memiliki kewenangan 
dan sekaligus tanggung jawab untuk memastikan keempat 
buku di atas harus berkualitas, murah, dan merata. 
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Pada aspek kualitas, buku-buku tersebut harus terhindar 
dari kesalahan dan kekeliruan dan tidak bertentangan dengan 
ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perlu 
adanya proses “tashih”, sebelum buku diterbitkan. Di sinilah 
tantangan tersendiri bagi Kementerian Agama. Untuk itu, 
Kementerian Agama segera menentukan unsur struktur 
birokrasi yang diamanahi sebagai pen-tashih dan sekaligus 
penjamin kualitas buku tersebut. Dalam amatan penulis, di 
antara struktur birokrasi yang paling tepat untuk mengemban 
amanah ini adalah Pusat Lektur, Khazanah Keagamaan, dan 
Manajemen Organisasi (PLKKMO) Balitbang dan Diklat 
Kementerian Agama. PLKKMO perlu didukung oleh sejumlah 
peneliti dan tenaga ahli dalam bidang perbukuan, baik dari 
unsur perguruan tinggi, profesional, maupun tokoh agama, 
perlu melakukan SOP (standard operating procedure) dan 
mekanisme kerja yang valid dalam men-tashih buku. 


Sekedar ilustrasi, untuk men-tashih buku teks utama 
dan teks pendamping buku pendidikan bagi layanan jenis 
pendidikan umum berciri khas Islam mulai jenjang pendidikan 
dasar sampai dengan pendidikan menengah (MI, MTs, dan 
MA) saja, sekurang-kurangnya dibutuhkan sekitar 3.920 tenaga 
ahli dengan asumsi 1 (satu) buku ditelaah oleh 2 orang dan 
ada sekitar 10 penerbit yang mengajukan, serta jumlah judul 
buku secara keseluruhan berjumlah 196 judul buku (64 judul 
buku untuk MI, 39 judul buku untuk MTs, dan 93 judul buku 
untuk MA termasuk untuk buku peminatan Matematika & 
IPA, Ilmu-Ilmu Sosial, Ilmu Bahasa dan Budaya, dan Ilmu 
Keagamaan). Untuk hal ini, perlu ada pola kerja yang didesain 
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sedemikian rupa, sehingga dapat menghasilkan buku yang 
berkualitas dan hasilnya tepat waktu. 

Pada aspek murah, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 
6 ayat (6) bahwa “Buku teks utama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) merupakan buku pelajaran yang wajib digunakan 
dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan 
disediakan oleh Pemerintah Pusat tanpa dipungut biaya”, maka 
Kementerian Agama perlu mengalokasikan anggaran yang 
cukup besar untuk menggandakan buku teks utama tersebut. 
Namun demikian, Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa 
“Bentuk Buku terdiri atas buku cetak dan buku elektronik,” 
perlu dimanfaatkan dengan baik. Artinya, buku teks utama 
mana saja yang perlu digandakan menjadi buku cetak dan 
buku teks utama mana saja yang menjadi buku elektronik. 
Dalam kalkulasi penulis, anggaran yang dibutuhkan untuk 
menyediakan buku teks utama dalam bentuk cetak buku 
pendidikan bagi layanan jenis pendidikan umum berciri 
khas Islam mulai jenjang pendidikan dasar sampai dengan 
pendidikan menengah (MI, MTs, dan MA) itu setidaknya 
menghabiskan biaya sekitar Rp.10 Triliyun lebih atau sekitar 
1046 dari total anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan 
Islam. Adapun asumsinya sebagai berikut: terdapat 196 
judul buku yang harus disediakan (64 judul buku untuk 
MI, 39 judul buku untuk MTs, dan 93 judul buku untuk MA 
termasuk untuk buku peminatan Matematika & IPA, Ilmu- 
Ilmu Sosial, Ilmu Bahasa dan Budaya, dan Ilmu Keagamaan), 
dengan total sebanyak 406,675,149 eksemplar (228.216.000 
eksemplar untuk tingkat MI dengan jumlah siswa sebanyak 
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3.565.875 orang, 123.266.715 eksemplar untuk tingkat 
MTs dengan jumlah siswa sebanyak 3.160.685 orang, dan 
55.192.434 eksemplar untuk tingkat MA dengan jumlah 
siswa sebanyak 1,294,776 orang): dan harga rata-rata biaya 
cetak sebesar Rp.25.000/eksemplar. Tentu, jumlah anggaran 
10 Triliyun ini akan terus bertambah dengan menghitung 
buku teks utama untuk pendidikan keagamaan pada jalur 
formal. 


Untuk buku teks utama mata Pelajaran Pendidikan Agama 
bagi layanan jenis pendidikan umum (SD, SMP, SMA, dan 
SMK), Kementerian Agama bisa melakukannya dengan 
menyediakan buku dalam bentuk digital, sehingga biayanya 
lebih murah. Untuk buku dalam bentuk cetaknya, dapat 
dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah yang menaungi 
layanan jenis pendidikan umum itu. 


Pada aspek pemerataan, Kementerian Agama perlu 
memikirkan langkah yang tepat terkait dengan proses 
pengiriman buku secara tepat waktu dan tepat sasaran. 
Sebab, lokasi madrasah (MI, MTs, MA) dan sejumlah layanan 
pendidikan keagamaan pada jalur formal secara mayoritas 
terdapat di daerah-daerah perkampungan, hanya sedikit saja 
yang berada di lingkungan perkotaan. Buku dipastikan sampai 
di lokasi sasaran, sebelum proses pembelajaran awal semester 
dapat berjalan. 


Uraian di atas memperlihatkan langkah dan strategi 
Kementerian Agama untuk melakukan “pengamanan” 
agama melalui perbukuan. Dimulai dari perlu adanya 
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penajaman pada aspek drafting Peraturan Pemerintah 
sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Sistem Perbukuan, langkah yang diambil untuk 
memastikan hasil buku yang bermutu, murah, dan merata. 
Sungguh, menjadi tantangan tersendiri, namun memiliki 
makna yang sangat strategis dalam menciptakan peradaban 
bangsa, meneguhkan nilai dan jati diri bangsa Indonesia, 
serta menciptakan pemahaman keagamaan yang baik, 
melalui buku-buku yang bermuatan agama. 
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IDEOLOGISASI DALAM BUKU 


omisi X DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia) menginisiasi lahirnya Rancangan Undang- 

Undang (RUU) Sistem Perbukuan. Dalam draft itu 
disebutkan bahwa RUU itu menjadi salah satu ikhtiar dalam 
membangun peradaban bangsa, meningkatkan daya literasi 
masyarakat Indonesia, dan menjamin kemanfaatan, mutu, 
ketersediaan, keterjangkauan dan tata kelola perbukuan, 
di samping untuk melakukan pengaturan perbukuan yang 
berserakan di berbagai peraturan perundang-undangan. 


Kita patut mengamini dan menghargai ikhtiar ini. Namun 
demikian, sejauh yang penulis ketahui, draft ini belum banyak 
dijelaskan kepada khalayak, termasuk mensinkronisasikannya 
dengan sejumlah Kementerian/ Lembaga, termasuk dengan 
Kementerian Agama. Untuk itu, ada baiknya sebelum RUU ini 
disahkan menjadi Undang-Undang, beberapa catatan berikut 
perlu diberikan pencermatan. 

Ada kaidah penting dalam dunia hermeneutika. Disiplin 
keilmuan yang terkait dengan teks itu menjelaskan bahwa ada 
relasi yang cukup kuat antara teks dengan konteks. Sebuah 


teks sangat mempengaruhi terhadap konteks dan struktur 
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masyarakat. Demikian juga, kondisi masyarakat dipengaruhi 
oleh teks-teks yang berkembang dalam masyarakat itu. Hal 
itu berlaku juga dalam hal relasi teks keagamaan dengan 
pemahaman keagamaan masyarakat. 


Masyarakat Muslim Indonesia memiliki pemahaman dalam 
bidang figih, misalnya, dengan menganut mazhab Syafi'iyah. 
Hal itu karena literatur figih yang berkembang dan disebarkan 
oleh jaringan ulama yang bermazhab Syafi'iyah begitu besar. 
Berbeda dengan masyarakat Muslim Saudi Arabia yang secara 
ideologis menganut aliran Wahabi, oleh karena literatur yang 
banyak berkembang dan didukung oleh pemerintah yang 
beraliran Wahabi. Oleh karenanya, antara teks literatur atau 
buku-buku keagamaan yang banyak dibaca oleh masyarakat 
itu sangat memberikan pengaruh kuat terhadap karakter dan 
paham keagamaan masyarakat itu sendiri. 


Kaidah hermeneutika lainnya menyebutkan bahwa sebuah 
teks itu sangat dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh 
sang penulis. Pemahaman dan ideologi penulis buku sangat 
mewarnai buku yang ditulisnya. Oleh karenanya, sesungguhnya 
teks itu tidaklah netral. Teks telah memiliki corak dan warnanya 
tersendiri, yang di antaranya dipengaruhi oleh ideologi yang 
dianut oleh sang penulis. Untuk memahami sebuah buku maka 
sebaiknya kita juga patut mengenal siapa yang menulis buku 
itu. Dengan demikian, kita dengan mudah dapat memahami 
isi atau karakter buku tersebut dengan lebih baik. 
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Dalam dunia literatur atau buku tafsir, misalnya, antara 
satu kitab tafsir dengan tafsir lainnya itu memiliki corak 
dan ideologi yang berbeda. Tafsir Al-Kasysyaf yang ditulis 
oleh Zamakhsyari dinilai memiliki ideologi Mw'tazilah. 
Demikian juga dengan Tafsir Al-Mizan karya Thabathaba'i 
yang oleh peneliti dinilai mengandung ideologi Syiah. Sebab, 
Zamakhsyari dan Thabathaba'i memiliki ideologi atau paham 
yang berbeda, yang satu Mu'tazilah dan yang satunya lagi Syiah. 
Demikian juga dengan Tafsir Fi Zhilalil duran yang ditulis 
oleh Sayid Outhb juga memiliki ideologi “ekstrim”. Sebab, 
Sayid Outhb merupakan second line dari gerakan dan aktivis 
Ikhwanul Muslimin yang getol memperjuangkan gerakan 
khilafah Islamiyah. 

Dua kaidah hermeneutika itu patut diberikan perhatian 
bahwa eksistensi buku itu sangat penting dalam dunia 
keagamaan. Buku bukan hanya dipahami dalam konteks 
business oriented, tetapi sudah semestinya diletakkan dalam 
konteks membangun pemikiran dan paham keagamaan yang 
memperkuat jati diri bangsa dan negara. Dalam era demokrasi 
yang demikian terbuka, ideologi-ideologi dan paham 
keagamaan begitu subur di negeri ini. Tidak hanya ideologi 
yang mengajarkan kesantunan dan menghargai orang lain, 
tetapi juga ideologi ekstrem dan intoleran yang menyebarkan 
kebencian dan merusak tatanan kehidupan, termasuk tatanan 
berbangsa dan bernegara juga demikian berkembang secara 
pesat. 
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Penanaman ideologi ekstrem dan intoleran ini tidak hanya 
dilakukan melalui mimbar-mimbar keagamaan an sich, tetapi 
juga melalui penulisan, penerjemahan, penerbitan, dan jual-beli 
buku, majalah, dan bacaan yang telah di-digitalisasi. Bahkan, 
itu tidak hanya pada buku umum, meminjam terminologi 
pembagian jenis buku dalam draft tersebut, tetapi juga pada 
buku pendidikan. Tidak sedikit buku-buku pendidikan, 
utamanya buku teks pendamping, yang secara gamblang 
mengajarkan ekstremisme dan intoleransi." Dalam buku teks 
pendamping itu ditulis bahwa orang yang berbeda paham 
keagamaan karena membolehkan ziarah kubur, misalnya, 
dinyatakan murtad dan boleh untuk dibunuh. Buku-buku 
model itu demikian dahsyat berkembang di dunia pendidikan 
kita. 

Belum lagi fenomena “penyelewengan intelektual” 
dengan melakukan tahrif al-kutub, baik dengan digitalisasi 
maupun penerjemahan dan penggandaan kitab atau buku. 
Kitab-kitab karya ulama dimodifikasi ulang dan pernyataan- 
pernyataannya diganti, yang semula membolehkan diubah 
dengan melarangnya. Bab tentang ziarah kubur, misalnya, 
diganti dengan ziarah masjid Nabawi, dengan judul kitab dan 
penulis yang sama. Kitab-kitab yang populer dikaji di pondok 
pesantren diterjemahkan dengan makna dan kandungan yang 
jauh berbeda dengan maksud teks aslinya. Lebih-lebih kitab- 


28 Suhadi, “Menu Bacaan Pendidikan..., 30. 
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kitab yang digandakan melalui proses digitalisasi, proses tahrif 
al-kutub itu sangat masif dilakukan.” 


Atas dasar fakta itu, penulis memahami dan memberikan 
apresiasi kepada Kementerian Agama yang berupaya akan 
melakukan pentashihhan buku ajar dan buku bacaan yang 
dikembangkan di lembaga pendidikan agama dan keagamaan, 
terutama di sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. 
Bahkan, Kementerian Agama akan melakukan terobosan 
dengan semacam Lajnah Pentashih Buku Pendidikan Agama 
dan Keagamaan, baik untuk Islam maupun non-Islam. 


Memang patut diakui bahwa persoalan buku pendidikan 
agama dan keagamaan cenderung masih tumpang tindih. 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 
Puskurbuk (Pusat Kurikulum dan Perbukuan) yang 
memfasilitasi buku-buku yang diajarkan di sekolah dengan 
alokasi anggaran yang cukup besar. Yang dikerjakannya tidak 
hanya mata-mata pelajaran umum, tetapi juga mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam di sekolah. 


Sementara Kementerian Agama, melalui Direktorat 
Jenderal Pendidikan Islam, memiliki kewenangan dan 
tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan agama 
dan keagamaan Islam, termasuk mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam pada sekolah dan perguruan tinggi umum. Hal 


29 “Pemalsuan Kitab Kuning Pembohongan Publik”, 30 Agustus 2017, (diakses 
pada 3 Februari 2021 di laman https://nasional.tempo.co/read/904658/ 
pemalsuan-kitab-kuning-pembohongan-publik/full&view-ok). 
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ini didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 
2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 
sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara nyata 
menyatakan bahwa pengelolaan Pendidikan Agama dan 
Pendidikan Keagamaan menjadi kewenangan Kementerian 
Agama. 


Bahkan lebih dari itu, Kementerian Agama tampaknya 
memiliki komitmen yang begitu kuat terhadap persoalan 
perbukuan ini. Hal ini diantaranya terlihat dengan terbitnya 
Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama yang 
menetapkan struktur jabatan yang langsung bersinggungan 
dengan buku. Di unit Badan Litbang dan Diklat, terdapat 
2 (dua) struktur organisasi setingkat eselon 2, yakni Badan 
Lektur dan Khazanah Islam, dan Badan Lajnah Pentashih Al- 
Ouran. Belum lagi di Direktorat Jenderal Bimas Islam, terdapat 
Sub Direktorat Kepustakaan Islam pada Direktorat Urusan 
Agama Islam. 


Melihat kondisi di atas, menurut hemat penulis, draft 
RUU Sistem Perbukuan tidak hanya melibatkan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset- 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi an sich, tetapi juga harus 
mendialogkannya dengan Kementerian Agama. Dalam draft 
tersebut terutama pada Pasal 1 tentang Ketentuan Umum 
mendefinisikan menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
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urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Definisi ini 
menyiratkan bahwa lembaga yang memiliki otoritas dalam 
sistem perbukuan ke depan hanyalah Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. 


Pasal 6 ayat (1) menjelaskan tentang jenis buku yang terbagi 
pada buku pendidikan dan buku umum. Buku pendidikan 
adalah buku yang digunakan untuk layanan pendidikan 
anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah 
yang kemudian dijelaskan dalam ayat (8) pengaturannya 
akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan. Ini artinya semua buku mulai dari layanan 
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar hingga pendidikan 
menengah menjadi otoritasnya Kemendikbud. Menurut 
hemat penulis, ini harus diluruskan. Sebab, Kementerian 
Agama juga mengelola layanan jenis pendidikan umum yang 
berciri khas agama, serta pendidikan agama dan keagamaan, 
mulai pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar hingga 
pendidikan menengah juga. Oleh karenanya, Kementerian 
Agama perlu dilibatkan. 


Demikian juga pada Pasal 51 ayat (2) menyebutkan bahwa 
penerbitan buku untuk pendidikan tinggi difasilitasi oleh 
kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan 
tinggi: yang ini artinya orotitasnya berada pada Kementerian 
Riset- Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Draft ini secara jelas 
melepaskan peran dan keikutsertaan Kementerian Agama. 
Padahal, Kementerian Agama memiliki kewenangan dan 
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tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. 
UIN, IAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam, Sekolah Tinggi 
Keagamaan lainnya, termasuk Ma'had Aly merupakan 
institusi pendidikan tinggi yang dijamin oleh UU Nomor 12 
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 


Pada Bab X pasal 69 tentang pengawasan dipahami 
belum memiliki ketegasan terkait peran serta masing- 
masing lembaga. Pada ayat (1) dijelaskan Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, pelaku perbukuan, dan masyarakat 
melakukan pengawasan atas sistem perbukuan. Pengawasan ini 
masih sangat bias, belum mencerminkan tugas pokok masing- 
masing instansi. Meskipun di ayat (5) ketentuan lebih lanjut 
akan diatur dengan peraturan pemerintah, tetapi tugas pokok 
masing-masing instansi perlu mendapatkan uraian terlebih 
dahulu. 


Berdasarkan pengaduan masyarakat, jika di lapangan 
ditemui buku-buku pendidikan, termasuk buku teks 
pendamping, untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 
yang mengajarkan ekstremisme dan paham keagamaan 
menyimpang secara spontan masyarakat menyalahkannya 
kepada Kementerian Agama. Padahal, setelah diteliti, buku- 
buku demikian tidak sedikit justru diterbitkan oleh instansi 
di luar Kementerian Agama. Hal ini sekali lagi membuktikan 
bahwa Kementerian Agama tidak dapat dilepaskan dari sistem 
perbukuan. 
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Atas dasar sejumlah alasan di atas, penulis mendorong 
agar pembahasan draft RUU Sistem Perbukuan ini 
perlu melibatkan Kementerian Agama. Pertama, karena 
Kementerian Agama melakukan dan memiliki layanan 
pendidikan sebagaimana Kemendikbud dan Kemenristek- 
Dikti. Kedua, persoalan buku bukan hanya lekat dengan 
business oriented, tetapi juga sarat akan diseminasi dan 
penyebarluasan ideologi keagamaan yang justru belakangan 
sangat mengancam eksistensi kebangsaan dan keumatan. Di 
sisi lain, Kementerian Agama pun segera untuk melakukan 
langkah komunikasi dan turut aktif dalam mengawal 
kelahiran RUU ini menjadi UU. Sebab, jika telah disahkan, 
maka nanti akan tertinggal oleh “sang kereta perbukuan” 
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BETTER LATE THAN NEVER: 
MERESPON PENUNDAAN RUU 
SISTEM PERBUKUAN 


apat paripurna DPR RI pada Selasa, 11 April 2017 

dengan agenda pengesahan Rancangan Undang- 

Undang tentang Sistem Perbukuan akhirnya 
ditunda. Dalam sidang itu, Ketua Komisi X DPR RI, Teuku 
Riefky Harsya, dalam Rapat Paripurna menjelaskan perlunya 
mensinkronisasi mengenai buku-buku agama yang belum 
melibatkan Kementerian Agama (Parlementaria.com, 
11/4/2017). Menurut hemat penulis, keputusan penundaan 
atas pengesahan ini patut diberikan apresiasi dan “acung 
jempol” sebagai tanda pilihan yang terbaik. Mengapa 
demikian? 

Ada sejumlah alasan persetujuan penulis terhadap 
penundaan ini. Pertama, jika melihat draft RUU Sistem 
Perbukuan, tampak secara kasat nyata bahwa tidak ada 
kewenangan atau keterlibatan apa pun bagi Kementerian 
Agama dalam persoalan perbukuan ini. Draft RUU yang 
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terdiri atas 13 Bab dan 72 Pasal ini sama sekali tidak 
menyebutkan buku pendidikan agama dan pendidikan 
keagamaan, terlebih lagi Kementerian Agama.” Padahal, 
persoalan buku bukan hanya didasarkan atas ketersediaan 
buku yang bermutu, murah, dan merata an sich, namun 
juga buku yang mampu mengantisipasi bangkitnya gerakan 
ekstremisme beragama yang justru belakangan banyak 
dilakukan melalui buku-buku agama. Oleh karenanya, 
persoalan buku bukan hanya mengenai keterjangkauan 
secara harga atau pemerataan akses, namun juga memuat 
antisipasi maraknya ideologi ekstremisme yang dilakukan 


melalui dunia perbukuan. 


Jamak ditemui di lapangan, buku ajar pendidikan agama di 
sekolah dan perguruan tinggi umum mengajarkan intoleransi 
dan kekerasan atas nama agama. Bahkan, sejumlah buku 
keagamaan dan kitab yang biasa dikaji di pesantren pun 
telah dilakukan tahrif al-kutub (penyelewengan kitab), baik 
dengan media cetak lebih-lebih dengan media digital. Tahrif 
al-kutub dilakukan oleh kelompok tertentu demi untuk 
disesuaikan dengan ideologi ekstremismenya. Oleh karenanya, 
konsentrasi mengenai buku-buku pendidikan agama dan 


pendidikan keagamaan semacam ini patut untuk dilakukan. 


30 “Kemenag Usul Pasal Buku Pendidikan Agama Masuk RUU Sistem 
Perbukuan”, 21 April 2017, (diakses pada 3 Februari 2021 di laman https:// 
kemenag.go.id/read/kemenag-usul-pasal-buku-pendidikan-agama-masuk-ruu- 
sistem-perbukuan-ao716). 
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Tentunya itu menjadi domain Kementerian Agama. Selain 
Kementerian Agama, tidak ada kementerian atau lembaga lain 
yang menjalankan fungsi di bidang pendidikan agama dan 


pendidikan keagamaan itu. 


Kedua, secara regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian 
diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 
2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, 
bahkan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pendidikan Tinggi, secara terang-benderang 
menyebut persoalan pendidikan agama dan pendidikan 


keagamaan itu menjadi kewenangan Kementerian Agama. 


Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan 
pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan 
keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran 
agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui 
mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. 
Wujud dari pendidikan agama ini adalah mata pelajaran dan 
mata kuliah pendidikan agama pada layanan sekolah dan 
perguruan tinggi (SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan Tinggi 
Umum). Mulai penentuan kurikulum hingga menggandakan 
serta menyebarkannya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 
55 tahun 2007, sesungguhnya menjadi otoritas Kementerian 


Agama. 
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Demikian juga halnya dengan pendidikan keagamaan. Ia 
bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang memahami 
dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau 
menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, 
inovatif, dan dinamis." Dalam konteks pendidikan keagamaan 
Islam, misalnya, pendidikan ini diarahkan untuk menghasilkan 
kiai atau pimpinan keagamaan yang memiliki pemikiran 
dan wawasan keagamaan yang luas yang dihasilkan melalui 
kajian kitab kuning dan literatur keagamaan lainnya dan 
diselenggarakan melalui pondok pesantren, madrasah diniyah 
takmiliyah, pendidikan Al-Ouran dan lembaga pendidikan 
keagamaan Islam lainnya.” Lagi-lagi, yang menangani ini 
semua adalah Kementerian Agama. 

Atas dasar sejumlah regulasi itu, Kementerian Agama 
memiliki kewenangan yang kuat dalam hal penyelenggaraan 
perbukuan ini. Jika Kementerian Agama absen atau diabsenkan 
melalui draft RUU Sistem Perbukuan ini sangat dimungkinkan 
”malapetaka” akan menimpa pada bangsa ini, yakni setidaknya 


sejumlah mata pelajaran dan mata kuliah pendidikan agama 


31 Baca Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan 
Agama dan Pendidikan Keagamaan, (bisa diakses di laman https://simpuh. 
kemenag.go.id/regulasi/pp 55 07.pdf). 

32 Lebih lanjut baca Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang 
Pendidikan Keagamaan Islam, (bisa diakses di laman https://peraturan.bpk. 
go.id/Home/Details/130849/peraturan-menag-no-13-tahun-2014). 
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dan literatur pada lembaga pendidikan keagamaan akan tidak 


sesuai dengan yang diharapkan. 


Ketiga, secara faktual, Kementerian Agama melakukan 
layanan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan 
melalui lima unit eselon 1, yakni Ditjen Pendidikan Islam, 
Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas 
Hindu, dan Ditjen Bimas Budha. Kementerian Agama 
telah memberikan kontribusinya yang tidak sedikit dalam 
penyelenggaraan pendidikan nasional ini. Jika dilakukan 
perbandingan, Kementerian Agama itu menyelenggarakan 
layanan pendidikan sebagaimana Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan ditambah dengan layanan pendidikan 
yang dilakukan oleh Kemenristek-Dikti. Kementerian 
Agama tidak hanya melayani satuan pendidikan mulai 
jenjang PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, 
melalui jalur formal, nonformal dan informal, sebagaimana 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga melayani 
perguruan tinggi, sebagaimana Kemenristek-Dikti. 

Khusus untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 
berdasarkan data EMIS Kementerian Agama, Direktorat 
Jenderal ini mengelola, membina, dan memfasilitasi 
sejumlah nomenklatur pendidikan yang secara akumulatif 
berjumlah 533.264 lembaga, dengan 2.844.149 pendidik dan 
61.905.936 peserta didik. Secara terinci, data-data tersebut 
dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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Pertama, jenis pendidikan umum yang berciri khas Islam 
pada jalur formal jenjang pendidikan dasar dan menengah, 
berupa RA (Raudlatul Athfal), MI (Madrasah Ibtidaiyah), 
MTs (Madrasah Tsanawiyah), dan MA (Madrasah 
Aliyah). Berdasarkan data EMIS (Education Management 
Information System) Ditjen Pendidikan Islam tahun 2016, 
secara keseluruhan keempat lembaga ini berjumlah 77.336 
lembaga, dengan jumlah guru sebanyak 820.835 jiwa, dan 
jumlah siswa sebanyak 9.252.437 anak. 


Kedua, jenis pendidikan keagamaan Islam pada jalur 
formal jenjang pendidikan dasar dan menengah. Untuk jenis 
pendidikan ini terdiri atas SPM (Satuan Pendidikan Muadalah) 
dan PDF (Pendidikan Diniyah Formal). Berdasarkan data 
sementara, jumlah lembaga ini secara keseluruhan berjumlah 
112 lembaga dengan jumlah ustad sebanyak 2.240 dan santri 
sebanyak 48.913 jiwa. 

Ketiga, jenis pendidikan keagamaan Islam pada jalur formal 
jenjang pendidikan tinggi, yakni Universitas, Institut, Sekolah 
Tinggi, dan Ma'had Aly. Berdasarkan data EMIS, secara 
keseluruhan jumlah PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan 
Islam) sebanyak 712 lembaga, dosen setidaknya berjumlah 
440,142 orang dan mahasiswa sebanyak 747,686 jiwa. 

Keempat, jenis pendidikan keagamaan Islam pada jalur 
nonformal yang terdiri atas MDT (Madrasah Diniyah 
Takmiliyah), pendidikan Al-Ouran dan pondok pesantren. 
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Dari ketiga lembaga ini, secara total jumlah lembaga 
berjumlah 240.387 lembaga, dengan ustad berjumlah 
1.386.426 orang, dan santri berjumlah 17.385.552 jiwa. 


Kelima, pendidikan agama Islam pada sekolah, dengan 
jumlah guru dan pengawas PAI berjumlah 185.636 dengan 
rincian guru PAI 180.040 orang dan pengawas PAI sebanyak 
5.596 serta jumlah sasaran siswa yang beragama Islam pada 
sekolah sebanyak 34.371.621 jiwa. Adapun jumlah sekolah 
secara keseluruhan berjumlah 213.256 lembaga yang terdiri 
atas SD/SDLB sebanyak 149.310 lembaga, SMP/SMPLB 
sebanyak 37.439 dan SMA/SMALB/ SMK/SMKLB sebanyak 
26.507 lembaga. 


Data di atas belum menghitung layanan pendidikan agama 
dan pendidikan keagaman di luar Ditjen Pendidikan Islam. 
Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas 
Hindu, dan Ditjen Bimas Budha, semuanya juga melakukan 


hal yang sama, sebagaimana Ditjen Pendidikan Islam. 


Atas dasar sejumlah alasan di atas, menurut hemat penulis, 
kita dapat memahami bahkan mengharuskan jika kemudian 
Kementerian Agama terlibat dalam urusan perbukuan ini. 
Buku merupakan sumber ilmu pengetahuan, bukan hanya 
pengetahuan untuk layanan pendidikan sekolah dengan 
sejumlah mata-mata pelajaran umum yang diajarkan, juga 
bukan hanya untuk membekali pengetahuan pada layanan 


perguruan tinggi umum dengan mata-mata kuliah umum 
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yang diajarkannya, tetapi juga semua pengetahuan untuk 
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, yang menjadi 
domainnya Kementerian Agama. Jika kemudian RUU Sistem 
Perbukuan ini ditunda untuk disahkan itu sungguh jauh 
lebih baik daripada segera disahkan namun dengan sejumlah 
kealfaan, di antaranya meniadakan peran Kementerian Agama. 
Tegasnya, “Better Late than Never”, terlambat itu jauh lebih baik 
daripada tidak sama sekali. 
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MUDIK 


alah satu tradisi-kultural Indonesia di akhir Ramadan 

atau menjelang Hari Raya Idulfitri adalah mudik. 

Biasanya, mudik ini bepergian dari rumah tinggal 
menuju kampung halaman tempat seseorang dilahirkan dan 
dibesarkan ketika waktu kecil atau, ini yang diutamakan, 
menuju di mana posisi orang tua atau komunitas keluarga 
besarnya berada. Hampir dipastikan, hanyalah di Indonesia 
tradisi-kultural ini terjadi.” Tentu, bagi sebagian orang yang 
“kurang peka” atas kekayaaan kultural keindonesiaan, mudik 
dinggapnya sebagai sesuatu yang kurang berarti. 


Tradisi mudik dipandang dari aspek keagamaan, sosial, dan 
ekonomi sesungguhnya memiliki makna yang sangat strategis. 
Pada aspek keagamaan, tradisi mudik dipahami sebagai 
wujud dari semangat silaturahim dan menjalin hubungan 
kekerabatan dan kekeluargaan, utamanya antara anak yang 
sudah mandiri dengan orang tua. Bahkan, pada sebagian 
keluarga, tradisi mudik juga dilakukan untuk anjangsana antara 
satu keluarga dengan keluarga yang lain dalam satu komunitas 


33 Jalaluddin Rakhmat, Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan 
Muslim, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004), 154. 
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keluarga besar, sehingga jalinan kekeluargaan terus terbina 
dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks 
Islam, menjalin silaturahim dan kekerabatan ini menjadi 
bagian yang tak terpisahkan dari pundi-pundi ajaran Islam. 
Nabi Muhammad Saw. sendiri pernah menyatakan bahwa 
“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, 
maka hendaklah menyambung keluarga (silaturahmi)? 
(HR. Bukhari). Hadits ini menegaskan bahwa silaturahim 
merupakan salah satu implementasi dari keimanan seseorang. 
Jika keimanan merupakan sesuatu yang bersifat dalam hati, 
maka pembuktiannya adalah bersilaturahim antar sesama 
secara sosial. Bahkan, pada hadits lain, menjalin silaturahim 
tidak hanya terbatas dengan keluarga, dengan sahabat baik 
dari orang tua di luar dari hubungan keluarga pun sangat 
dianjurkan. "Sesungguhnya kebajikan yang utama ialah 
apabila seorang anak melanjutkan hubungan (silaturrahim) 
dengan keluarga sahabat baik ayahnya” (HR. Muslim) 


Sebagian muslim meyakini bahwa silaturahim tidak 
hanya memiliki dampak secara teologis semata, tetapi juga 
memiliki dampak psikologis dan ekonomis. Hadits Nabi 
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim 
menyatakan “Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya 
dan dibanyakkan rezekinya, hendaklah ia menyambungkan 
tali persaudaraan.” Secara psikologis, orang yang suka 
bersilaturahim memiliki mental yang lebih terbuka, dewasa, 
dan beban-beban hidupnya terasa berkurang. Melalui 
silaturahim, kita akan mendapatkan banyak informasi, 
sharing pengalaman dan pengetahuan dalam mengurai 
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beban hidup serta tidak berwawasan sempit sehingga pada 
gilirannya kondisi mentalnya lebih sehat. Tentu, orang 
yang mentalnya sehat memiliki potensi usia lebih panjang 
dibanding dengan orang yang bermental kurang baik. 
Demikian juga, secara ekonomis, silaturahim berpotensi 
dapat menambah rizki. Dengan menjalin hubungan baik 
antar sesama, potensi-potensi ekonomi akan sangat terbuka 
untuk diraih. Memasarkan sebuah produk akan mengalami 
kendala serius jika kita tidak memiliki relasi dan hubungan 
baik dengan orang lain. Oleh karenanya, silaturahim 
benar-benar memiliki dampak yang sangat luas. Dalam 
konteks inilah, kita semakin memahami pernyataan Nabi 
Muhammad Saw., “Janganlah kamu meremehkan kebaikan 
apa pun, walaupun sekadar bertemu saudaramu dengan 
wajah ceria.” (HR. Muslim) 


Mudik sebagai tradisi kultural khas Indonesia secara 
sosial memiliki makna yang strategis, termasuk dalam konteks 
mobilisasi pembangunan di daerah. Mudik menanamkan cinta 
tanah kelahirannya di daerah. Kecintaan itu menghantarkan 
seseorang pada keinginan untuk bekiprah dan berkontribusi 
atas pembangunan yang dilakukan di tanah kelahirannya. 
Jaringan dan peluang yang dimiliki tempat urbannya tergerak 
untuk diarahkan demi pembangunan di tanah kelahirannya, 
sehingga ini akan berpengaruh positif pada mobilisasi 
pembangunan di daerah. Melalui mudik, kita akan mengetahui 
dan menilai seberapa besar tingkat fluktuasi pembangunan 
yang terjadi. Bahkan, mudik juga akan mampu mengetahui 
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pergerakan budaya dan tradisi fenomena kultural yang terjadi 
dari satu waktu ke waktu berikutnya. 

Tradisi mudik juga berdampak positif pada aspek 
pemerataan ekonomi. Lewat mudik, berapa banyak rupiah 
yang digerakan untuk pemerataan aspek pembangunan sektor 
riil di masyarakat, terutama untuk komunitas masyarakat 
daerah. Tidak hanya aspek transportasi, tetapi juga untuk 
sektor produksi dan daya kreativitas masyarakat daerah. 
Berapa banyak rupiah yang dibawa oleh para pemudik dari 
kota menuju desa yang kemudian di-tasharruf-kan untuk 
keluarganya di desa, baik untuk sekadar oleh-oleh maupun 
untuk berbagi. Tentu, pergerakan ekonomi dari kota menuju 
desa sangat potensial untuk merangsang pembangunan di 
daerah. Atas dasar ini, mudik memiliki peran yang sangat 
penting. 

Mudik merupakan kekayaan Indonesia. Mudik 
mengajarkan kita untuk terus mengkonsolidasi kebersamaan 
dan persatuan sebagaimana tercermin dari ajaran silaturahmi 
dalam agama Islam. Mudik juga mengajarkan kita untuk selalu 
ingat akan tanah kelahiran, terutama untuk berkontribusi 
terhadap pembangunan di daerah. Demikian juga, mudik 
memiliki makna untuk melakukan pemerataan ekonomi 
sehingga tidak hanya terpusat pada daerah tertentu saja. 
Intinya, mudik menggabungkan antara kekayaan kultural 
keindonesiaan dengan memanifestasikan ajaran keagamaan 
demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat banyak. 
Selamat untuk Indonesia yang memiliki kekayaan tradisi dan 
kultur yang sangat produktif. 
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1 Gagasan dan Respon Kebijakan « | 


oderasi beragama bagaikan “oksigen” untuk nafas kita, dalam 

menjalani kehidupan beragama dan berbangsa. Agama dan 

kebangsaan dieratkan sehingga saling bersinergi, bukan 
diperhadapkan apalagi saling dilemahkan. Identitas dirinya sebagai umat 
beragama, di satu sisi, dan identitas sebagai warga negara Indonesia, di sisi yang 
lain, direkatkan dalam sebuah tarikan nafas, sehingga kehidupan sehari-hari 
antar umat dan warga negara penuh kedamaian, keakraban, dan kesahajaan. 
Oleh karenanya, moderasi beragama telah ditempatkan sebagai modal sosial 
yang menjadi prasyarat dalam membangun bangsa. Tanpa moderasi beragama, 
pembangunan bangsa dipastikan tidak akan dapat berjalan dengan baik. 

Sebagai sebuah gagasan besar, moderasi beragama dilatarbelakangi 
oleh konstruksi sosial keagamaan dan kebangsaan serta upaya-upaya kebijakan 
yang mendahuluinya. Fenomena politik identitas, kekerasan yang 
mengatasnamakan agama, serta beberapa upaya yang menghilangkan peran- 
peran agama dirasakan oleh masyarakat secara luas. Konstruksi inilah yang 
hendaknya perlu dicermati, agar kita mampu menangkap pemahaman 
moderasi beragama dan upaya-upaya layanan keagamaan yang diperlukan. 
Buku yang sedang Anda baca ini adalah percikan pemikiran dan 

gagasan penulis serta respon atas beberapa upaya kebijakan yang memperkuat 
kelahiran gagasan besar moderasi beragama dan upaya layanan keagamaan. Di 
dalamnya, terekam sejumlah gagasan dan fakta-fakta yang menegaskan betapa 
moderasi beragama itu penting untuk dihadirkan sebagai solusi keagamaan 
dan kebangsaan. 
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